)

PRESIDEM
REPUBLIE INDONESIA

FERATURAN PRESIDEN REFUBLIK INDONESIA

NOMOR 80 TAHUN 2025

TENTANG

PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

SK No 254065 A

KEMENTERIAN/LEMBAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 avat (10)
Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2025—2045, perlu menetapkan Peraturan Presiden
tentang Penyusunan Hencana Strategis dan Rencana Kerja
Kementerian/Lembaga;

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945:

2.  Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2025—2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6987);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENYUSUNAN RENCANA
STRATEGIS DAN RENCANA KER.JA
KEMENTERIAN/LEMBAGA,

BABI. ..
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PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR BO TAHUN 2025

TENTANG

PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

SK No 254065 A

KEMENTERIAN /| LEMBAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 avat (10)
Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2025—2045, perlu menetapkan Peraturan Presiden
tentang Penyvusunan Rencana Strategis dan Rencana Kenja
Kementenan / Lembaga;

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945:

2. Undang-Undang Nomeor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pemnmbangunan Jangka Panjang Nasiwonal
Tahun 2025—2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6987);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENYUSUNAN RENCANA
STRATEGIS DAN RENCANA KERJA
KEMENTERIAN / LEMBAGA.

BABIL:..
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan
oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai
tujuan bernegara.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 20252045 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP
Nasional adalah dasar hukum perencanaan Pembangunan
Nasional untuk periode 20 |dua puluh) tahun terhitung
sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang
selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen
perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode
5 (lima) tahun vang merupakan penjabaran dari visi, misi,
dan program pasangan Presiden dan Wakil Presiden
dengan berpedoman pada RPJP Nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kementerian/Lembaga vang selanjutnya disebut Rencana
Strategis Kementenan/ Lembaga atau disebut Renstra-KL
adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga
untuk periode 5 (lima) tahun,

Rencana Pembangunan Tahunan Nasional vang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah atau
disingkat REP adalah dokumen pErencanaan
pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.

Rancangan Rencana Pembangunan Secara Teknokratik
vang selanjutnya disebut Rancangan Teknokratik RPJM
Nasional adalah perencanaan yang dilakukan dengan
menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk
menganalisis kondisi objektif dengan mempertimbangkan
beberapa skenano pembangunan selama periode rencana
berikutnya dalam rangka penyusunan RPJM Nasional,

7. Prioritas . . .
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Prioritas Pembangunan adalah serangkaian kebijakan
untuk menyelesaikan isu strategis yang dianggap scbagai
prioritas yvang penyelesaiannya dilaksanakan melalui
prioritas nasional, program prioritas, kegiatan prioritas,
dan proyek prioritas.

Rancangan Teknokratik Renstra-KL adalah perencanaan
vang dilakukan dengan menggunakan metode dan
kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi
objektif dengan mempertimbangkan beberapa skenario
pembangunan selama pericde rencana berikutnva dalam
rangka penyvusunan Renstra-KL.

Hencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga
vang selanjutnya disebut Rencana Kerja
Kementerian/Lembaga atau disebut Renja-KL adalah
dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk
periode 1 (satu) tahun,

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian /Lembaga, yang
selanjutnya disingkat RKA K/L, adalah dokumen rencana
keuangan tahunan Kementenan/Lembaga vang disusun
menurut bagian anggaran Kementerian/Lembaga.

Kementerian adalah  perangkat pemerintah yang
membidang urusan tertentu dalam pemerintahan,

Lembaga adalah organisasi non Kementerian negara dan
instansi lain pengguna anggaran vang dibentuk untuk
melaksanakan tugas tertentu berdasarkan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan
lainnya.

Unit Kerja Eselon [ adalah instansi di bawah
Kementerian/Lembaga yvang dipimpin oleh pejabat vang
bertanggung jawab melaksanakan program unit eselon |
dan/atau kebjjakan Kementerian /Lembaga.,

Unit Kerja Eselon Il adalah instansi di bawah Unit Kerja
Eselon 1 yang dipimpin oleh pejabat yang bertangpung
jawab melaksanakan kegiatan dari program unit eselon |
dan/atau kebijakan Kementerian/Lembaga.

1o, Visl - ..
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Visi Kementerian/ Lembaga yang selanjutnya disebut Visi
adalah penjabaran visi Presiden dan Wakil Presiden
sebhagaimana dimuat dalam RPJM Nasional yang disusun
dalam bentuk rumusan umum mengenai keadaan vang
diinginkan pada alkhir periode perencanaan sesuai dengan
tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga.

Misi Kementerian/ Lembaga yang selanjutnya disebut Misi
adalah penjabaran misi Presiden dan Wakil Presiden
sebagaimana dimuat dalam RPJM Nasional yang disusun
dalam bentuk rumusan umurm mengenal upaya-upaya
yvang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi sesuai
dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga.

Tujuan adalah penjabaran atas Visi dalam rangka
mencapal sasaran program prioritas Presiden dan Wakil
Presiden.

Arah Kebijakan adalah penjabaran urusan pemerintahan
dan/atau Prioritas Pembangunan sesuai dengan visi dan
misi Presiden dan Wakil Presiden vang rumusannya
mencerminkan  bidang wurusan  tertentu  dalam
pemerintahan yang menjadi tanggung  jawab
Kementerian/Lembaga, berisi satu atau beberapa Program
untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan dengan Indikator
Kinerja yang terukur,

Kebijakan Kementerian/Lembaga vang seclanjutnya
disebut  Kebijakan adalah  penjabaran  urusan
pemerintahan dan/atau Prioritas Pembangunan sesuai
dengan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden vang
rumusannya mencerminkan bidang urusan tertentu
dalam pemerintahan yang menjadi tanggung jawab
Kementenan/Lembaga, berisi satu atau beberapa upaya
untuk mencapal sasaran  strategis  penyelenpgaraan
pemerintahan dan pembangunan dengan Indikator
Kinerja yang terukur, dalam bentuk Kerangka Regulasi,
serta kerangka pelayanan  umum  dan  investasi
pemerintah.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-
program indikanf untuk mewujudkan Visi dan Misi,

21. Sasaran . ..
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Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga adalah kondisi
vang akan dicapai secara  nyata oleh
Kementerian/Lembaga yang m:ncermmka__n pengaruh
vang ditimbulkan oleh adanya hasil dan satu atau
beberapa Program,

Sasaran Program adalah hasil yang akan dicapal dari

suatu program dalam rangka pencapalan Sasaran
Strategis Kementenian /Lembaga.

Sasaran Kegiatan adalah hasil yang akanldinapm dari
suatu Kkegiatan dalam rangka pencapaian Sasaran
Program yang mencerminkan berfungsinya Keluaran

Kegiatan.

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan
menggambarkan  pencapaian  dar  tujuan  maupun
Sas4arar.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis adalah ukuran
kuantitatif atau kualitatif wyang menggambarkan
keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis.

Indikator Kinerja Program adalah ukuran kuantitatif atau
kualitatif yvang menggambarkan keberhasilan pencapaian
Sasaran  Program  sesuai  tugas dan  fungsi
Kementerian/ Lembaga.

Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran kuantitatif atau
kualitatil yang menggambarkan keberhasilan pencapaian
Sasaran Kegiatan sesual tugas dan fungsi unit kerja
Kementenan/ Lembaga.,

Program Kementerian/Lembaga vang selanjutnya disebut
Program adalah penjabaran Kebijakan
Kementenan/Lembaga di  bidang tertentu vang
dilaksanakan dalam bentuk upaya vang berisi satu atau
beberapa Kegiatan dengan menggunakan sumber daya
yvang disediakan untuk mencapai hasil vang terukur
sesual dengan misinyva yang dilaksanakan instansi atau
masyarakat dalam koordinasi Kementerian/Lembaga yang
bersangkutan.

kegiatan Kementerian/ Lembaga vang selanjutnya disebut
kegiatan adalah nomenklatur yang menggambarkan
aktivitas vang dilakukan oleh unit kerja
Kementerian/Lembaga vyang bersangkutan untuk
menunjang Program vang telah ditentukan.

30. Keluaran . . .
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Keluaran Kegiatan adalah oulput berupa barang atau jasa
yvang dihasilkan oleh kuasa pengguna anggaran level unit
kerja eselon Il atau satuan kerja yang dilaksanakan untuk
mendukung pencapaian Sasaran Kegiatan.

Target adalah hasil dan satuan hasil yang direncanakan
akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja.

Lokasi adalah lokasi dihasilkannya Keluaran Kegiatan
dan/atau penerima manfaat Keluaran Kegiatan dari suatu
pelaksanaan Kegiatan yvang dapat berupa lokasi sampai
dengan kabupaten/kota dan/atau lokasi khusus lainnva.

Komponen adalah nomenklatur yvang menggambarkan
aktivitas  vang  dilakukan  oleh unit kerja
Kementerian/Lembaga dalam  rangka  pencapaian
Keluaran Kegiatan.

Kerangka Regulasi adalah perencanaan pembentukan
regulasi yang dibutuhkan oleh Kementerian/Lembaga
dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur
perilaku masyarakat dan penvelenggara Negara dalam
rangka mencapai tujuan bernegara,

Perternuan Dua Pihak adalah forum penelaahan dalam
rangka penyusunan rancangan Renstra-KL dan
rancangan awal Renja-KL yang dihadiri oleh Kementerian
Perencanaan dan Kementerian/Lembaga.

Pertemuan Tiga Pihak adalah forum penelaahan dalam
rangka penyusunan atau perubahan Remja-KL vang
dihadini oleh Kementerian Perencanaan, Kementerian
Keuangan, dan Kementerian/Lembaga.

Forum Penvesuaian adalah pertemuan untuk melakukan
penyesuaian rancangan Renstra-KL dengan Peraturan
Presiden mengenai RPJM Nasional.

Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi
Kinerja Anggaran vyang selanjutnya disebut Sistem
Informasi KRISNA adalah aplikasi vang bersifat web-based
yang memuat data perencanaan, penganggaran, dan
informas1 kinerja

39. Pagu . . .
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Pagu Indikatil Kementerian/Lembaga yang seclanjutnya
disebut Pagu Indikatif adalah indikasi pagu anggaran yang
akan dialokasikan kepada Kementerian/Lembaga sebagai
pedoman dalam penyusunan Renja-KL.

Pagu Anpgaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya
disebut Pagu Anggaran adalah batas tertinggi anggaran
yvang dialokasikan kepada Kementerian/Lembaga dalam
rangka penyusunan RKA-K/L.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, vyang
selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan Negara vang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya
disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran
vang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam
melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai
pelaksanaan APEN.

Sistemn Informasi KRISNA-Rencana Strategis
Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Sistem
Informasi KRISNA-RENSTRAKL adalah subsistem dari
Sistern Informasi KRISNA vang memuat data Renstra-KL.

Sistern [nformasi KRISNA-Rencana Kerja
Kementerian/Lembaga vang sclanjutnya disebut Sistem
[nformasi KRISNA-RENJAKL adalah subsistem dari Sistem
Informasi KRISNA vang memuat data perencanaan,
penganggaran, dan informasi kinerja Renja-KL.

Masyarakat adalah pelaku  pembangunan vang
merupakan orang perseorangan, kelompok orang
termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum
vang berkepentingan dengan Kkegiatan dan hasil
pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku,
penerima manfaat, maupun penanggung risiko.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional vang selanjutnyva
disebut Kementerian Perencanaan adalah kementerian
vang menyvelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perencanaan pembangunan nasional.

47. Kementerian . . .
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Kementerian Keuangan adalah kementerian vang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di  bidang
keuangan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang
selanjutnya disebut Menteni Perencanaan adalah menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perencanaan pembangunan nasional.

Menter Keuangan adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini merupakan pedoman bagi:

d.

b.

Kementerian/Lembaga dalam menyusun dan mengubah
Renstra-KL dan Renja-KL;

Kementerian Perencanaan dalam melakukan penelaahan
dan persetujuan Rancangan Renstra-KL dan Renja-KL;

Kementerian Perencanaan dalam melakukan penelaahan
dan persetujuan usulan perubahan Renstra-KL dan
Renja- KL; dan

Kementerian Keuangan dalam melakukan penelaahan
Renja-KL dan persetujuan rancangan Renja-KL beserta
usulan perubahannya.

BAB I

PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN/LEMBAGA

SK No 253451 A

(1)

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Kementerian/Lembaga wajib  menyusun  Renstra-KL
dengan berdasarkan pada RPJM Nasional.

(2) Renstra-KL . . .
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Renstra-KL memuat:

a. Visij;

b. Misi;

c. Tujuan;

d. Sasaran Strategis;
c. Strategi,

f Kebijakan;

g. Program; dan

h. Kegatan,

sesual dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga
vang disusun berdasarkan pada RPJM Nasional dan
bersifat indikatif,

Selain muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Renstra-KL juga memuat Sasaran Program, Sasaran
Kegiatan, Indikator Kinerja, Target kinerja, dan kerangka
pendanaan.

Pasal 4

Visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf
a berpedoman dan memperhatikan kesesuaian dengan visi
Presiden dan Wakil Presiden yvang dimuat dalam RPJM
Nasional  sesuai  dengan  tugas  dan fungsi
Kementerian / Lembaga.

Misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf
b berpedoman dan memperhatikan kesesuaian dengan
misi Presiden dan Wakil Presiden vang dimuat dalam
RPJM Nasional sesuai dengan tugas dan fungsi
Kementerian,/ Lembaga.

Tujuan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
huruf ¢ dilengkapi dengan indikator Tujuan wvang
ditetapkan  dalam  rangka  pencapaian  sasaran
Pembangunan Nasional dalam RPJM Nasional.

(4) Sasaran . .,
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Sasaran Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2} huruf d dilengkapi dengan Indikator Kinerja
Sasaran Strategis sebagai Indikator Kinerja utama yang
ditctapkan dalam rangka pencapaian sasaran Prioritas
Pembangunan dalam RPJM Nasional dan digunakan
sebagai pengukuran kinerja Kementerian/Lembaga.

Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 avat (2)
huruf e dan Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (2) hurul { disusun sesuai penugasan yang
mencakup arahan  Presiden danjfatau  standar
pelaksanaan tugas dan fungsi yang wajib dipenuhi oleh
Kementerian/ Lembaga sebagaimana dimuat dalam RPJM
Nasional,

Program scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
huruf 2 merupakan penugasan kepada
Kementerian/Lembaga yvang mencakup arahan Presiden
dan/atau standar pelaksanaan tugas dan fungsi yang
wajib dipenuhi cleh Kementerian/Lembaga sebagaimana
dimuat dalam RPJIM Nasional.

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
huruf h merapakan aktivitas vang dilaksanakan oleh
Kementerian/lembaga wuntuk menghasilkan Keluaran
Kegiatan yang mendukung Program sesuai dengan
penugasan kepada Kementerian/lembaga yang mencakup
arahan Presiden dan/atau standar pelaksanaan tugas dan
fungsi yang wajib dipenuhi oleh Kementerian/Lembaga
sebagaimana dimuat dalam RPJM Nasional.

Indikator Kinerja utama sebagaimana dimaksud pada
ayal (4] dapal berupa Indikator Kinerja bersama antar
Kementerian/Lembaga dalam rangka pencapaian sasaran
Prioritas Pembangunan,

Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (3] mencakup Indikator Kinerja Sasaran Strategis,
Indikator Kinerja Sasaran Program, Indikator Kinerja
Sasaran hkegiatan, dan [ndikator Kinerja Keluaran
Kegiatan.

Dalam hal Kementenan/Lembaga ditugaskan untuk
mengampu indikator Prioritas Pembangunan pada RPJM
Nasional, Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (9) disusun dengan menggunakan nomenklatur yang
telah ditetapkan dalam Prioritas Pembangunan terkait.

(11) Sasaran . ..
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(11) Sasaran Strategis scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2) huruf d, scrta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan,
[ndikator Kinerja, dan Target kinerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) disusun berdasarkan
penugasan yang mencakup arahan Presiden dan/atau
standar pelaksanaan tugas dan fungsi yang wajib dipenuhi
cleh Kementerian/Lembaga scbagaimana dimuat dalam
RPJM Nasional

(12) Kerangka pendansan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (3] dapat bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber
pendanaan lainnya yang sah berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

{13} Kerangka pendanaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (3) disusun denpan mempertimbangkan
optimalisasi sumber pendanaan nonpemerintah.

Pasal 5
(1} Renstra-KL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
disusun dalam bentuk:
a. dokumen; dan
b. data dan informasi.

(2] Sistematika penulisan dan muatan dokumen Renstra-KL
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum
dalam Lampiran | yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada avat (1]
huruf b merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
dokumen sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a
dan dituangkan dalam Sistem Informasi KRISNA-
RENSTRAKL.

Bagian Kedua
Manajemen Kinerja dalam Rencana Strategis Kementerian /Lembaga

Pasal 6

{1} Dalam rangka mewujudkan kesinambungan
Pembangunan  Nasional, penyusunan Renstra-KL
menerapkan sebagian cakupan manajemen kinerja, yaitu:

a, Perencanadan ...

SK No 253448 A
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a. perencanaan strategis; dan
b. pemantauan dan evaluasi.

Perencanaan strategis sebagaimana dimaksud pada avat
(1) huruf a dimuat dalam Renstra-KL yang terdiri atas:

a. perencanaan Kinerja; dan
b. perencanaan pengelolaan sumber daya.

Perencanaan kinerja dalam Renstra-KL sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat struktur kinerja
meliputi Sasaran Strategis, Sasaran Program, Sasaran
Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Target kinerja.

Struktur kinerja dalam Renstra-KL sebagaimana
dimaksud pada avat (3) mencakup:

a. arahan Presiden yang ditugaskan kepada
Kementerian/Lembaga yang bersangkutan;

b.  pemenuhan standar pelaksanaan tugas dan fungsi
yang wajib dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga
vang bersangkutan; dan/atau

¢. penugasan pembangunan kewilayahan kepada
Kementerian/Lembaga sesuai dengan lokasi fokus
intervensi Kebijakan,

sebagaimana yvang tercantum dalam RPJM Nasional.

Perencanaan pengelolaan sumber dayva sebagaimana
dimaksud pada avat (2) huruf b terdiri atas:

a. pencantuman Indikator Kinerja atas Prioritas
Pembangunan dalam RPJM Nasional mencakup:

1. arahan Presiden; dan/atau

2. pelaksanaan tugas dan fungsi
Kementenan/Lembaga,

sebagai Indikator Kinerja dalam Renstra-KL;

b.  peningkatan kualitas desain pelaksanaan Program,
serta  kesiapan dukungan Kementerian/Lembaga
dalam melaksanakan arahan Presiden;

c. penyusunan identifikasi risiko pencapaian Sasaran
Strategis,

d. kesesuaiat . . .
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kesesuaian Target dengan ketersediaan anggaran
baik yang bersumber dari pemerintah Anggaran
Pendapatan  dan Belanja Negara maupun
nonpemerintall sumber pendanaan lainnya yang sah
berdasarkan ketentuan peraturan  perundang-
undangan; dan

pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia.

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan  perundang-undangan mengenai  sistem
akuntabilitas kinerja pemerintah.

Penyusunan Renstra-KL sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini,

Bagian Ketiga
Tahapan Penyusunan

Rencana Strategis Kementerian / Lembaga

Paragraf 1
Umum

Iasal 7

Tahapan penyusunan Renstra-KL sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 meliputi:

penyusunan Rancangan Teknokratik Renstra-KL;

a.

P ap o

penyusunan rancangan Renstra-KL;

penelashan rancangan Renstra-KL;

penyesuaian rancangan Renstra-KL; dan

persetujuan rancangan Renstra-KL.

Paragral 2 .
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Paragrafl 2
Penyusunan Rancangan Teknokratik

Rencana Strategis Kementerian,/ Lembaga

(1)

(<)

(3

(4]

(3)

()

(7)

Pasal 8

Kementerian /Lembaga melakukan pPenyusunan
Rancangan Teknokratik Renstra-KL untuk sektor yang
menjadi tugas dan kewenangannya,

Penyusunan  Rancangan  Teknokratik  Renstra-KL
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
berdasarkan pada konsep Rancangan Teknokratik RPJM
Nasional,

Penyusunan  Rancangan  Teknokratik  Renstra-KL
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimulai pada
bulan November 2 [(dua) tahun sebelum tahun pertama
periode Renstra-KL berkenaan.

Dalam rangka penyusunan Rancangan Teknokratik
Renstra-KL sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Kementerian/Lembaga menghimpun:

a. hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan di sektor
vang sesuai dengan tugas dan kewenangannya; dan

b. aspirasi Masyarakat,

Kementerian/Lembaga berkoordinasi dengan Pemerintah
Daecrah untuk mengidentifikasi pembagian tugas dalam
pencapaian sasaran Pembangunan Nasional sesuai
dengan Rancangan Teknokratik Renstra-KL di sektornva.

Evaluasi pelaksanaan pembangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Aspirasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf b dapat diperoleh melalui:

a. forum konsultasi publik;

b media cerak:

c. media elektronik; dan/atau

d metode penjaringan aspirasi lainnya yang akuntabel.

FPazal 9. ..
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Pasal 9

Kementerian  Perencanaan menyampaikan  Rancangan
Teknokratik RPJM Nasional kepada Kementerian/Lembaga
sebagai pedoman pemutakhiran Rancangan Teknokratik
Renstra-KL paling lambat pada bulan Januari sebelum tahun
pertama periode Renstra-KL berkenaan.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga

SK No 257014 A

1)

12)

()

{4)

(1)

(2)

(3

Pasal 10

Kementernian / Lembaga melakukan pPENYUSUNAan
rancangan awal Renstra-KL.

Penyvusunan rancangan awal Renstra-KL sebagaimana
dimaksud pada avat (1) dilakukan setelah Kementerian
Perencanaan menyampaikan konsep rancangan awal
RPJM Nasional kepada Kementerian /Lembaga.

Penyusunan rancangan awal Renstra-KL sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penvesuaian
Rancangan Teknokratik Renstra-KL terhadap konsep
rancangan awal RPJM Nasional.

Dalam melakukan penyvusunan rancangan awal Renstra-
KL, Kementerian/Lembaga melakukan pembahasan
dengan Kementerian Perencanaan untuk memastikan
keselarasan rancangan awal Renstra-KL dengan konsep
rancangan awal RP.JM Nasional.

Pasal 11

Kementerian/Lembaga melakukan penyempurnaan
rancangan awal Renstra-KL sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 menjadi rancangan Renstra-KL.

Rancangan Renstra-KL sebagaimana dimaksud pada avat
(1} disusun berdasarkan pada rancangan awal RPJM
Nasional.

Rancangan awal RPJM Nasional sebagaimana dimaksud
pada avat (2) disampaikan oleh Kementerian Perencanaan
kepada Kementerian/Lembaga paling lambat alkhir bulan
Oktober sebelum tahun pertama periode Renstra-KL
berkenaan.

(4} Kementerian . . .
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(4] Kementeridin/Lembaga menyampaikan rancangan
Renstra-KL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada
Kementerian Perencanaan, untuk selanjutnyva menjadi
bahan penelaahan.

Pasal 12

Ketentuan mengenai penyusunan Rancangan Teknokratik
Renstra-KL dan rancangan Renstra-KL sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 1] tercantum dalam
Lampiran | vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Presiden ini.

Paragrafl 4

Penelaahan Rancangan Rencana Strategis Kementerian /Lembaga

SK No 257013 A

Pasal 13

(1} Kementerian Perencanaan dan Kementerian/Lembaga
melakukan Pertemuan Dua Pihak dalam rangka
penelaahan rancangan  Renstra-KL  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 huruf ¢.

(2} Pertemuan Dua Pihak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikoordinasikan oleh Kementerian Perencanaan.

(3} Pertemuan Dua Pihak sebagaimana dimaksud pada
ayal (1] dimulai sejak disampaikannya rancangan Renstra-
KL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 avat (4).

(4) Penelaghan  rancangan  Renstra-KL  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada
rancangan awal RPJM Nasional.

Pasal 14

Kementerian  Perencanaan dan  Kementerian/Lembaga
melakukan penelaahan rancangan Renstra-KL sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1} untuk memastikan:

a. Visl dan Misi merupakan penjabaran visi dan misi
Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana tertuang dalam
rancangan awal RPJM Nasional yang telah disesuaikan
dengan tugas dan fungsi Kementerian /Lembaga,

b. Tujuan . . .
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Tujuan dan indikator Tujuan selaras dengan sasaran
Pembangunan Nasional dalam RPJM Nasional:

Sasaran Strategis mendukung pencapaian visi dan misi
Presiden dan Wakil Presiden serta berdasarkan pada
sasaran Prioritas Pembangunan danj/atau kerangka
ekonomi makro dalam rancangan awal RPJM Nasional;

Kebijakan, Program, dan Kegiatan, konsisten dengan
kebijakan nasional dalam rancangan awal RPJM Nasional:

Program dan Kegiatan sesual dengan pembagian urusan
kewenangan pusat dan dacrah;

Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan mendukung
pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan dalam
rancangan awal RP.JM Nasional:

Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan sesuai dengan
kebijakan pengembangan wilayah dalam rancangan awal
RPJM Nasional, dalam hal Program dan Kegiatan terkait
dengan daerah;

Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja
Program, dan Indikator Kinerja Kegiatan mendukung
pencapaian [ndikator Kinerja pada Prioritas Pembangunan
dalam rancangan awal RPJM Nasional;

indikasi Keluaran Kegiatan prioritas
Kementerian/Lembaga beserta indikatornya mendukung
pencapaian Prioritas Pembangunan pada rancangan awal
RP.JM Nasional,

muatan rancangan Renstra-KL sesuai dengan tupas dan
fungsi Kementerian/ Lembaga;

keterkaitan antara:

l. Tujuan dengan Sasaran Strategis
Kementenian/Lembaga;

4. Program dengan Sasaran Program;
3. Kegiatan dengan Sasaran Kegiatan; dan

4. Sasaran Sirategis Kementerian/Lembaga dengan
Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan.

sumber daya yang diperlukan secara keseluruhan layak
menurut kerangka ekonomi makro yang tertuang dalam
rancangan awal RPJIM Nasional;

m. kesesuaian ...
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kesesuaian materi muatan Renstra-KL dengan materi
muatan REPJM Nasional, termasuk antara lain:

1. kesesuaian materi muatan Renstra-KL dengan Bab V
RPJM Nasional terkait pendanaan pembangunan;
dan

2. kesecsualan materi muatan Renstra-KL dengan Bab VI
RPJM Nasional terkait pengendalian, evaluasi, dan
tata kelola data pembangunan dengan
memperhatikan manajemen kinerja dan manajemen
risiko;

materi muatan identifikasi risiko dalam Renstra-KL;

Kesesualan Kerangka Regulasi, kerangka kelembagaan,
dan kerangka pendanaan dengan tupas dan fungsi
kKementerian/Lembaga dalam rangka pencapaian Visi,
Misi, dan Tujuan Kementerian/Lembaga untuk
melaksanakan Prioritas Pembangunan yang terdapat
dalam rancangan awal RPIJM Nasional;

kescsuaian Kerangka Regulasi Kementerian/Lembaga
pada rancangan Renstra-KL terhadap Kerangka Regulasi
nasional pada rancangan awal RPJM Nasional;

kesesuaian kerangka kelembagaan Kementerian / Lembaga
pada rancangan Renstra-KL terhadap kerangka
kelembagaan nasional pada rancangan awal RPJM
Masional; dan

kesesuaian kerangka pendanaan Kementerian/Lembaga
pada rancangan Renstra-KL terhadap Arah Kebijakan dan
strategi pendanaan nasional serta kerangka ekonomi
makro pada rancangan awal RPJM Nasional,

Pasal 15

Hasil penelaahan dalam Pertemuan Dua Pihak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14
dituangkan dalam dokumen berita acara hasil Pertemuan
Dua Pihak penelaahan rancangan Renstra-KL.

Kementerian Perencanaan mengoordinasikan perumusan
dokumen berita acara hasil Pertemuan Dua Pihak
penelaahan  rancangan  Renstra-KL  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

(3) Kementerian .
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Kementerian Perencanaan menvampaikan dokumen berita
acara hasil Pertemuan Dua Pihak penelaahan rancangan
Renstra-KL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
Kementerian/ Lembaga.

Kementerian/Lembaga melakukan perbaikan rancangan
Renstra-KL sesual dengan berita acara hasil Pertemuan
Dua Pihak penelaahan rancangan Renstra-KL.

Kementerian/Lembaga menyampaikan hasil perbaikan
rancangan Renstra-KL sebagaimana dimaksud pada avat
(4) kepada Kementerian Perencanaan paling lambat
minggu ketiga bulan November sebelum tahun pertama
periode Renstra-KL berkenaan.

Paragral 5

Penyesuaian Rancangan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga
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(1]

(]

13)

(4]

Pasal 16

Kementerian/Lembaga melakukan penyesuaian
rancangan Renstra-KL sebelum ditetapkan menjadi
Renstra-KL melalui Forum Penyesuaian,

Forum Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikoordinasikan oleh Kementerian Perencanaan.

Forum Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan wuntuk menjaga keselarasan rancangan
Renstra-KL terhadap:

da. Peraturan Presiden mengenai RPJM Nasional; dan

b. hasil musyawarah perencanaan pembangunan
jangka menengah nasional.

Dalam melaksanakan Forum Penyesuaian scbagaimana
dimaksud pada awvat (1), Kementerian Perencanaan
melibatkan:

a. kementerian vang menyelenggarakan  urusan
pemerintahan di bidang aparatur negara, dalam
rangka memastikan Kkeselarasan antar Sasaran
Strategis, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, dan
Indikator Kinerja pada rancangan Renstra-KL sehagai
bahan penilaian kinerja Kementerian/Lembaga;
dan/atau

b. kementerian . . .
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b. kementerian vyang menyeclenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan, dalam rangka
memastikan keselarasan indikasi pendanaan pada
Renstra-KL. dengan kerangka anpgaran jangka
menengah,

Dalam melaksanakan Forum Penvesuaian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kementerian Perencanaan juga
dapat melibatkan lembaga yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan
negara/daerah dan pembangunan nasional untuk
memberikan pertimbangan terkait:

a. konsistensi penuangan Keluaran Kegiatan yang
mendukung pencapaian Prioritas Pembangunan di
Renstra-KL berdasarkan RPJIM Nasional: dan

b.  konsistensi penuangan Keluaran Kegiatan lainnva
sesual tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga.

Dalam hal diperlukan, Kementerian Perencanaan juga
dapat melibatkan Kementerian/Lembaga lainnya dalam
Forum Penyesuaian.

Forum Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilaksanakan sejak ditetapkannya Peraturan
Presiden mengenal RPJM Nasional sampai dengan paling
lambat minggu pertama bulan Agustus tahun pertama
periode Renstra-KL berkenaan.

Paragraf &

Persetujuan Rancangan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga
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(1)

(2}

Pasal 17

Kementerian Perencanaan memberikan persetujuan atas
muatan rancangan Renstra-KL melalur:

a. Forum Penyesualan scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 16; dan

b. Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL.

Persetujuan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dituangkan secara tertulis melalui surat yang
disampaikan kepada Kementerian/Lembaga.

{3) Surat . . .
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{(3) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan kepada Kementerian/Lembaga paling lambat
pada minggu kedua bulan Agustus tahun pertama periode
Renstra-KL berkenaan.

(4) Kementenan/Lembaga menetapkan Renstra-KL setelah
mendapat  persetujuan Kementerian  Perencanaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), avat (2], dan avat
[3).

Pasal 18

Ketentuan mengenai penelaahan, penyesuaian, dan
persetujuan rancangan Renstra-KL sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 17 tercantum dalam
Lampiran Il yvang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Presiden ini.

BAB 111

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN / LEMBAGA
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Pa=zal 19

(1) Kementerian/Lembaga menectapkan rancangan Renstra-
KL wang telah mendapat persetujuan Kementerian
Perencanaan menjadi Renstra-KL dengan Peraturan
Menteri/Peraturan Kepala Lembaga paling lambat
8 (delapan) bulan setelah REJM Nasional diundangkan,

(2) Format Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga
mengenal Renstra-KL sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini,

Pasal 20

(1} Kementerian/Lembaga menyampaikan Renstra-KL vang
telah ditetapkan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 19
kepada Kementerian Perencanaan, kementerian vang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri,
Kementerian Keuangan, dan kementerian vang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di  bidang
aparatur negara.

(2} Kementerian . . .
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Kementerian/Lembaga menvampaikan Peraturan
Menteri/Peraturan Kepala Lembaga mengenai Renstra-KL
melalui:

a. surat Menteri/Kepala Lembaga; dan

b. mengunggah Peraturan Menteri/Peraturan Kepala
Lembaga mengenai Renstra-KL  dalam  Sistem
Informasi KRISNA-RENSTRAKL.

Penyampaian Renstra-KL sebagaimana dimaksud pada
ayat (1] dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari kerja
setelah Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga
diundangkan dalam Berita Negara,

Pasal 21

Ketentuan mengena: penetapan Renstra-KL sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 20 tercantum
dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Presiden ini.

BAB [V

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN/LEMBAGA
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(1)

i2)

(1)

Pasal 22

Renstra-KL vyang telah ditetapkan dalam Peraturan
Menteri/Peraturan Kepala Lembaga dapat dilakukan
perubahan,

Perubahan Renstra-KL sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) dilakukan dengan tetap menjaga konsistensi terhadap
kebiyakan sektor yvang tertuang dalam dokumen RPJM
Nasional.

Pasal 23

Perubahan terhadap Renstra-KL sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 hanva dapat dilakukan dalam hal terdapat:

a. kebijakan pemerintah vang dituangkan di dalam
Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan/atau
Peraturan Presiden yang berdampak signifikan pada:

1. perubahan . . .
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1. perubahan tugas dan fungsi; dan/atau

2,  perubahan Sasaran Strategis, Sasaran Program,
Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja;

b. kebijakan nasional terkait perencanaan dan
penganggaran, sepanjang berdampak signifikan pacda
perubahan Sasaran Strategis, Sasaran Program,
Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja; dan/atau

c. hasil pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra-
KL.

Dalam hal terdapat usulan perubahan muatan Renstra-KL
selain  sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
kKementerian/Lembaga menuangkan perubahan dalam
Renja-KL.

Pasal 24

Perubahan terhadap Renstra-KL sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 ayat (1) dapat dilakukan untuk muatan:

a. Sasaran Strategis dan [ndikator Kinerja Sasaran
Strategis, beserta Target dan satuannya;

b. Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja
Program, bescrta Target dan satuannya,

c. Kegatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja
Kegiatan, beserta Target dan satuannya;

Referensi Unit Kerja Eselon 1 dan Unit Kerja Eselon II;

e. Umit kerja pelaksana dan/atau koordinator Program
dan/atau Kegiatan; dan/atau

f.  Indikasi Keluaran Kegiatan.

Dalam hal terdapat usulan perubahan muatan Renstra-KL
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk penyesuaian
terhadap penilaian kinerja, Kementerian/Lembaga
menuangkan perubahan scbagaimana dimaksud dalam
Renja-KL.

Pasal 25 . ..
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Pasal 25

Penuangan perubahan dalam Renja-KL sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (2) dimaknai sebagai
penyesualan atas Renstra-KL sepanjang perubahan tersebut
tidak bertentangan dengan:

(h

(2)

(3)

(4)

(5]

(1)

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis, scsuai dengan
tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga; dan

penjabaran Prioritas Pembangunan, beserta sasaran dan
Indikator Kinerjanya dalam RPJM Nasional pada dokumen
perencanaan Pembangunan Nasional tahunan.

Pasal 26

kementerian [ Lembaga menyampaikan usulan perubahan
Renstra-KL kepada Kementerian Perencanaan.

Kementerian  Perencanaan melakukan penelaahan
terhadap usulan pcrubahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

Hasil penelaahan oleh Kementerian Perencanaan berupa:
a. menerima usulan perubahan; atau
b.  meneclak usulan perubahan.

Dalam hal usulan perubahan diterima sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a, Kementerian Perencanaan
bersama dengan Kementerian/Lembaga melaksanakan
Pertemuan Dua Pihak perubahan Renstra-KL.

Dalam hal wusulan perubahan ditolak sebagaimana
dimaksud pada ayvat (3] huruf b, Kementerian
Perencanaan menyvampaikan alasan penolakan usulan
perubahan kepada Kementerian/Lembaga.

FPasal 27

Kementerian Perencanaan mengoordinasikan
pelaksanaan Pertemuan Dua Pihak dalam rangka
perubahan Renstra-KL sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 avat (4).

(2) Dalam . . .
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Dalam hal terjadi perubahan Renstra-KL sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) vang berdampak pada
kerangka pendanaan, dalam Pertemuan Dua Pihak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kementerian
Perencanaan melibatkan Kementerian Keuangan,

Dalam hal diperlukan, Kementerian Perencanaan dapat
melibatikan pihak terkait dalam pelaksanaan Pertemuan
Dua Pihak.

Pertemuan Dua Pihak dalam rangka perubahan Renstra-
KL dilaksanakan untuk membahas:

a. peraturan perundang-undangan atau kebijakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 avat (1) vang
akan diterjemahkan dalam Renstra-KL; dan/atau

b.  usulan terkait struktur data dan informasi vang perlu
disesuaikan dalam Renstra-KL.

Ketentuan mengenai pembahasan Pertemuan Dua Pihak
dalam rangka perubahan Renstra-KL sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran IV
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Presiden ini.

Pasal 28

Hasil pembahasan pada Pertemuan Dua Pihak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat [4) dapat
berupa:

g. kesepakatan untuk mengubah muatan Renstra-KL;
dan /atau

b. kesepakatan untuk tidak mengubah muatan
Renstra-KL.

Hasil pembahasan pada Pertemuan Dua Pihak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4)
dituangkan dalam dokumen berita acara hasil Pertemuan
Dua Pihak perubahan Renstra-KL.

Kementerian Perencanaan mengoordinasikan perumusan
dokumen berita acara sebagaimana dimaksud pada
ayat {2).

(4) Kementerian . . .
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Kementerian Perencanaan menyampaikan dokumen
berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada
Kementerian/ Lembaga.

Dalam hal dokumen berita acara memuat kesepakatan
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufl a,
Kementerian/Lembaga melakukan perbaikan Renstra-KL.

Berdasarkan hasil perbaikan Renstra-KL sebagaimana
dimaksud pada ayat (5}, Kementerian Perencanaan
memberikan persetujuan atas perubahan Renstra-KL.

Dalam hal dokumen berita acara memuat kesepakatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, muatan
Renstra-KL. sebagaimana tertuang dalam Peraturan
Menteri/Peraturan Kepala Lembaga mengenai Renstra-KL
tetap berlaku.

Pasal 29

Ketentuan mengenai penyampaian surat Kementerian
Perencanaan mengenai persefujuan atas muatan
rancangan Renstra-KL sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2} berlaku secara mutatis
mutandis untuk perubahan Renstra-KL.

Kementerian / Lembaga menetapkan perubahan Renstra-
KL  setelah mendapat persetujuan Kementerian
Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 30

Ketentuan mengena: tata cara Perubahan Renstra-KL
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal
29 tercantum dalam Lampiran IV vang merupakan bagian tidak
terpisahkan dan Peraturan Presiden ini.

BABV ..
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BAB V

PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA KER.JA

(1)

(2}

(3]

(4)

KEMENTERIAN /LEMBAGA

Bagan Kesatu
Umum

Fasal 31

Kementerian/Lembaga menyusun Renja-KL mengacu
pada prioritas Pembangunan Nasional dan ketersediaan
Anggaran yang scsuai dengan tugas dan fungsinya.

Renja-KL sebagaimana dimaksud pada ayat (1] paling
sedikit memuat Kebijakan, Program, dan Kegiatan
pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh
pemerintah dan/atau dengan mendorong partisipasi
Masvarakat.

Kebijakan, Program, dan Kegiatan pembangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam
struktur data perencanaan, paling sedikit terdiri atas:

a. Visi

b,  Misi;

c. Sasaran Strategis;
d. Program;

e. kegatan,

f. Keluaran Kegiatan;
g. Lokasi;

h. Komponen; dan

1. indikasi alokasi dan sumber pendanaan.

Ketentuan lebih  lanjut mengenai struktur data
perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur
dalam Peraturan Menteri Perencanaan,

Bagian . . .
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Bagian Kedua

Tahapan Penyusunan dan Penelaahan

Rencana Kerja Kementerian/Lembaga

Paragraf 1
Kaidah Umum

Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga

(1)

(2)

(3]

(1)

(2]

Pasal 32
Tahapan penyvusunan Renja-KL meliputi:
&. penyusunan rancangan awal Renja-KL;
b. penyusunan rancangan Renja-KL; dan

c. pemutakhiran rancangan Renja-KL menjadi Renja-
KL.

Dalam rangka penyusunan rancangan Renja-KL dan
pemutakhiran rancangan Renja-KL menjadi Renja-KL
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf b dan huruf ¢,
dilaksanakan penelaahan rancangan Renja-KL,

Penelashan rancangan Renja-KL sebagaimana dimaksud

pada ayat (2] dilaksanakan oleh Kementerian Perencanaan
dan Kementerian Keuangan.

Paragraf 2
Pemyusunan Rancangan Awal
Rencana Kerja Kementerian /Lembaga

FPasal 33

Kementerian/Lembaga menyusun rancangan awal
Renja-KL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 avat (1)
huruf a.

Penyusunan rancangan awal Renja-KL sebagaimana
dimaksud pada ayat (1] merupakan bagian rangkaian
penyusunan rancangan awal RKP dan surat bersama
Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan tentang Pagu
Indikatif.

(3} Rancangan . . .
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Rancangan awal Renja-KL sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat disusun mulai bulan November satu tahun
sebelum tahun perencanaan sampai dengan bulan
Februari tahun perencanaan.

Rancangan awal Renja-KL sebagaimana dimaksud pads
ayat {1) disusun berdasarkan Peraturan
Menteri/Peraturan Kepala Lembaga tentang Renstra-KL.

Rancangan awal Renja-KL sebagaimana dimaksud pada
ayvat (1) disusun dengan mempertimbangkan:

4. Peraturan Presiden tentang RPJM Nasional;

b, tema, sasaran, Arah Kcbijakan, dan Prioritas
Pembangunan;

€. hasil evaluas: pencapaian target kinerja dalam
Renja-KL tahun pelaksanaan;

d. rencana capaian kinerja berdasarkan Renja-KL tahun
perencanaan; dan

c. optimalisasi dan sinergi bauran pendanaan.

Dalam rangka penyusunan rancangan awal Renja-KL,
Kementerian Perencanaan menyvelenggarakan Pertemuan
Dua Fihak dengan Kementerian/Lembaga.

Pertemuan Dua Pihak sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) dapat diawali mulai bulan November satu tahun
sebelum tahun perencanaan.

Pazal 34

Menteri Perencanaan menyampaikan tema, sasaran, Arah
Kebijakan, dan Priontas Pembangunan vang telah disetujui
Presiden kepada Kementerian/Lembaga sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1]

Paszal 35

Kementerian/Lembaga melakukan penyesuaian terhadap
rancangan awal Renja-KkL sesual dengan hasil Pertemmuan
Dua Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6)
dan tema, sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas
Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

(2] Rancangan . . .
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Rancangan awal Renja-KL sebapgaimana dimaksud pada
ayat (1) menjadi salah satu bahan dalam tinjau ulang
angka dasar dan penyusunan Pagu Indikatif,

Paragrafl 3
Penyusunan Rancangan Rencana Kerja
Kementerian / Lembaga

Pasal 36

Kementerian/Lembaga  melakukan pPENYempurnaan
rancangan awal Renja-KL menjadi rancangan Renja-KL
setelah rancangan awal RKP dan surat bersama Menteri
Perencanaan dan Menteri Keuangan tentang Pagu
Indikatif disampaikan kepada Kementerian/Lembaga.

Rancangan Renja-KL sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun berdasarkan:

a. Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga
tentang Renstra-KL; dan

b. Rancangan awal RKP,

Rancangan Renja-KL sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun mengacu pada:

a. surat bersama Menteri Perencanaan dan Menteri
Keuangan tentang Pagu Indikatif; dan

b. peraturan perundang-undangan lainnya terkait
Kementerian / Lembaga,

Dalam hal diperlukan, Kementerian/Lembaga dapat
melibatkan aparat pengawas intern  pemerintah
Kementerian /Lembaga untuk melakukan reviu terhadap
Rancangan Renja-KL.

Hementerian /Lembaga menyampaikan Rancangan Renja-
KL kepada Kementerian Perencanaan dan Kementerian
Keuangan paling lambat minggu kedua bulan April tahun
perencanaan,

Rancangan Renja-KL sebagaimana dimaksud pada avat (1)
menjad: salah satu bahan dalam penyusunan Pagu
Anggaran,

Paragraf 4 , . .
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Paragraf 4

Pemutakhiran Rancangan Rencana Kerja menjadi

(1]

(]

(3)

(1]

(2}

(3]
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Rencana Kerja Kementerian/Lembaga

Pasal 37

Kementerian,/ Lembaga melakukan pemutakhiran
rancangan Renja-KL menjadi Renja-KL paling lambat 2
[dua) minggu sctelah terbitnva surat bersama Menteri
Perencanaan dan Menteri Keuangan tentang Pagu
Anggaran.

Pemutakhiran Rancangan Renja-KL menjadi Renja-KL
sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilakukan dengan
berdasarkan pada Peraturan Presiden tentang RKP.

Pemutakhiran Rancangan Renja-KL menjadi Renja-KL
sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dilakukan dengan
mengacu pada surat bersama Menteri Perencanaan dan
Menteri Keuangan tentang Pagu Anggaran.

Bagian Ketiga
Penelaahan Rancangan Rencana Kerja
Kementeran /Lembaga

Pasal 38

Kementerian Perencanaan, Kementerian Keuangan, dan
Kementerian/Lembaga melakukan Pertemuan Tiga Pihak
dalam rangka penelaahan rancangan Renja-KL.

Pertemuan Tiga Pihak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} terdiri atas:

a. Perternuan Tiga Pihak | dilaksanakan dalam rangka
penelaahan rancangan Renja-KL; dan

b.  Perternuan Tiga Pihak Il dilaksanakan dalam rangka
pemutakhiran rATNCAangan Henja-KL menjadi
Renja-KL.

Pertemuan Tiga Pihak secbagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikoordinasikan oleh Kementerian Perencanaan.

(4) Hasil , . .
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Hasil Pertemuan Tiga Pihak dituangkan dalam catatan
hasil Pertemuan Tiga Pihak.

Dalam melaksanakan Pertemuan Tiga Pihak sebagaimana
dimaksud pada avat (1):

a. Kementerian Perencanaan melakukan penelaahan
dengan fokus utama pada:

1. ketepatan penuangan Prioritas Pembangunan
dan rinciannya pada rancangan Renja-KL;

2,  ketepatan sasaran dan indikator Program dan
Kegiatan; dan

3. kesesuaian Keluaran Kegiatan prioritas begerta
target, lokasi dan alokasi di rancangan Renja-KL
terhadap Prioritas Pembangunan  pada
rancangan awal RKP, Peraturan Menteri
Perencanaan tentang rancangan RKP, dan/atau
Peraturan Presiden tentang RKP.

b. Kementerian Keuangan melakukan penelaahan
dengan fokus utama pada kesesuaian rancangan
Renja-KL dengan kebijakan efisiensi dan efektivitas
belanja negara; dan

€. Kementerian/Lembaga memberikan usulan,
penjelasan, data, dan informasi yang dibutuhkan
dalam rangka penelaghan rancangan Renja-KL.

Pertemuan Tiga Pihak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan salah satu bentuk pelaksanaan
evaluasi pada tahap perencanaan fex-ante) atas Renja-KL.

Pasal 39

Kementerian/Lembaga melakukan perbaikan rancangan
Renja-KL. berdasarkan hasil Pertemuan Tiga Pihak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4).

Perbaikan rancangan Renja-KL scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan bagian yvang tidak terpisahkan
dari penyusunan rancangan Renja-KL sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan pemutakhiran
rancangan Renja-KL sebapaimana dimaksud dalam
Pasal 37 ayat (1).

Pasal 40 . ..
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Pasal 40

Dalam hal terdapat muatan yang tidak disepakati dalam
Pertemuan Tiga Pihak I, rancangan Renja-KL
menggunakan Keluaran Kegiatan prioritas beserta target
dan alokasinya vang tercantum dalam Peraturan Menteri
Perencanaan tentang rancangan RKP dan surat bersama
Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan tentang Pagu
Indikatif.

Dalam hal terdapat muatan yang tidak disepakati dalam
Perternuan  Tiga Pihak II, rancangan Renja-KL
menggunakan Keluaran Kegiatan prioritas beserta target
dan alokasinya yang tercantum dalam Peraturan Presiden
tentang RKF dan surat bersama Menteri Perencanaan dan
Menteri Keuangan tentang Pagu Anggaran.

Pasal 41

Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan
memberikan persetujuan terhadap rancangan Renja-KL
berdasarkan hasil Pertemuan Tiga Pihak sebagaimana
dimaksud pada Pasal 38 ayat [4).

Muatan Renja-KL yang telah disetujui oleh Kementerian
Perencanaan dan Kementerian Keuangan menjadi dasar
dalam penyusunan:

a. RKAK/L; dan
b, perjanjian kinerja Kementerian /Lembaga.

Bagian Keempat

Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Kementerian /Lembaga
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pada Tahun Transisi Pemerintahan

Pasal 42

Penyusunan dan penelaahan Renja-KL sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32 sampal dengan Pasal 41 pada tahun transisi
pemerintahan dilakukan dengan memastikan:

d.

kesinambungan kebijakan perencanaan dan
PENgAnggaran;
b. kesesuaian . . .
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kesesuaian dengan Visi, Misi, dan program Presiden untuk
pemerintahan baru; dan

keselarasan kebijakan berdasarkan hasil koordinasi
antara pemerintahan lama dengan pemerintahan baru.

Pasal 43

Penyusunan dan Penelaahan Renja-KL pada masa transisi
pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42
dilakukan dengan mempertimbangkan:

a.

b

Undang-Undang tentang RPJP Nasional periode
berkenaan;

Peraturan Presiden tentang RPJM Nasional periode
sebelumnya;

Peraturan Presiden tentang RPJM Nasional vang sedang
disusun sampai ditetapkan;

Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga tentang
Renstra-KL periode sebelumnya; dan

Peraturan Menten/Peraturan Kepala Lembaga tentang
Renstra-KL yang sedang disusun sampai ditetapkan.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dan
penelaahan Renja-KL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31
sampal dengan Pasal 43 diatur dalam Peraturan Menteri
Perencanaan.

BAB VI
PERUBAHAN RENCANA KERJA

KEMENTERIAN /LEMBAGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 45. ..
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Pasal 45

Kementerian/Lembaga dapat melakukan perubahan
Renja-KL pada periode tahun perencanaan dan/atau pada
periode tahun pelaksanaan.

Kementerian/Lembaga melakukan perubahan Renja-KL
untuk menjaga konsistensi muatan Renja-KL dengan data
dan informasi dokumen RKP, RKA K/L, DIPA, APBN,
dan/atau APBN Perubahan.

Perubahan Renja-KL sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibahas dalam Pertemuan Tiga Pihak antara
Kementerian/Lembaga, Kementerian Perencanaan, dan
Kementerian Keuangan.

Baman Kedua

Periode Perubahan Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga

(1)

(2]

Paszal 46

Perubahan Renja-KL pada periode perencanaan dilakukan
setelah selesainya pemutakhiran rancangan Renja-KL
menjadi Renja-KL sampai dengan akhir tahun
perencanaan.

Perubahan Renja-KL sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dilaksanakan untuk menyesuaikan dengan:

a. perubahan Renstra-KL;

b. perubahan struktur organisasi
Kementerian/ Lembaga;

c. hasil penelaahan RKA K/L;
kebijakan Presiden;

e. alokasi anggaran hasil pembahasan dengan Dewan
Perwakilan Rakyat;

. kebijakan nasional terkait perencanaan dan
penganggaran; dan/atau

g. perubahan lain vang terkait dengan informasi dalam
dokumen Renja-KL.

Pazal 47 . . .
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Pasal 47

Perubahan Renja-KL pada pericde pelaksanaan dilakukan
sejak awal tahun pelaksanaan hingga akhir tahun
pelaksanaan.

Perubahan Renja-KL pada periode pelaksanaan
dilaksanakan untuk mengakomodasi adanya:

perubahan Renstra-KL;

b. perubahan strulktur organtsast
Kementerian/Lembaga;

¢. APBN Perubahan;

d. perubahan DIPA;

e. pemutakhiran RKP;

f.  kebijakan Presiden;

g. kebijakan nasional terkait perencanaan dan
penganggaran;

h. proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran;
dan/atau

i.  perubahan lain yang terkait dengan informasi dalam
dokumen Renja-KL.

Pasal 48

Kementerian/Lembaga melakukan perubahan Renja-KL
berdasarkan hasil Pertemuan Tiga Pihak sebagaimana
dimaksud dalam Fasal 45 ayat (3).

Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan
memberikan persetujuan terhadap perubahan Renja-KL
scbagaimana dimaksud pada ayat (1],

Pasal 49 , .,
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Pasal 49

Ketentuan perubahan Renja-KL sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 45 sampai dengan Pasal 48 secara mutatis mutandis

berlaku

terhadap perubahan Renja-KL dalam proses

sinkronisasi data perencanaan dan penganggaran.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan Re nja-KL
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 sampai dengan
Pasal 49 diatur dalam Peraturan Menteri Perencanaan,

BAB VII

FENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA STRATEGIS DAN
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA

SK No 257021 A
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Pasal 51

Pimpinan Kementerian/Lembaga melakukan
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra-KL sesuai
tugas dan kewenangannya.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra-KL
sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilakukan untuk:

a.

menjamin dan menilai tercapainya sctiap sasaran,
setiap Indikator Kinerja, dan Target
Kementerian /Lembaga yang tertuang dalam Renstra-
KL;

menilai efisiensi, efektivitas, manfaat, dampak, dan
keberlanjutan dari suatu program yang merupakan
penugasan kepada Kementerian/Lembaga vang
mencakup arahan Presiden dan/atau standar
pelaksanaan tugas dan fungsi vang wajib dipenuhi
oleh Kementeran/Lembaga sebagaimana dimuat
dalam RPJM Nasional; dan

menilai penerapan manajemen risiko Pembangunan
Nasional pada Kementerian/Lembaga.

(3] Pengendalian . . ,
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Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (I} dilakukan melalui manajemen risiko
Pembangunan Nasional, Kajian kelayakan, serta sistem
data, informasi, dan teknologi terintegrasi.

Evaluasi pelaksanaan Renstra-KL sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan untuk menilai:

a. kinerja capalan Sasaran Strategis, Sasaran Program,
dan Basaran Kegiatan;

b. faktor-faktor yang mendukung keberhasilan dan
menghambat  pencapaian kinerja Program dan
Kegiatan;

C. penerapan manajemen risiko Pembangunan Nasional
dalam Kementerian/Lembaga; dan

d. pencrapan pembiayaan inovatif pemerintah dan
pembiayaan nonpemerintah,

Evaluasi pelaksanaan Renstra-KL sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan:

a. pada tahun ke-3 pelaksanaan Renstra-KL; dan
b. pada tahun ke-5 pelaksanaan Renstra-KL.

Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} dapat dijadikan pertimbangan untuk
melakukan perubahan Renstra-KL.

Pasal 52

Pimpinan Kementerian/Lembaga melakukan
pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan
Renja-KL sesuai tugas dan kewenangannya.

Pemantauan  pelaksanaan Renja-KL  sebagaimana
dimaksud pada avat [1) dilakukan untuk:

a. mengetahui perkembangan pelaksanaan Program
dan Kegiatan; dan

b.  mengidentifikasi permasalahan dan hambatan vang
akan terjadi dan/atau telah terjadi dalam pencapaian
Program dan Kegiatan,

3] Pengendalian . . .
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Pengendalian  pelaksanaan Renja-KL  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:

a. menjamin  dan  memastikan agar pelaksanaan
Program dan Kegiatan berjalan tepat waktu serta
selaras dengan rencana yang tertuang dalam Renja-
KL;

b. menjamin dan menilai tercapainya kinerja Program
dan Kegiatan, beserta sasaran, Indikator Kinerja dan
Target yang tertuang dalam Renja-KL; dan

c. menilai penerapan manajemen risiko Pembangunan
Nasional pada Kementerian/Lembaga,

Evaluas! pelaksanaan Renja-KL sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan untuk:

a. menilal kinerja capaian Sasaran Strategis, Sasaran
Program, dan Sasaran Kegiatan;

b. menganalisis [aktor-faktor yang mendukung
keberhasilan dan menghambat pencapaian kinerja
Program dan Kegiatan; dan

c. menilai penerapan manajemen risiko Pembangunan
Nasional dalam Kementerian/Lembaga.

Pemantauan  pelaksanaan  Renja-KL  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1] dilakukan sepanjang tahun
pelaksanaan,

Pengendalian  pelaksanaan Renja-KL  sebagaimana
dimaksud pada avat (1) dilakukan sepanjang tahun
pelaksanaan sesuai kebutuhan.

Evaluasi pelaksanaan Renja-KL sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan pada:

a. saat pelaksanaan Renja-KL, vaitu triwulan I tahun
pelaksanaan Renja-KL; dan

b. pasca pelaksanaan Renja-KL, vaitu bulan Februari
setelah berakhirnya periode pelaksanaan Renja-KL.

Pasal 53 _ ..
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Pasal 53

Teknis pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra-KL dan
Renja-KL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52
dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Perencanaan.

BAB VIII
SISTEM INFORMASI KRISNA

Bagian Hesatu
Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL

Pasal 54

Dalam rangka mendukung proses penyusunan, penelaahan,
dan perubahan Renstra-KL, Kementerian Perencanaan dan
Kementerian/Lembaga menggunakan Sistem Informasi
KRISNA-RENSTRAKL.

Pasal 55

Dalam rangka sinkronisasi proses perencanaan jangka
menengah dan tahunan di Kementerian/Lembaga, muatan
data dan informasi yang terdapat dalam Sistem Informasi
KRISNA-RENSTRAKL yang telah ditetapkan menjadi Renstra-
KL sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden ini menjadi
dasar dalam penyusunan dan/atau perubahan Renja-KL,

Pasal 56

Dalam rangka sinkronisasi proses perencanaan dan
penganggaran Pembangunan Nasional, muatan data dan
informasi yang terdapat dalam Sistem Informasi KRISNA-
RENSTRAKL yang telah disetujui Kementerian Perencanaan
pada tahapan penyesuaian rancangan Renstra-KL menjadi
salah satu bahan dalam penyusunan Pagu Anggaran untuk
tahun anggaran kedua periode Renstra-KL.

Bagian .
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Bagian Kedua
Sistem Informasi KRISNA-RENJAKL

Pasal 57

Dalam rangka mendukung proses penvusunan, penelaahan,
dan  perubahan Renja-KL, Kementerian Perencanaan,
Kementerian Keuangan, dan Kementerian/ Lembaga
menggunakan Sistem Informasi KRISNA-RENJAKL.

Pasal 58

(1) Dalam rangka sinkronisasi proses perencanaan dan
penganggaran Pembangunan Nasional, muatan data dan
informasi yang terdapat dalam Sistem Informasi KRISNA-
RENJAKL yang telah disetujui Kementerian Perencanaan
dan Kementerian Keuangan menjadi dasar dalam
penyusunan RKA K/L.

(2) Untuk mendukung sinkronisasi proses perencanaan dan
penganggaran Pembangunan Nasional schagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kementerian Perencanaan dan
Kementerian Keuangan melakukan interoperabilitas data
perencanaan dan penganggaran.

Pasal 59

Dalam rangka pengembangan sistem perencanaan dan
penganggaran Pembangunan Nasional, Kementerian
Perencanaan dapat memfasilitasi layanan bagi pakai data
dengan sistem aplikasi Kementerian/ Lembaga.

Pasal &0

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Sistern Informasi
KRISNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 sampai dengan
Pasal 59 diatur dengan Peraturan Menteri Perencanaan.

BAB IX .
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BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal i1

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:

.

materi muatan rancangan Renstra-KL Tahun 2025—2029
vang telah disusun oleh Kementerian/Lembaga sebelum
berlakunya Peraturan Presiden ini wajib menyesuaikan
dengan ketentuan Peraturan Presiden ini;

proses penyesuaian dan persetujuan Rancangan Renstra-
KL Tahun 2025—2029 yvang dilaksanakan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata
CAra penyusunan Rencana Strategis
Kementerian /Lembaga sebelum ditetapkannya Peraturan
Presiden ini tetap berlaku;

proses penyusunan dan penelaahan Renja-KL Tahun
Anggaran 2026 vyang telah dilaksanakan sebelum
ditetapkannya Peraturan Presiden ini dinyatakan tetap
berlaky; dan

proses penyelesaian tahapan penyusunan dan penelaahan
Renja-kL Tahun  Anggaran 2026 vyang belum
dilaksanakan, diselesaikan berdasarkan ketentuan
Peraturan Presiden ini,

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar .
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mengetahuinya, memerintahkan

Peraturan Presiden ini dengan

penempatannya  dalam  Lembaran  Negara  Republik

Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2025

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRASETYQ HADI

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2025

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 114

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

Administrasi Hukum,

SK No 254064 A

1 Bidang Perundang-undangan dan



o

PRESIDEN
REPUBLIK INDOMNESIA

LAMPIRAN [

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR B0 TAHUN 2025

TENTANG PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
DAN RENCANA KERJA KEMENTERIAN,/ LEMBAGA

TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN/LEMBAGA

Peraturan Presiden ini menjadi acuan bagi seluruh  kelompok
Kementerian/Lembaga di Indonesia antara lain Kelompok Lembaga Tinggi,
Kelompok Kementerian, Kelompok Kementerian Koordinator, dan Kelompok
Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Lembaga Non Struktural dalam
penyusunan dokumen Renstra-KL. Hal ini dimaksudkan agar Renstra-KL vang
disusun oleh setiap Menteri/Kepala Lembaga sesuai dengan kedudukan serta
tugas dan kewenangan dari Kementerian/Lembaga vang bersangkutan serta
disusun berdasarkan pada RPJM Nasional.

Ruang lingkup tata cara penyusunan Renstra-KL ini meliputi penjelasan
tentang (i) kedudukan Renstra-KL dalam Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional; (ii) kaidah penyusunan Renstra-KL; dan (iii) mekanisme penyusunan
rancangan teknokratik Renstra-KL dan rancangan Renstra-KL oleh
Kementerian/Lembaga.

.  KEDUDUKAN RENSTRA-KL DALAM SISTEM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL

Pembangunan Nasional adalah upaya vang dilaksanakan oleh semua
komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dalam
rangka melaksanakan Pembangunan Nasional tersebut, diperlukan adanva
perencanaan Pembangunan Nasional vang ditujukan agar kegiatan
pembangunan berjalan efektif, efisien, dan tepart sasaran. Sclanjutnya, agar
dapat disusun perencanaan Pembangunan Nasional yang dapat menjamin
tercapainya tujuan Negara maka diperlukan adanya sistem perencanaan
Pembangunan Nasional, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistemn Perencanaan Pembangunan
Nasional. Undang-undang tersebut mendefinisikan Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional sebagai satu kesatuan tata cara perencanaan
pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam
jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh
unsur penyelenggara negara dan Masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah,

Perencanaan . . .
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Perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan
tahunan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional tersebut, masing-masing kemudian dituangkan dalam dokumen
RPJP Nasional, RPJM Nasional, dan RKP. Mengawali periode baru pada
perencanaan jangka panjang, RPJP Nasional Tahun 2025—2045
mencakup visi, sasaran visi, misi (agenda), arah ({tujuan) dan indikator
utama pembangunan jangka panjang nasional, untuk jangka waktu 20
(dua puluh) tahun. Selanjutnya, perencanaan jangka menengah disusun
melalui RPJM Nasional sebagai bentuk pengejawantahan atas dokumen
RPJP Nasional yang berfokus pada penuntasan pencapaian visi dan misi
Pembangunan Nasional untuk periode jangka menengah 5 (lima) tahunan
sesuai pentahapan berdasarkan RPJP Nasional.

Selain  tingkat Nasional, perencansan jangka menengah juga
dilaksanakan pada tingkat Kementerian/Lembaga, vang dituangkan dalam
dokumen rencana pembangunan jangka menengah Kementerian/ Lembaga
atau disebut juga sebagai Rencana Strategis Kementerian/Lembaga
(Renstra-KL). Renstra-KL memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis,
Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan. Selain muatan tersebut,
Renstra-KL juga memuat Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, Indikator
Kinerja, Target kinerja, dan kerangka pendanaan. Muatan dalam Renstra-
KL tersebut disusun sesuai dengan penugasan vang mencakup arahan
Presiden dan/atau standar pelaksanaan tugas dan fungsi vang wajib
dipenuhi oleh Kementerian/Lembaga sebagaimana dimuat dalam RPJM
Nasional dan bersifat indikatif.

Dalam Sistern Perencanaan Pembangunan Nasional, dokumen
Renstra-KL memiliki posisi yang sangat strategis. Renstra-KL
berkedudukan sebagai penjabaran dari RPJM Nasional, dimana dalam
penyusunan Renstra-KL harus berdasarkan pada RPJM Nasional. Selain
itu, Renstra-KL juga digunakan sebagai dasar hukum dalam penyusunan
rancangan Renja-KL.

Kedudukan Renstra-KL dalam Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional dapat dilihat pada Gambar 1 sebagai berikut:

Gambar 1 ...
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Gambar 1 Bagan Alur Keterkaitan Renstra-KL dengan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Nasional Lain

Preoman e

B2
. Ee@em

Berdasarkan bagan alur keterkaitan Renstra-KL dengan dokumen
perencanaan Pembangunan Nasional lainnya, seperti yang digambarkan
pada Gambar 1, terdapat 3 (tiga) keterkaitan antara Renstra-KL dengan
dokumen perencanaan lainnya, antara lain:

1. KReterkaitan antara Renstra-KL dengan RPJM Nasional

Keterkaitan Renstra-KL dengan RPJM Nasional seperti yang
disebutkan dalam Pasal & ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa
dalam penyusunan Renstra-KL berpedoman pada dokumen RPJM
Nasional. Renstra-KL memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis,
Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan, Sasaran Program, Sasaran
Reglatan, Indikator Kinerja, Target kinerja, dan kerangka pendanaan
sesuai dengan penugasan yvang mencakup arahan Presiden dan/atau
standar pelaksanaan tugas dan fungsi yang wajib dipenuhi oleh
Kementerian/Lembaga sebagaimana dimuat dalam RPJM Nasional
dan bersifat indikatif, Selain itu, keterkaitan Renstra-KL dengan RPJM
Nasional diatur dalam Pasal 8 avat (4) Undang-Undang Nomor 59
Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2025—2045 bahwa RPJM Nasional menjadi dasar hukum
dalam penyusunan Renstra-KL.

2. Keterkaitan . . .
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2. HKeterkaitan antara Renstra-KL dengan Visi Misi Presiden dan Wakil
Presiden

Keterkaitan antara Rensira-KL dengan visi dan misi Presiden dan
Wakil Presiden yaitu bahwa dalam penyusunan Renstra-KL harus
berpedoman dan memperhatikan kesesuaian dengan visi dan misi
|platform) Presiden dan Wakil Presiden vang dimuat dalam RPJM
Nasional, Visi dan Misi sebagaimana dimuat dalam Renstra-KL bukan
merupakan Visi dan Misi yang berdiri sendiri namun berupa
penjabaran visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana
dimuat dalam RPJM Nasional vang disusun dalam bentuk rumusan
umum sesuai dengan tugas dan fungsi Kemecnterian/Lembaga. Bagi
Kementerian/Lembaga yang memiliki kontrak kinerja dengan
Presiden terkait pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden
maka kontrak kinerja tersebut juga harus tercermin dalam dokumen
Renstra-KL.

3. Keterkaitan antara Renstra-KL dengan Renja-KL

Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dijelaskan
bahwa "Renja-KL disusun dengan berpedoman pada Renstra-KL dan
mengacu pada prioritas Pembangunan Nasional dan pagu indikatif,
. Selain itu, keterkaitan Renstra-KL dengan Renja-KL diatur dalam
Pasal 8 ayat (5] Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025—2045
bahwa Renstra-KL menjadi dasar hukum dalam penyusunan Renja-
KL.

Muatan yang terdapat dalam dokumen Renja-KL antara lain
Kebijakan, Program, dan Kegiatan pembangunan baik vyang
dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun vang ditempuh
dengan mendorong partisipasi Masyarakat. Kemudian dijelaskan juga,
dalam Pasal 20 ayat (2] Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006
tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
bahwa *“Rancangan Renja-KL memuat kebijakan, program, dan
kegiatan sebagai penjabaran Renstra-KL."

Dokumen . . .
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Dokumen Renja-KL yang telah tersusun akan menjad: dasar bagi
Kementerian/Lembaga sebagai  organisasi/instansi pengguna
anggaran dalam penyusunan RKA-KL. RKA-KL vang telah disusun
oleh Kementerian/Lembaga tersebut selanjutnya akan digunakan
sebagal input dalam rangka penyusunan Rancangan APBN sebelum
nanti akhirnya ditetapkan menjadi APBN dengan persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat. Dokumen RKA-KL kemudian akan digunakan
sebagai input dalam penyusunan Laporan Kinerja Pembangunan

Kementerian/Lembaga, Laporan Kinerja Anggaran
Kementerian/Lembaga dan Laporan Kinerja Organisasi
Kementerian,/Lembaga.

Il.  Kaidah Penvusunan Renstra-KL

Sejak periode Renstra-KL 2019—2024, Kementerian/Lembaga tidak
hanya menyusun Renstra-KL dalam bentuk dokumen sebagai Lampiran
atas Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga tentang Renstra-KL,
namun juga menuangkan data dan informasi kinerja secara daring melalui
Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL. Dokumen Renstra-KL akan tetap
berfungsi sebagai wadah penjabaran mengenai Visi, Misi, Tujuan, Sasaran
Strategis, Strategi, Kebijakan, Program, Keglatan, Sasaran Program,
Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja, Target kinerja, dan kerangka
pendanaan secara lebih detail. Di sisi lain, penuangan data dan informasi
kinerja secara daring sebagaimana dimaksud dibutuhkan sebagai upaya
nyata untuk menyelaraskan informasi kinerja pada Renstra-KL dengan
informasi Kinerja pada RPJM Nasional dan Renja-KL pada tataran teknis.

Selanjutnya, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 59
Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2025-—2045 khususnya tentang kesinambungan pembangunan,
maka dalam menyusun dan melaksanakan dokumen perencanaan
Pembangunan Nasional, dalam hal ini Renstra-KL, diarahkan penerapan
kaidah pelaksanaan yang mencakup pengendalian perencanaan,
pengendalian pelaksanaan, serta pembiayaan pembangunan vang tidak
hanya mengandalkan peningkatan kapasitas pendanaan vang bersumber
dari APBN namun juga optimalisasi sumber pendanaan lainnya yang sah
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Renstra-KL baik dalam bentuk dokumen tertulis maupun
penuangannya secara daring melalui Sistern  Informasi  KRISNA-
RENSTRAKL dilakukan dengan mengacu pada sistematika muatan serta
struktur data dan informasi kinerja Renstra-KL schagaimana dijabarkan
lebih lanjut di bawah ini.

A. Sistematika . . .
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A. Sistematika Muatan Dokumen Renstra-KL

_ Penyusunan dokumen Renstra-KL dilaksanakan berdasarkan
sistematika penulisan sebagai berikut:

BABI PENDAHULUAN
11 Kondisi Umum
I.2 Potensi dan Permasalahan

BAB Il VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
KEMENTERIAN/LEMBAGA

2.1 Visi Kementerian/Lembaga

2.2 Misi Kementerian/ Lembaga

2.3 Tuuan Kementerian/Lembaga

2.4 Sasaran Strategis Kementerian/ Lembaga

BAB IIl ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA
REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi K/L
3.3 Kerangka Regulasi
3.4 Kerangka Kelembagaan
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
4.1 Target Kinerja
4.2 Kerangka Pendanaan
BAB V PENUTUP
LAMPIRAN

Lampiran 1: Matnks Kinerja dan Pendanaan
Kementerian/ Lembaga

Lampiran 2: Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya
yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/ Proyek
Prioritas Kementerian/lembaga

Lampiran 3: Matnks Kerangka Regulasi

Adapun .
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Adapun secara lebih detail, penjelasan atas sistematika penulisan
di atas akan diuraikan sebagai berikut:

BAB | PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai kondisi umum Kementerian, Lembaga,
potensi dan permasalahan yang dihadapi Kementerian/Lembaga
sebagai berikut:

1. Kondisi umum Kementerian /Lembaga menggambarkan mengenai
pencapaian yang telah dilaksanakan dalam Renstra-KL periode
sebelumnya serta aspirasi Masyarakat terkait dengan pemenuhan
kebutuhan barang publik, lavanan publik, dan regulasi dalam
lingkup kewenangan Kementerian,/ Lembaga.

2. Potensi dan permasalahan Kementerian/Lembaga menjelaskan
mengenal analisis permasalahan, potensi, kelemahan, peluang
serta  tantangan  jangka menengah  dalam  lingkup
Kementerian/Lembaga maupun nasional yang akan dihadapi
dalam rangka melaksanakan penugasan yang mencakup arahan
Presiden yang diamanatkan oleh RPJM Nasional yang menjadi
lingkup kewenangan Kementerian/Lembaga serta dalam rangka
mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi.

BAB 11 VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS
KEMENTERIAN/ LEMBAGA

Bab ini menjelaskan mengenai rumusan Visi, Misi, Tujuan dan
Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga. Visi dan Misi merupakan
penjabaran dari visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJM
Masional yang telah disesuaikan dengan tugas dan fungsi
Kementerian/Lembaga. Visi yang terdapat di dalam Renstra-KL
merupakan penjabaran visi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana
dimuat dalam RPJM Nasional vang disusun dalam bentuk rumusan
umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode
perencanaan sesual dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga.
Dalam mewujudkan Visi tersebut dirumuskan misi Nasional dan Misi
yang merupakan penjabaran misi Presiden dan Wakil Presiden
sebagaimana dimuat dalam RPJM Nasional vang disusun dalam
bentuk  rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan Visi sesuai dengan tugas dan fungsi
Kementerian/Lembaga. Tujuan merupakan penjabaran dari Visi vang
dilengkapi dengan indikator Tujuan yang ditetapkan dalam rangka
pencapaian sasaran Pembangunan Nasional dalam RPJM Nasional.

Pada ...
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Pada tingkat organisasi Kementerian/Lembaga, Visi, Misi, Tujuan, dan
Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga berada pada tingkat kinerja
dampak (impact} yang memuat penugasan sesuai dengan arahan
Presiden dan pemenuhan Standar Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
Kementerian /Lembaga dalam RPJM Nasional.

BARB IIl ARAH KEBIJAKAN, STRATEG], KERANGKA REGULASI, DAN
KERANGEA KELEMBAGAAN

Bab ini menjelaskan mengenai rumusan Arah Kebijakan dan Strategi
Nasional, yang selanjutnya dijabarkan dalam Arah Kebijakan dan
Strategi Kementerian/Lembaga, Bab ini disusun sebagai pendekatan
dalam memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk
segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu (jangka menengah)
serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran
nasional serta Sasaran Strategis Kementerian, Lembaga. Bab ini juga
disusun dengan telah mempertimbangkan identifikasi indikasi risiko
terhadap Sasaran Strategis Kementerian/ Lembaga. Adapun rincian
dalam Bab ini antara lain:

1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

menjelaskan mengenai Arah Kebijakan dan Strategi Nasional
schagaimana tertuang dalam Prioritas Nasional pada RPJM
Nasional yang ditugaskan kepada dan/atau terkait dengan tugas
dan lungsi Kementerian / Lembaga,

2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian/Lembaga

menjelaskan  mengenai Arah  Kebijakan dan  Strategi
Kementerian/Lembaga secara lengkap, tidak hanya yang
dilaksanakan langsung oleh Kementerian/Lembaga tetapi juga
mempertimbangkan keterlibatan daerah dan swasta beserta
dengan pendanaan vang diperlukan untuk melaksanakannya
Arah Kebijakan Kemenicrian/Lembaga dilaksanakan melalui
Program yang sesuai dengan tugas dan kewenangan
Kementerian/Lembaga yang bersanghkutan. Program juga harus
dilengkapi dengan Sasaran Program (outcome) dari masing-masing
Program.

3. Kerangka Regulasi

menjelaskan mengenai gambaran umum Kerangka Regulasi vang
dibutuhkan oleh Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan
penugasan yang mencakup arahan Presiden dan/atau standar
pelaksanaan tugas dan fungsi vang wajib dipenuhi oleh
Kementerian /Lembaga sebagaimana dimuat dalam RPJM
Nasional dan penjabaran peranan Kerangka Regulasi dalam

mendukung . ..
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mendukung pencapaian Sasaran Strategis
Kementerian/Lembaga. Arah Kerangka Regulasi dan/atau
Kebutuhan Repulasi selanjutnya dituangkan dalam matriks
Kerangka Regulasi.

Kerangka Kelembagaan

menjelaskan mengenai kebutuhan fungsi dan struktur organisasi,
tata laksana antar unit organisasi dan pengelolaan sumber daya
manusia termasuk di dalamnya kebutuhan sumber daya
manusia, baik secara kualitas maupun kuantitas yang diperlukan
dalam upava pencapaian Sasaran Strategis
Kementerian/Lembaga.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Bab ini menjelaskan mengenai Target kinerja dan kerangka pendanaan
Kementerian/Lembaga selama periode perencanaan, sebagai berikut:

128
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Target Kinerja

menjelaskan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai
dari setiap Indikator Kinerja, baik itu Indikator Kinerja Sasaran
Strategis, Indikator Kinerja Program, dan Indikator Kinerja

Kegiatan.

Dalam hal Kementerian/Lembaga ditugaskan mengampu
indikator  Prioritas  Pembangunan pada RPJM  Nasional,
Kementerian/Lembaga menyusun Indikator Kinerja Sasaran
Strategis, Indikator Kinerja Program, Indikator Kinerja Kegiatan,
dan Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan (outpuf) dengan
menggunakan nomenkiatur yang telah ditetapkan dalam Prioritas
Pembangunan terkait serta sesuai dengan perencanaan kinerja
berdasarkan RPJP Nasional dan penugasan yang mencakup
arahan Presiden dan/atau standar pelaksanaan tugas dan fungsi
yang wajib dipenuhi oleh Kementerian/Lembaga sebagaimana
dimuat dalam RPJIM Nasional. Namun, dalam hal
Kementerian/Lembaga tidak ditugaskan untuk mengampu
indikator Prioritas Pembangunan pada RPJM Nasional, maka
Kementerian/Lembaga menyusun Indikator Kinerja Sasaran
Strategis, Indikator Kinerja Program, Indikator Kinerja Kegiatan,
dan Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan (output] yvang merupakan
standar pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga.

2. Keranghka . . .
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2. HKerangka Pendanaan

menjelaskan  mengenai  kebutuhan  pendanaan  secara
keseluruhan untuk mencapai target Sasaran Strategis
Kementerian /Lembaga, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan.
Bagian ini memuat indikasi pendanaan atas penugasan vang
mencakup arahan Presiden dan/atau standar pelaksanaan tugas
dan fungsi dalam RPJM Nasional. Selain itu, dijabarkan juga
pemenuhan kebutuhan pendanaan yvang bersumber dari APBN
baik melalui belanja Kementerian/ Lembaga vang bersumber dari
Rupiah Murni, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP}, Pinjaman
dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), serta penyusunan kerangka
pendanaan yang mengoptimalkan sumber pendanaan lainnya
yang sah Dberdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan, seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha
(KPBU) non-ketersediaan layanan (availability payment),
Corporate Social Responsibility (CSR), serta sumber pendanaan
lain yang bersumber dari BUMN dan/atau swasta. Kemudian
untuk rmncian penghitungan Prakiraan Maju, disajikan dalam
bentuk Tabel Penghitungan Prakiraan Maju.

BAB V PENUTUP

Dalam Bab ini dimuat simpulan secara singkat mengenai dokumen
Renstra-KL yang telah disusun dan arahan dari Menteri/Kepala
Lembaga yang bersangkutan dalam pelaksanaan perencanaan
strategis Kementerian/Lembaga sehingga hasil pencapaiannya dapat
diukur dan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan laporan
kinerja tahunan Kementerian/Lembaga. Selain itu, dijelaskan pula
mengenai mekanisme pengendalian dan evaluasi terhadap proses
pelaksanaan perencanaan strategis Kementerian/Lembaga yang
bersangkutan.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan
Kementerian/ Lembaga

Matriks Kinerja  dan Pendanaan
Kementerian/Lembaga  mencerminkan
rencana pelaksanaan Sasaran Strategis,
Program, dan Kegiatan vyang akan
dilaksanakan Kementerian/Lembaga
sesual dengan penugasan yang mencakup
arahan Presiden dan/atau standar
pelaksanaan tugas dan fungsi yang wajib
dipenuhi  oleh Kementerian/Lembaga,

Matnks . . .
SK No25T7IB2 A
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Matriks ini memuat daftar Program, daftar
Kegiatan, Sasaran Program (outcome),
Sasaran Kegiatan ({outpuf], Indikator
Kinerja, Lokasi, Target, alokasi, dan unit
organisasi pelaksana pada setiap tahun
pelaksanaan dalam periode Renstra-KL
berkenaan.

Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan
dan  Belanja Negara dan Sumber
Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap
Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas
Kementenan/lembaga

Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara dan Sumber
Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap
Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas
Kementerian /Lembapa mencerminkan
rencana kKerangka pendanaan untuk
pelaksanaan kegiatan prioritas dan/atau
proyek prioritas Kementerian/Lembaga.
Matnks ini memuat kegiatan
prioritas/proyek  prioritas, penugasan
Indikator Kinerja sebagaimana dimuat
dalam RPJM Nasional, Target, alokasi
APBN, alokasi non-APBN  (apabila
tersedia), serta total jumlahnya pada
masing-masing tahun pelaksanaan dalam
periode Renstra-KL berkenaan.

Muatriks Kerangka Regulasi

Matriks Kerangka Regulasi merupakan
daftar pemetaan indikasi kebutuhan
Kerangka Regulasi yang mendukung
pelaksanaan Prioritas Pembangunan serta
Program dan/atau Kegiatan sesuai
dengan  penugasan  vang mencakup
arahan Presiden dan/atau standar
pelaksanaan tugas dan fungsi vang wajib
dipenuhi Kementerian/Lembaga, Matriks
Kerangka  Regulasi memuat arah
Kerangka Regulasi dan/atau kebutuhan
regulasi, urgensi pembentukan, wunit
penanggungjawab, unit  terkait atau
institusi, serta target penyelesaiannya
dalam periode Renstra-KL berkenaan.

B, Struktur. ..
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B. Struktur Data dan Informasi Kinerja Renstra-KL

Selain melakukan penyusunan dokumen Renstra-KL dengan
mengacu  pada  sistematika  penulisan  tersebut  di  atas,
Kementerian/Lembaga juga menuangkan data dan informasi kinerja
secara daring melalu Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL. Data
dan informasi tersebut merupakan bagian vang tidak terpisahkan dari

dokumen Renstra-KL. Adapun penuangan tersebut dilakukan dalam
struktur data sebagai berikut:

Visi

Misi

Tujuan

[ndikator Tujuan

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Program

B =1 O (A W

Sasaran Program

b

Indikator Kinerja Program
Kegiatan
Sasaran Kegiatan

e e ek
o

Indikator Kinerja Kegiatan

[ ]
A

Klasifikasi Rincian output

e

Rincian output

Gambar 2 . . .
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Gambar 2. Struktur Data dan Informasi
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C. Kaidah Penyusunan Muatan Renstra-KL

Adapun kaidah penyusunan muatan Renstra-KL baik yang
dituangkan dalam dokumen tertulis maupun dalam Sistem Informasi
KRISNA-RENSTRAKL dijabarkan lebih rinci melalui penjelasan sebagai
berikut:

i Kondisi Umum

Kondisi umum Kementerian/Lembaga merupakan gambaran
pencapaian yang telah dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga
pada periode Renstra-KL sebelumnya. Substansi kondisi umum
vang akan dituangkan dalam dokumen Renstra-KL terdiri dari;

a. hasil evaluasi terhadap pencapaian Program dan Kegiatan
yang didasarkan pada sasaran dan/atau standar kinerja
yvang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra-KL pada
periode sebelumnya; dan

b. hasil aspirasi Masyarakat terkait pemenuhan kebutuhan
barang publik, layanan publik, dan regulasi dalam lingkup
kewenangan Kementerian/Lembaga yvang didapatkan dari
proses penjaringan aspirasi oleh Kementerian/Lembaga
melalui wadah dan mekanisme vang akuntabel.

2. Potensi . . .

SK No 257148 A
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Potensi dan Permasalahan Kementerian/Lembaga

Potensi dan permasalahan Kementerian/Lembaga memuat
analisis mengenai potensi yang dimiliki dan permasalahan vang
akan dihadapi oleh Kementerian/Lembaga dalam melaksanakan
penugasan yang mencakup arahan Presiden dan/atau standar
pelaksanaan tugas dan fungst yang wajib dipenuhi oleh
Kementerian/Lembaga sebagaimana dimuat dalam RPJM
Nasional, Potensi dan permasalahan sebagaimana dimaksud
diarahkan untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi
sesual peran organisasi ke depan. Rumusan potensi dan
permasalahan Kementerian/Lembaga perlu diperkuat dengan
analisis mengenai kekuatan, kelemahan, peluang serta
tantangan jangka menengah dalam lingkup
Kementerian /Lembaga baik yvang diakibatkan oleh faktor internal
maupun eksternal (termasuk lingkup nasional).

Visi Kementerian /Lembaga

Visi merupakan penjabaran visi Presiden dan Wakil
Presiden sebagaimana dimuat dalam RPJM Nasional yang
disusun dalam bentuk rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan sesuai dengan tugas
dan fungsi Kementerian/Lembaga. Selain itu, Visi juga harus
memberikan gambaran konsistensi kinerja
Kementerian/Lembaga selama 35 (lima) tahun mendatang serta
gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi suatu
OTEANISAS].

Penyusunan rumusan Visi harus memenuhi kaidah
penyusunan sebagai berikut:

a. Visi harus mendukung pencapaian visi dan misi Presiden
dan Wakil Presiden vang tertuang di dalam RP.JM Nasional,
dengan ketentuan penulisan rumusan Visi sebagai berikut:

avensns (rumusan Vist sesua tugas dan
fungsi)dalam rangka mewujudkan ........
frumusan wisi Presiden dan Wakil Presiden
yang tertuang dalam RPJM Nasional)”

contoh: Terwuudnya Infrastruktur
Pekerjaan Umum yang Andal dalam rangka
mewujudkan Indonesia Maju Menujfu
Indonesia Emas 204.5.

b. Vial . ..
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b.  Visi harus dapat memberikan arah pandangan ke depan
terkait dengan kinerja dan peranan  organisasi
Kementerian / Lembaga;

c. Visi harus dapat memberikan gambaran tentang kondisi
masa depan yang ingin diwujudkan oleh organisasi
Kementerian/Lembaga;

d. Visi harus ditetapkan sccara rasional, realistis dan mudah
dipahami;

€. Visi harus dirumuskan secara singkat, padat dan mudah
diingat;

. Visi harus dapat dilaksanakan secara konsisten dalam
pencapaian;

g Visi harus selalu berlaku pada semua kemungkinan
perubahan yang mungkin terjadi sehingga suatu Visi
hendaknya mempunyai sifat fleksibel; dan

h. Visi dituangkan secara daring dalam Sistem Informasi
KRISNA-RENSTRAKL.

Misi Kementerian/Lembaga

Misi merupakan penjabaran misi Presiden dan Wakil Presiden
sebagaimana dimuat dalam RPJM Nasional vang disusun dalam
bentuk rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan Visi yang berlandaskan pada
penugasan kepada Kementerian/Lembaga vyang mencakup
arahan Presiden dan/atau standar pelaksanaan tugas dan fungsi
vang wajib dipenuhi oleh Kementerian/Lembaga sebagaimana
dimuat dalam RPJM Nasional,

Penyusunan rumusan Misi harus memenuhi kaidah
penyusunan sebagai berikut;

a, Misi harus mendukung pencapaian misi Presiden dan Wakil
Presiden yang tertuang di dalam RPJM Nasional:

b. Misi harus dijabarkan sesuai dengan tugas dan fungsi
Kementerian/Lembaga berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

Misi harus sejalan dengan upaya pencapaian Visi organisasi;
d. Misi berlaku pada periode tertentu;

e. Misi . . .
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Misi harus dapat menggambarkan tindakan vang
disesuaikan dengan tugas dan fungsi organisasi
Kementerian/Lembaga atau bersifat unik terhadap
organisasi Kementerian / Lembaga lainnya;

Misi harus dapat menjembatani penjabaran Visi ke dalam
Tujuan Kementerian/Lembaga; dan

Misi dituangkan secara daring dalam Sistem Informasi
KRISNA-RENSTRAKL.

Tujuan Kementerian/Lembaga

Tujuan Kementerian/Lembaga merupakan penjabaran atas

Visi dan Misi yang bersangkutan dan dilengkapi dengan indikator
Tujuan yang ditetapkan dalam rangka pencapaian sasaran
Pembangunan Nasional dalam RPJM Nasional.

Penyusunan rumusan Tujuan Kementerian/Lembaga harus

memenuhi Kaidah penyusunan sebagai berikut:

H.

Tujuan Kementerian/Lembaga harus sejalan dengan Visi
dan Misi organisasi Kementerian/Lembaga pada periode
jangka menengah;

Tujuan Kementerian/Lembaga harus dapat menunjukkan
suatu kondisi yang ingin dicapai pada periode jangka
menengah,

Tujuan Kementerian/Lembaga harus dapat dicapai dengan
kemampuan yang dimiliki oleh Kementerian/Lembaga,

Tujuan Kementerian/Lembaga harus dapat mengarahkan
perumusan Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi,
serta Program dan Kegiatan dalam rangka merealisasikan
Visi dan Misi;

Tujuan Kementerian/Lembaga harus dilengkapi dengan
indikator Tujuan Kementerian/Lembaga;

Indikator  Tujuan  merupakan alat ukur vyang

mengindikasikan keberhasilan pencapaian Tujuan, vyang

penyusunannya  dilakukan  sesual  dengan  kaidah

penyusunan sebagai berikoun;

1) setiap Tujuan Kementerian/Lembaga dapat memiliki
lebih dari 1 (satu) indikator Tujuan; dan

2) Indikator . . .
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2) Indikator Tujuan Kementerian/Lembaga dapat
dirumuskan sama dengan Indikator Kinerja Prioritas
Nasional pada RPJM Nasional sesuai dengan bidang
tugas fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan
dan/atau memiliki dukungan secara langsung
terhadap indikator Prioritas Nasional pada RPJM
Nasional sepanjang relevan dengan  Tujuan
Kementerian/Lembaga.

B Tujuan Kementenan/Lembaga dituangkan secara daring
dalam Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL.

Sasaran Strategis Kementerian /Lembaga

Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga (outcome/ impact)
merupakan kondisi vang akan dicapai secara nyata oleh
Kementerian /Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang
ditimbulkan oleh adanya hasil (eutcome) dari satu atau beberapa
Program Yang merupakan penugasan kepada
Kementerian/Lembaga yang bersangkutan yang mencakup
arahan Presiden dan/atau standar pelaksanaan tugas dan fungsi
yang wanb dipenuhi oleh Kementerian/Lembaga sebagaimana
dimuat dalam RPJM Nasional,

Penyusunan rumusan Sasaran Strategis harus memenuhi
kaidah penyusunan sebagai berikut:

4. Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga merupakan
ukuran pencapaian dari Tujuan Kementerian/Lembaga;

b. Sasaran Strategis mencerminkan berfungsinya outcomes
dan semua Program dalam Kementerian/Lembaga;

c. Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga dapat dirumuskan
dengan nomenklatur yang sama dengan sasaran
pembangunan pada RPJM Nasional sesuai dengan tugas
fungsi Kementerian,/Lembaga masing-masing, dan/atau
dirumuskan dengan nomenklatur yang menggambarkan
dukungan secara langsung/sejalan terhadap pencapaian
sasaran pembangunan pada RPJM Nasional dengan tetap
mengacu pada Visi, Misi, dan tugas serta fungsi
Kementenan /Lembaga vang bersanghkutan;

d. Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga yang dirumuskan
memiliki sebab akibat (causality) secara logis dengan
sasaran pembangunan dalam RPJM Nasional maupun RPJP
Nasional;

e. Sasaran . . .
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Sasaran Strategis perlu memiliki keterkaitan dan hubungan
sebab-akibat dengan Sasaran Program, dengan ketentuan
bahwa 1 (satu) Sasaran Strategis dapat didukung oleh lebih
dari 1 {satu) Sasaran Program;

Sasaran Strategis Kementerian/ Lembapa harus dirumuskan
dengan jelas dan terukur;

Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga harus dilengkapi
dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis beserta Target
kKinerja;

Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga
merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan
pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga, yang
penyvusunannya  dilakukan  sesuai  denpan  kaidah
penyvusunan sebagal berikut:

1] setiap Sasaran Strategis dapat memiliki lcbih dari 1
{satu) Indikator Kinerja SBasaran Strategis;

2] Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian/
Lembaga dapat dirumuskan sama dengan Indikator
Kinerja sasaran pembangunan pada RPJM Nasional
SesL1a1 dengan bidang tugas lungsi
Kementerian /Lembaga yang bersangkutan dan/atau
memiliki dukungan secara langsung terhadap Indikator
Kinerja sasaran pembangunan pada RPJM Nasional
sepanjang relevan dengan Sasaran  Strategis
Kementerian / Lembaga;

3] Dalam hal Kementerian/Lembaga ditugaskan untuk
mengampu Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan
pada RPFJM Nasional, Indikator Kinerja Sasaran
Strategis disusun dengan menggunakan nomenklatur

vang telah ditctapkan dalam Prioritas Pembangunan
terkait.

Target kinerja Sasaran Strategis disusun dengan
mempertimbangkan, antara lain:

1} Target harus menggambarkan angka kuantitatif dan
satuan vang akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja
Sasaran Strategis; dan

2} penetapan Target harus logis, relevan dengan Indikator
Kinerjanva, dan berdasarkan basis data vang jelas vang
mana basis data dimaksud dilampirkan dalam
dokumen Renstra-KL:

j. Sasaran ..,
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Sasaran Strategis dan [ndikator Kinerja Sasaran Strategis
beserta Target kinerja Sasaran Strategis yang merupakan
Prioritas Pembangunan dalam RPJIM Nasional serta
merupakan penugasan kepada Kementerian /Lembaga yang
bersangkutan yang mencakup arahan Presiden dan/atau
standar pelaksanaan tugas dan fungsi vang wajib dipenuhi
oleh Kementerian/Lembapa sebagaimana dimuat dalam
RPJM Nasional, harus dilengkapi dengan identifikasi
indikasi risiko. Identifikasi indikasi risiko adalah proses
vang bertujuan untuk mengenali dan menentukan risiko
vang berpengaruh terhadap pencapaian Sasaran Strategis

Kementerian/Lembaga. Risiko Sasaran Strategis
Kementerian / Lembaga merupakan efek dari ketidakpastian
terhadap pencapaian Sasaran Strategis
Kementerian/Lembaga.

Contoh penulisan:

No Sasaran Strategis Indikasi Risiko

1. |[Sasaran Strategis 1| baris ini diisi dengan
identifikasi indikasi risiko yvang
dapat mempengaruhi
pencapalan Sasaran Strategis
Kementerian / Lembaga,

2. |Sasaran Strategis 2

3. |Sasaran Strategis 3

4. |Sasaran Strategis 3

Dist...

(*} Format tabel hanya scbagai contoh dan tidak bersifat
mengikat,

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Strategis
dituangkan secara daring dalam Sistem Informasi
KRISNA-RENSTRAKL.

7. Arah ...
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Arah Kebijakan dan Strategi

Arah Kebijakan dan Strategi disusun sebagai pendekatan
dalam memecahkan permasalahan vang penting dan mendesak
untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu (jangka
menengah) serta memiliki dampak yang besar terhadap
pencapaian  sasaran nasional serta  Sasaran  Strategis
Rementerian/Lembaga. Arah Kebijakan dan Strategi vang
disusun telah mempertimbangkan identifikasi indikasi risiko
terhadap pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga.

Arah Kcbijakan dan Strategi yang dituangkan ke dalam
Renstra-KL dibagi menjadi 2 {dua) sebagai berikut:

a.  Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Rumusan Arah Kebijakan dan Strategi Nasional
menggambarkan Arah Kebijakan dalam RPJM Nasional yang
berkaitan dengan bidang dan/atau tugas serta fungsi
Kementerian/Lembaga. Arah Kebijakan sebagaimana
dimaksud memuat prioritas pembangunan yang disusun
untuk memecahkan permasalahan yang penting dan
mendesak dalam kurun waktu tertentu serta memiliki
dampak vang besar terhadap pencapaian sasaran
pembangunan.

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional sebagaimana
dimaksud menjadi acuan dalam menjabarkan pelaksanaan
Program dan Kegiatan guna memastikan kontribusi
Kementerian/Lembaga atas pencapaian sasaran
pembangunan pada RPJM Nasional sesuai dengan
kewenangannya.

b. Arah Kebijakan dan Straregi Kementerian/ Lembaga

Rumusan Arah Kehijakan dan Strategi
Kementernan/ Lembaga memuat Program untuk
memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak
untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu
(langka menengah) serta memiliki dampak yang besar
terhadap pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
Stralegis. Arah Kebijakan dan Strategi
Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud disusun
sesuai  penugasan vang mencakup arahan Presiden
dan/atau standar pelaksanaan tugas dan fungsi yang wajib
dipenuhi oleh Kementerian/Lembaga sebagaimana dimuat
dalam RPJM MNasional. Penyusunan Arah Kebijakan dan
Strategi Kementerian/Lembaga dilakukan berdasarkan
analisis kerangka kerja logis. Selain itu, Arah Kebijakan dan
Strategi  Kementerian/Lembaga juga disusun dengan
meénjabarkan Arah Kebijakan dan Strategi Nasional.

8. Kerangka . . .
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8. Kerangka Regulasi

Kerangka Regulasi disusun sebagai bentuk operasionalisasi
dari Arah Kebijakan Kementerian/Lembaga. Kerangka Regulasi
pada Renstra-KLL memuat kebutuhan regulasi, antara lain
Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden,
Peraturan Menteri/Lembaga.

Kerangka Regulasi tersebut  diperlukan untuk
melaksanakan Strategi Kementerian/Lembaga guna mencapai
Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga. Sclain itu, Kerangka
Regulasi Kementerian/Lembaga jangka menengah pada periode
tahun berkenaan juga diarahkan untuk mendukung tercapainyva
sasaran Pembangunan Nasional pada RPJM Nasional. Tidak
hanya itu, Kerangka Regulasi dapat pula disusun sebagai
instrumen untuk memecahkan permasalahan vang penting,
mendesak, dan memiliki dampak besar terhadap pencapaian
sasaran Pembangunan Nasional.

Adapun penyusunan Kerangka Regulasi Kementerian/
Lembaga sebagaimana dimaksud dilakukan dengan mengacu
pada kaidah-kaidah berikut:

a. Kerangka Regulasi berisi kebutuhan regulasi yang akan
dibentuk sejalan dengan kebijakan Pembangunan Nasional
yvang tertuang pada RPIM Nasional:

b. Kerangka Regulasi harus didasarkan pada Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, RPJP
Nasional, dan RPJM Nasional;

c. Kerangka Regulasi diarahkan untuk memfasilitasi,
mendorong, dan/atau mengatur perilaku Masvarakat,
termasuk swasta dan penyelenggara negara dalam rangka
mewljudkan Pembangunan Nasional;

d. Kerangka Regulasi disusun berdasarkan hasil analisis atau
evaluasi terhadap efektivitas regulasi vang ada, dengan
kondisi:

i.  apabila berdasarkan hasil evaluasi terhadap regulasi
yvang ada ditemukan bahwa regulasi tersebut sudah
efektifl dalam mendukung tercapainya tujuan dan
sasaran Pembangunan Nasional, maka tidak perlu
dibentuk regulasi baru; atau

ii. apabila . . .
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ii. apabila berdasarkan hasil evaluasi terhadap regulasi
yvang ada ditemukan bahwa regulasi tersebut belum
efektil atau belum optimal dalam mendukung
tercapainya tujuan dan sasaran Pembangunan
Nasional, maka perlu dilakukan penyusunan dan /atau
perubahan regulasi dengan terlebih dahulu melakukan
pengkajian atas urgensi pembentukan dan/atau
perubahan regulasi.

e.  Kerangka Regulasi disusun berdasarkan hasil identifikasi
dan analisis terkait dampak, biaya, dan manfaat atas suatu
regulasi bagi semua pemangku kepentingan melalu
instrumen analisis biaya dan manfaat regulasi (Cost and
Benefit Analysis/CBA). Berdasarkan hasil identifikasi dan
analisis tersebut, pembentukan regulasi dilaksanakan
apabila;

1.  nilai manfaatnya lebih besar dibandingkan dengan nilai
kerugiannya; dan/atau

. pembentukan regulasi tersebut adalah satu-satunya
jalan untuk mencapai tujuan dan sasaran vang telah
ditetapkan.

. Kerangka Regulasi disusun dengan mempertimbangkan
asas pembentukan dan asas materi peraturan
perundang-undangan yvang baik sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta
perubahannya; dan

£ Kerangka Regulasi dijabarkan dalam bentuk narasi dan
dituangkan dalam bentuk matrks dengan format
sebagaimana tercantum dalam Bab V pada Lampiran |
Peraturan Presiden ini.

Kerangka Kelembagaan

Kerangka Kelembagaan merupakan perangkat
Kementerian/Lembaga, struktur organisasi, ketatalaksanaan,
dan pengelolaan aparatur sipil negara yang digunakan untuk
mencapai  Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Strategi,
Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan, Sasaran
Program, Sasaran Kegiatan, serta Indikator Kinerja, dan Target
kinerja. Kerangka Kelembagaan dimaksud disusun sesuai
dengan penugasan kepada Kementerian/Lembaga yang
mencakup arahan Presiden dan/atau standar pelaksanaan tugas
dan fungsi yvang wajib dipenuhi oleh Kementerian,Lembaga
schagaimana dimuat dalam RPJM Nasional. Adapun penyusunan
Kerangka Kelembagaan dilakukan dengan mengacu pada kaidah-
kaidah berikut:

a. Kerangka . . .
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Kerangka Kelembagaan disusun dengan bertujuan untuk:

1} meningkatkan keterkaitan dan koordinasi pelaksanaan
RPJM Nasional, sesual dengan fungsi, serta Visi dan
Misi;

2| mempertajam  Arah  Kebijakan dan  Strategi
kementerian,/Lembaga sesuai  dengan kapasitas
organisasi dan dukungan sumber daya aparatur sipil
Negara;

3) membangun struktur organisasi vang tepat fungsi dan
tepat ukuran, untuk menghindari duplikasi fungsi dan
meningkatkan efektivitas dan efisiensi
Kementerian/Lembaga dalam melaksanakan Program
Pembangunan Nasional; dan

4] memperjelas ketatalaksanaan dan  meningkatkan
prolesionalitas sumber dava aparatur,

Kerangka Kelembagaan disusun dengan
mempertimbangkan keterkaitan, kontribusi, dan peran
Kementenan/Lembaga dalam mencapai visi dan agenda
pembangunan jangka panjang pada RPJP Nasional, prioritas
pembangunan pada RPJM Nasional, dan visi - misi Presiden
dan Wakil Presiden:

KRerangka kelembagaan disusun dengan mengacu kepada
kebijakan pembangunan, kebijakan desentralisasi dan
otonomi daerah, peraturan perundangan-undangan dan
memperhatikan prinsip pengorganisasian vang efektif,
efisien dan transparan;

Kerangka Kelembagaan disusun untuk mampu menopang

dan mewujudkan rencana kerja menjadi kenyataan dengan

mempértimbangkan:

1} pencapaian Visi dan Misi;

2)  struktur organisasi dan kebutuhan sumber daya harus
benar-benar disesuaikan dengan kapasitas pengelolaan

sumber daya Kementerian/Lembaga yang
bersangkutan; dan

3] ketersediaan anggaran untuk Kementernan/Lembaga
yvang bersangkutan.

Kerangka Kelembagaan vang disusun dapat merupakan
proses evaluasi terhadap struktur organisasi kelembagaan
vang sudah ada.

10. Program . . .
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Program adalah pemjabaran Kebijakan di bidang tertentu
vang dilaksanakan dalam bentuk upaya vang berisi satu atau
beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber dava vang
disediakan untuk mencapai hasil vang terukur sesuai dengan
misinya yang dilaksanakan instansi atau Masyvarakat dalam
koordinasi Kementerian/Lembaga vang bersangkutan. Pada
tataran tcknis, Program juga merupakan alat kebijakan (policy
tool] wang dimiliki oleh Kementerian/Lembaga dalam
menjabarkan penugasan yang mencakup arahan Presiden
dan/atau standar pelaksanaan tugas dan fungsi vang wajib
dipenuhi oleh Kementerian/ Lembaga sebagaimana dimuat dalam

RPJM Nasional, yang dilaksanakan oleh satu atau lebih Unit
Kerja Eselon 1.

Penyusunan Program pada Renstra-KL harus memenuhi
kaidah penvusunan sebagai berikut:

a. Program dikelompokkan berdasarkan penerima manfaat dan
keterlibatan umit kerja pelaksana;

b. Pengelompokan program berdasarkan penerima manfaat
terdiri atas:

1) Program generik

Program generik merupakan Program yang didesain
untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dalam

menjalankan  pemerintahan  (birokrasi)  internal
Kementerian /Lembaga, sehingga penerima manfaat
dari Program generik adalah internal

Kementerian /Lembaga tersebut.

Contoh:

"Program Dukungan Manajemen”
2} Program teknis

Program teknis merupakan Program yang didesain
untuk melaksanakan Prioritas Pembangunan vang telah
ditetapkan dalam RPJM Nasional dan RKP. Program
Teknis memuat Kegiatan dan Keluaran Kegiatan (output)
terkait tugas dan fungsi teknis Kementerian/Lembaga
termasuk Keluaran Kegiatan (output] yang mendukung
pencapaian Prioritas Nasional, Penerima manfaat
Program teknis merupakan eksternal
Hementerian / Lembaga.

Contoh . . .
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Contoh:
“Program Perumahan dan Kawasan Permukiman”

Pengelompokan Program berdasarkan keterlibatan unit kerja
pelaksana:

1)

2]

Program Spesifik;

Program Spesifik terdiri atas Program generik maupun
Program teknis vang dilaksanakan oleh 1 (satu) unit
kerja eselon [

Contoh:

“Program Ketahanan Sumber Daya Air® dilaksanakan
oleh Ditjen Sumber Daya Air.

| Program Ketahanan Sumber Daya Alr |

Gambar 3. Contoh Program Spesifik
Program Lintas UKE [: dan

Program Lintas UKE | terdiri atas Program generik
maupun Program teknis yang dilaksanakan oleh lebih
dar 1 (satu) unit kerja eselon I. Program Lintas UKE [
disusun dalam rangka meningkatkan keselarasan
capaian Kinerja antar unit kerja eselon [ yang menurut
tugas dan fungsinya saling berkaitan. Dalam hal
penyusunan Program Lintas UKE 1,
Kementerian/ Lembaga mengacu pada tugas dan fungsi
masing-masing unit kerja eselon | yang terlibat.

Contoh:

“Program Perumahan dan Kawasan Permukimart”
dilaksanakan oleh:

1. Ditjen Cipta Karya;

2. Ditjen Perumahan; dan

3. Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum
dan Perumahan.

Program . . .
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' Program Perumahan dan
Kawasan F!r!nukiman

' Cipta Karya

[ Ditjen ‘! Ditjen ‘ Ditjen

' Perumahan PIPUP | |

Cambar 4 Contoh Program Lintas UKE [
3) Program Lintas K/L.

Program Lintas K/L terdiri atas Program yang
dilaksanakan oleh beberapa unit kerja eselon 1 pada 2
([dua) atau lebih Kementerian/Lembaga. Program Lintas
K/L bertujuan untuk meningkatkan konvergensi antar
kementerian/lembaga dengan tugas dan fungsi yang
saling berkaitan, serta mengurangi tumpang tindih
program dan kegiatan antar kementerian/lembaga.
Program Lintas K/L melibatkan Kementerian/Lembaga
yang memiliki kontribusi pada pencapaian hasil atau
dampak nasional yang sama.

Dalam hal menyusun Program Lintas K/L, Kementerian
Perencanaan dan Kementerian Keuangan
mempertimbangkar:

a] mnomenklatur Program Lintas K/L disusun
berdasarkan sektor pada masing-masing fungsi
dan sub fungsi anggaran Kementerian,/Lembaga,
seperti: infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan
lain-lain;

b} nomenklatur Program Lintas K/L disusun
berdasarkan tema program seperti:

i. ketahanan, keamanan, dan kedaulatan
Negara;

i,  sistem hukum, politik, dan tata kelola negara
yvang kredibel;

ii. pembangunan kualitas hidup manusia;
. peningkatan daya saing ekonomi;

v, pengelolaan .
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v. pengelolaan dan pelestarian SDA dan
lingkungan hidup;

vi. konektivitas dan informasi;

vii, ketahanan pangan;

viil. peningkatan kualitas pemukiman;
. ketahanan energi: dan

x. penelitian dan pengembangan sains teknologi
dan inovasi.

nomenklatur Program disusun menggunakan
pilihan kata wang mudah dipahami oleh
Masyarakat umum; dan/atau

nomenklatur Program disusun dengan mengacu
pada Program Prioritas pembangunan vang bersifat
tematik dan berkelanjutan.

Contoh:
*Program Infrastrukiur Konektivitas™
dilaksanakan oleh:

1. Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat; dan

2. Kementerian Perhubungan.

Frngrn; Infrastruktur
Konektivitas

Kementerian Kementerian .
PUPR Furhuhu_nlm

Gambar 5. Contoh Program Lintas
Kementerian/Lembaga

Program harus dilengkapi dengan Sasaran Program,
Indikator Kinerja Program beserta Target Kinerja dan
koordinator Program;

e Sasaran ...
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Sasaran Program mencerminkan hasil kinerja Program yvang
ingin dicapai secara nasional. Penyusunan Sasaran Program
sebagaimana dimaksud harus memenuhi kaidah schagai
berikut:

1)

2

)

4

Sasaran Program perlu memiliki keterkaitan dan
hubungan sebab-akibat dengan Sasaran Strategis
Kementenan/Lembaga dan Sasaran Kegiatan, dengan
ketentuan:

a) 1 (satu) Sasaran Program hanya dapat mendukung
tercapainya | (satu) Sasaran Strategis;

b) 1 {satu) Sasaran Program dapat didukung oleh
lebih dan 1 [satu) Sasaran Kegiatan.

Setiap Program dapat memiliki lebih dari satu Sasaran
Program,

Dalam hal Program yang digunakan bersifat lintas unit
kerja eselon |, maka rumusan Sasaran Program dapat
dirumuskan sama maupun berbeda sesuai dengan
tugas dan fungsi masing-masing unit kerja serta
kontribusinya dalam Program tersebut.

Program Perumahan dan Kawasan Permukiman

==l o ==V

Ditjen Cipta Karya | Ditjen Perumahan Ditjen PIPUP

| | -y

| Sasaran Program | Sasaran Program sasaran Program
Menimgkatrya Pelayanan Baoningkatnya Pelayanan Meningkatryz Pelayanan
Infrastruktur Perumahan Irfrastruktur Perumahan Infrastruktur Perumzshan
dan Permukiman yang dan Permiukiman yang dar Permukiman yang
Layak dan Aman Layak dan fman Layak dan &man

Gambar 6. Contoh Sasaran ngrum pada
Program Lintas UKE |

Dalam hal Program yang digunakan bersifat lintas
Kementerian/ Lembaga, maka rumusan Sasaran
Program dirumuskan berbeda sesuai dengan tugas dan
fungsi masing-masing unit kerja serta kontribusinya
dalam Program tersebut.

Program . . .
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Program Infrastruktur Konektivitas

Kementerian Kementerian
PUPR . Perhubungan
___ Sasaran Program | | Sasaran Program |
Meningkatnya Kinerja | | Meningkatnya Konektivitas
Pelayanan Jalan Nasional | Transportasi Nasional

Gambar 7. Contoh Sasaran Frogram pada
Program Lintas K/L

Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur untuk
menilai capaian kinerja Program dan rumusannya dapat
bersifat kualitatif/ kuantitatif. Penyusunan Indikator Kinerja
Program sebagaimana dimaksud harus memenuhi kaidah
sebagal berikut:

1)

2

3)

Indikator Kinerja Program sebagaimana dimaksud
disusun sesuai tugas dan fungsi masing-masing unit
kerja;

Indikator Kinerja Program dapat menggunakan:

aj

)

Indikator vang sudah secara umum digunakan di
mana data pengukuran pencapaian kinerjanya
dilakukan oleh instansi lain sehingga K/L
bersangkutan dapat menggunakan data ini secara
langsung, seperti: (i) APK (Angka Partisipasi Kasar),
(1) APM (Angks Partisipasi Murni); dan (iii) IHSG
{Indeks Harga Saham Gabungan); dan/atau

Indikator vang  disusun sendiri oleh
Kementerian/Lembaga bersangkutan di mana data
pengukuran pencapaian kinerjanva dilakukan oleh
Kementerian /Lembaga tersebut,

Dalam hal Kementerian/Lembaga ditugaskan untuk
mengampu [ndikator Kinerja Prionitas Pembangunan
pada RPJM Nasional, Indikator Kinerja Program
disusun dengan menggunakan nomenklatur yvang telah
ditetapkan dalam Prioritas Pembangunan terkait.

4) Indikator . . .
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Indikator Kinerja Program harus bersifat spesifik,
terukur, dan dapat dievaluasi berdasarkan periode
waktu tertentu;

Dalam hal Program vang digunakan bersifat lintas unit
kerja eselon 1 maupun lintas Kementerian/Lembaga,
maka Indikator Kinerja Program dirumuskan berbeda
sesual dengan tugas dan fungsi masing-masing unit
kerja serta kontribusinya dalam Program tersebut.

Program Infrastruktur Konektivitas

--_._._________--"_-“--_________-_-_--‘

Kementerian PUPR Kementerian Perhubungan
ﬁiiriq_l’mgram [ Sasaran Program
Meningkatrya Kinerja Pelayanan Menmgkainya kanektivitas
falan Maszional Trarsporiasi Nasional
Indikator Kinerja Program | Indikator Kinerja Program
Tingkat Aksesibilitas lalin Nasional =~ | Rasio Eoneltivitas Transportasi Darat

Gambar 8. Contoh Indikator Kinerja Program pada

Program Lintas K/L

Target lkinerja Sasaran Program disusun dengan
mempertimbangkan, antara lain:

1)
2
3]

4]

Target harus menggambarkan angka kuantitatil dan
satuan vang akan dicapai dari setiap Sasaran Program;

Target kinerja Sasaran Program diukur melalui
Indikator Kinerja Program,

penetapan Target harus logis, relevan dengan Indikator
Kinerjanya, dan berdasarkan basis data yang jelas; dan

penetapan Target harus mempertimbangkan kapasitas
pelaksanaan dari unit kerja terkait.

Koordinator Program merupakan Unit Kerja Eselon 1 yang
mengoordinasikan pelaksanaan Program.

Program, Sasaran Program, [ndikator Kinerja Program, dan
koordinator Program dituangkan secara daring dalam Sistem
Informasi KRISNA-RENSTRAKL.

11. Kegiatan . . .
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Kegiatan mencerminkan suatu aktivitas vang dilaksanakan

oleh Kementerian/Lembaga untuk menghasilkan Keluaran
Kegiatan (output) dalam rangka mendukung terwujudnva sasaran
pembangunan.

a.

.

Penyusunan Kegiatan pada Renstra-KL harus memenuhi
kaidah penyusunan sebagai berikut:

Kegiatan dikelompokkan berdasarkan penerima manfaat dan
keterhbatan unit kerja pelaksana;

Pengelompokan kegiatan berdasarkan penerima manfaat
terdiri atas:

1

2]

Kegiatan generik

Kegiatan generik adalah Kegiatan yang mendukung
pelaksanaan internal Kementerian /Lembaga (dukungan
manajemen  internal), sehingga penerima manfaat
Kegiatan generik merupakan internal
Kementerian/Lembaga. Kegiatan generik digunakan
oleh unit kerja eselon Il yang memiliki karakteristik
sejenis sebagal pelaksana kegiatan yang bersifat
dukungan/lavanan internal/operasional.

Contoh:

“Pengelolaan dan Pengadministrasian Pegawai,
Orgarisast dan Tatalaksana®

Kegiatan teknis

Kegiatan teknis adalah Kegiatan vang mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga
dalam mendukung sasaran Pembangunan Nasional.
Penerima manfaat Kegiatan teknis merupakan eksternal
Kementerian/Lembaga. Kegiatan teknis terkait dengan
Program teknis baik yang bersifat lintas maupun yvang
bersifat spesifik,

Contoh:
“Pengembangan Jaringan Air Tanah dan Air Baku”

Pengelompokan kegiatan berdasarkan keterlibatan unit kerja
pelaksana:

1] Kegiatan . . .
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Kegiatan Spesifik adalah kegiatan, baik kegiatan generik
maupun kegiatan teknis yang dilaksanakan oleh 1
{satu] Unit Kerja Eselon II. Dalam hal menyusun
Kegiatan Spesifik, Kementerian/Lembaga
mempertimbangkan tugas dan fungsi unit kerja
pelaksana  dalam mendukung capaian Sasaran
Program.

Contoh:

“Pengembangan Bendungan, Danau, dan Bangunan
Penampung Air Lainnya”

dilaksanakan oleh Direktorat Bendungan dan Danau.

| Pengembangan Bendungan, Danau,
dan Bangunan Penampung Air Lainnya

Direktorat Bendungan
' dan Danau

Gambar 9. Contoh Kegiatan Spesifik
Kegiatan Lintas

Kegiatan Lintas adalah Kegiatan, baik Kegiatan generik

maupun Kegiatan teknis yvang dilaksanakan oleh lebih

dari 2 {dua) unit kerja esclon II. Dalam hal menvusun

Kegiatan Lintas, Kementerian/ Lembaga

mempertimbangkan:

a) terdapat keterkaitan yang kuat antar Kegiatan yvang
dilaksanakan oleh beberapa unit kerja sehingga
Kegiatan tidak dapat dikerjakan secara terpisah;

bl Kegilatan yvang dilakukan oleh satu unit kerja
merupakan bagian dar suatu siklus/ proses yang
saling berurutan (sequence); dan

c¢) terdapat Kegiatan vyang serupa/sejenis vyang
dilaksanakan cleh beberapa unit kerja.

Contoh: . . .
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Contoh:

“Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta
Penangguilangan Darurat Akibat Bencana”

dilaksanakan oleh:
1. Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan; dan
2. Direktorat Bina Penatagunaan SDA.

Operazi dan Pemeliharaan Sarana
Prasarana SDA serta Penanggulangan
Darurat Akibat Bencana |

Direktorat Bina | | Direktorat Bina
Operasl dan i Penatagunaan
SDA

Pemeliharaan

Gambar 10. Contoh Kegiatan Lintas dalam Lingkup
UKE I yang Sama

Kegiatan harus dilengkapi dengan Sasaran Kegiatan,
Indikator Kinerja Kegiatan beserta Target kinerja dan
Koordinator Kegiatan;

Sasaran Kegiatan mencerminkan hasil kinerja Kegiatan vang
ngin dicapai secara nasional. Penyusunan Sasaran Kegiatan
sebagaimana dimaksud harus memenuh: kaidah sebagai
bernkut:

1]

2]

3

4]

Sasaran Kegiatan disusun sesuai tugas dan fungsi
masing-masing unit kerja;

Sasaran Kepatan perlu memiliki keterkaitan dan
hubungan sebab-akibat dengan Sasaran Program,
dengan ketentuan bahwa 1 (satu) Sasaran Kegiatan
hanya dapat mendukung tercapainya 1 (satu) Sasaran
Program;

Sasaran Kegiatan harus mendukung tercapainya
Sasaran Program,

betiap Regiatan dapat memiliki lebih dan satu Sasaran
Kegiatan;

5) Dalam . . .
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2] Dalam hal Kegiatan yang bersifat lintas, maka rumusan
Sasaran Kegiatan dirumuskan sama maupun berbeda
sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja VENE
dimaksud serta sesuai dengan kontribusinya dalam
Kegiatan tersebut.

Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA
| serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana

pmm——

.I Direktorat Bina Operasi dan | Direktorat Bina ,
|| Pemeliharaan | Penatagunaan SDA
I I
[ Sasaran Keglatan | Sasaran Keglatan i
Meningkatnya kinerja layanan OP Meningkatnya layanan permbinaan
Sarana prasarana SDA | bidang operasi dan perneliharasn
i I $arana prasarans SOA |

——

Gambar 11. Contoh Sasaran Kegiatan pada Kegiatan Lintas

f, Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur untuk
menilai capaian kinerja Kegiatan dan rumusannya dapat
bersifat kualitatif/ kuantitatif, Penyusunan Indikator Kinerja
Kegiatan sebagaimana dimaksud harus memenuhi kaidah
sebagai berikut:

1} Indikator Kimnerja Kegiatan disusun sesuai tugas dan
fungsi masing-masing unit kerja;

2] Indikator Kinerja Kegiatan dapat menggunakan:

a) Indikator yang sudah secara umum digunakan di
mana data pengukuran pencapaian kinerjanyva
dilakukan oleh instansi lain sehingga K/L
bersangkutan dapat menggunakan data ini secara
langsung, seperti: (i) APK (Angka Partisipasi Kasar);
(i) APM (Angka Partisipasi Mumi); dan (i) IHSG
(Indeks Harga Saham Gabungan); dan/atau

b} Indikator vang disusun sendiri oleh
Kementerian /Lembaga bersangkutan di mana data
pengukuran pencapaian kinerjanya dilakukan olch
K/L tersebur,

3} Dalam .
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3) Dalam hal Kementerian/Lembaga ditugaskan untuk
mengampu Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan
pada RPJM Nasional, Indikator Kinerja Kegiatan
disusun dengan menggunakan nomenklatur vang telah
ditetapkan dalam Prioritas Pembangunan terkait.

4) Indikator Kinerja Kegiatan harus bersifat spesifik,
terukur, dan dapat dievaluas! berdasarkan periode
waktu tertentu;

2] Dalam hal Kegiatan vang digunakan bersifat lintas,
maka Indikator Kinerja Kegiatan dirumuskan berbeda
sesual dengan tugas dan fungsi unit kerja yang
dimaksud serta sesuai dengan kontribusinva dalam
Kegiatan tersebut,

Operasl dan Pemelharsan Sarana Prasaranas SDA serta |

L Penan rgan Darurst Akibat Bencana
Direkctorat Bina Operasi dan ] Dérektorat Bina
+ X
i_ Sazaran Keglatan i Sasaran Keglatan .
| Meningkatnya kinerja layanan OF Meningkatrya layanan pemsmaan |
S3rana prasarans S0 bidang operasi dan pemeltharaan
| — sarana ;l'ii-ll'il'li SDA
| indikator Kinerjs Keglatan | indikator Kinerja Kegiatan
| Persentase jumlah prasarana 5DA | Persentase pencapalan tange!
| ! yang di O sesual AKNOP _ layanan prasarara 508
Gambar 12, Contoh Indikator Kinerja Kegiatan pada Kegiatan
Lintas
g. Target Kinerja Sasaran Kegiatan disusun dengan

memperimbangkan, antara lain:

1} Target harus menggambarkan angka kuantitatif
dan satuan yang akan dicapai dari sctiap Sasaran
Kegiatan;

2} Target kinerja Sasaran Program diukur melalui
Indikator Kinerja Kegiatan;

3] penetapan Target harus logis, relevan dengan
Indikator Kinerjanya, dan berdasarkan basis data
vang jelas; dan

4) penctapan Target harus mempertimbangkan
kapasitas pelaksanaan dari unit kerja terkait;

h. Koordinator . . .
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Koordinator Kegiatan merupakan unit kerja vang
mengoordinasikan pelaksanaan Kegiatan.

Kegiatan, Sasaran HKegiatan, Indikator Kinerja Sasaran
Kegiatan dan koordinator Kegiatan dituangkan secara daring
dalam Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL.

Keluaran Kegiatan [outpuf)

Keluaran Kegiatan (output] adalah barang atau jasa vang

dihasilkan oleh unit kerja pelaksana. Penvusunan Keluaran
kegiatan (outpuf) pada Renstra-KL. harus memenuhi kaidah
penyusunan sebagai berikut:

.

Keluaran Kegiatan (output] disusun sesuai Struktur data
Keluaran Kegiatan (outpuf), vang terdiri atas:

1) Klasifikasi Rincian Output (KRO), yakni kumpulan atas
rincian output yang disusun dengan mengelompokkan
atau mengklasifikasikan muatan Keluaran Kegiatan
{output) yang sejenis/ serumpun berdasarkan
sektor/bidang/jenis tertentu secara sistematis,

2}  Rincian Output (RO}, yakni Keluaran Kegiatan (output)
riil yang sangat spesifik yang dihasilkan oleh unit kerja
Kementerian/Lembaga vyang berfokus pada isu
dan/atau Lokasi tertentu serta berkaitan langsung
dengan tugas dan fungsi unit kerja tersebut dalam
mendukung pencapaian Sasaran Kegiatan yang telah
ditetapkan.

keluaran Kegiatan {oufput] harus dilengkapi dengan indikasi
Lokasi, indikasi kebutuhan alokasi pendanaan, dan Target
kinerja,

Dalam hal Keluaran Kegiatan (outpufi mendulung
pencapaian prioritas nasional, muatan Keluaran Kegiatan
{output] tersebut dituangkan dalam Kegiatan vang berada di
bawah Program teknis;

Keluaran Kegiatan (outpuf) dituangkan secara daring dalam
Sistemn Informasi KRISNA-RENSTRAKL.

13. Kerangka . . .
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Kerangka Pendanaan

Kerangka Pendanaan menggambarkan strategi dan indikasi
kebutuhan pendanaan untuk Program dan Kegiatan guna
mencapai Target kinerja vang telah ditetapkan. Adapun
penyusunan  kerangka  pendanaan  dilakukan  dengan
memperhatikan kaidah-kaidah berikut:

d. HKerangka Pendanaan disusun dalam perspektil jangka
menengah (3 (lima) tahun) dan bersifar indikasi;

b. Kerangka Pendanaan disusun sesuai Program, Kegiatan dan
Keluaran Kegiatan (oufput] vang direncanakan;

c. Kerangka Pendanaan disusun dengan mempertimbangkan
realisasi anggaran dan capaian Target selama 5 (lima) tahun
periode Renstra-KL sebelumnya;

d. Kerangka Pendanaan diprioritaskan untuk mendanai
kebutuhan dalam rangka mencapai Target pembangunan
pada RPJM Nasional sesuai tanggung  jawab
Kementernan,/Lembaga terkait;

e. kerangka Pendanaan dapat memuat bauran sumber
pendanaan baik yvang bersumber dari APBN mapun sumber
pendanaan lainnyva vang sah, Dalam menecntukan sumber
sehagaimana dimaksud, Kementerian/Lembaga
memperhatikan kerangka pendanaan jangka menengah
dalam RPJM Nasional;

f. Kerangka pendanaan sebagaimana dimaksud memuat
identifikasi kerangka pendanaan terkait dukungan terhadap
kegiatan prioritas berupa APBN, sumber pendanaan lainnya
yvang sah termasuk pendanaan Non-APBN, swasta, dan/atau
pendanaan inovatif lainnya; dan

g. Kerangka pendanaan juga memuat identifikasi sumber
pendanaan program K /L dengan rincian indikasi pendanaan
tahunan.

Cambar 1.3, ..
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Gambar 13. Hubungan Kerangka Logis Kementerian/ Lembaga dengan
Pencapatan Pembangunan Nasional
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[lI. Mekanisme Penyusunan Rancangan Teknokratik Rencana Strategis

Kementerian /Lembaga dan Fancangan Rencana Strategis
Kementerian/Lembaga

Penyusunan Renstra-KL merupakan bagian yang tidak terpisahlkan
dalam proses penyusunan RPJM Nasional. Penyusunan kedua dokumen
perencanaan tersebut dilakukan secara paralel, dimana hasil dari
rangkaian kegiatan akan saling melengkapi bagi proses yang lainnya.
Sebagaimana dimuat dalam Pasal 7 Peraturan Presiden ini, tahapan
penyvusunan Renstra-KL meliputi:

penyusunan Rancangan Teknokratik Renstra-KL;
penvusunan rancangan Renstra-KL;

penclaahan rancangan Renstra-KL;

penyvesuaian rancangan Renstra-KL; dan
persefijuan rancangan Renstra-KL,

Dalam tahapan penyusunan Renstra-KL tersebut, dilakukan
penyusunan dokumen rancangan Renstra-KL vang dibagi menjadi 4
[empat] alur tahapan penyusunan dokumen Renstra-KL sebagai berikut:

bW

1. Penyusunan Rancangan Teknokratik Renstra-KL
4. Penyusunan Rancangan Awal Renstra-KL

3. Penyusunan Rancangan Rensira-KL

4. Penyesuaian Rancangan Renstra-KL

Tahapan penyusunan Renstra-kL sebagaimana dimaksud dapat
dikategorikan dalam 2 (dua) proses, yakni:

1. Proses Teknokratik

Proses Teknokratik dalam penyusunan Renstra-KL merupakan
proses perencanaan yang dilakukan dengan menggunakan metode
dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi obyektif
dengan mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan selama
pericde rencana benkutnya. Proses teknokratik ini menghasilkan
Rancangan Teknokratik Renstra-KL.

Penyusunan Rancangan Teknokratik Renstra-KL dilakukan
dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan di
sektor vang sesuai dengan tugas dan kewenangannya serta aspirasi
Masyarakat. Penyusunan Rancangan Teknokratik Renstra-KL terlebih
dahulu berpedoman pada konsep rancangan Teknokratik RPJM
Nasional, untuk selanjutnya dimutakhirkan terhadap Rancangan
Teknokratik RPJM Nasional. Oleh karena itu, penentuan Visi, Misi,
Tujuan, Sasaran Strategis, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan,
Indikator Kinerja, Target kinerja, dan kerangka pendanaan
Kementerian/Lembaga selama 5 (lima) tahun juga harus berfokus
pada pencapaian sasaran pembangunan pada RPJM Nasional.

Adapun . . .
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Adapun mekanisme penyusunan Rancangan Teknokratik

Rencana Strategis Kementeran, Lembaga adalah sebagai berikut:

.

SK No 257052 A

Kementerian/Lembaga menyusun Rancangan Teknokratik
Renstra-KL yang dapat dimulai pada bulan November 2 (dua)
tahun sebelum tahun pertama periode Renstra-KL berkenaan;

Dalam rangka penyvusunan Rancangan Teknokratik Renstra-KL,
Kementerian /Lembaga melakukan:

1} koordinasi dengan Kementerian Perencanaan untuk
mengidentifikast kebijakan sektoral dan kewilayahan terkait
sesual dengan konsep rancangan teknokratik RPJM
Nasional;

2]  evaluasi pencapaian Program dan Kegiatan yang didasarkan
pada sasaran dan/atau standar kinerja vang telah
ditetapkan dalam dokumen Renstra-KL periode sebelum nya;

3]  penjaningan aspirasi Masyarakat terkait pemenuhan
kebutuhan barang publik, layanan publik, dan regulasi
dalam lingkup kewenangan HKementerian/Lembaga vang
didapatkan dari proses penjaringan aspirasi oleh
Kementerian/Lembaga melalui wadah dan mekanisme vang
akuntabel seperti forum konsultasi, forum diskusi kelompok
terarah (focus group discussion), media cetak dan media
elektronik, situs web (website), dan metode penjaringan
aspirasi lainnya vang akuntabel; dan

4]  koordinasi dengan pemerintah daerah untuk
mengidentifikasi pembagian tugas dalam pencapaian
sasaran Pembangunan Nasional,

Kementerian/Lembaga menyusun Rancangan Teknokratik
Renstra-KL dengan berfokus pada penyusunan muatan-muatan
pada dokumen tertulis Renstra-KL;

Kementerian/Lembaga melakukan penyesuaian Rancangan
Teknokratik Renstra-KL terhadap Rancangan Teknokratik RPJM
Nasional;

2. Proses . . .
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2.  Proses Politik

Proses politik dalam penyusunan Renstra-KL merupakan proses
penyclarasan rancangan Renstra-KL dengan visi, misi, dan pProgram
prioritas Presiden dan Wakil Presiden, Proses politik ini merupakan
lanjutan dari proses teknokratik, yang akan menghasilkan rancangan
awal Renstra-KL, rancangan Renstra-KL dan penvesuaian rancangan
Renstra-KL.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, penyusunan
rancangan Renstra-KL dilakukan dengan berpedoman pada
rancangan awal RPJM Nasional yvang telah memuat visi, misi, dan
program prioritas Presiden dan Wakil Presiden. Mempertimbangkan (i)
pelantikan Presiden dan Wakil Presiden; dan (ii) berbagai amanat
terkait penyusunan Renstra-KL dan RPJM Nasional dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Nasional vang perlu diselesaikan sampai
dengan 3 (uga) bulan setelah Presiden dan Wakil Presiden dilantik,
maka Kementerian/Lembaga terlebih dahulu menyusun rancangan
awal Renstra-KL sebagai bentuk penyempurnaan atas Rancangan
Teknokratik Renstra-KL terhadap konsep rancangan awal RPJM
Nasional. Hal tersebut bertujuan untuk menjembatani terbatasnya
waktu penyusunan rancangan Renstra-KL.

Rancangan awal Renstra-KL akan disempurnakan menjadi
rancangan Renstra-kKL dengan mengacu pada rancangan awal RPJM
Nasional, Rancangan Renstra-KL selanjutnya akan ditelaah melalui
Pertemuan Dua Pihak, yang hasilnya menjadi dasar bagi
Kementerian/Lembaga untuk melakukan perbaikan terhadap
rancangan Renstra-KL. Adapun perbaikan sebagaimana dimaksud
akan disesuaikan dengan Peraturan Presiden mengenai RPJM
Nasional, untuk selanjutnya ditelaah kembali melalui Forum
Penyesuaian.

Adapun mekanisme penyusunan rancangan awal Renstra-KL,
rancangan Renstra-KL dan penyesuaian rancangan Renstra-KL
scbagaimana diuraikan di atas adalah sebagai berikut:

a. Mekanisme Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis

Kementerian/Lembaga
1)  Kementerian/Lembaga menyusun rancangan awal Renstra-
KL setelah kementerian Perencanaan menyampaikan konsep
rancangan awal RPJM Nasional kepada
Kementerian/Lembaga yang memuat visi, misi dan program
prioritas calon Presiden dan wakil Presiden peraih suara
terbanyak berdasarkan pengumuman Komisi Pemilihan

Umum,

2) Kementerian . . .
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Kementerian/Lembaga menyusun rancangan awal Renstra-
KL dengan menyvesuaikan Rancangan Teknokratik Renstra-
KL terhadap sasaran dan prioritas Pembangunan Nasional
pada konsep rancangan awal RPJM Nasional;

Kementerian/Lembaga melakukan pembahasan dengan
Kementerian Perencanaan untuk memastikan keselarasan

rancangan awal Renstra-KL dengan konsep rancangan awal
RPJM Nasional.

Mekanisme Penyusunan Rancangan Rencana Strategis
Kementerian/Lembaga

1)

2]

4

2

B

7)

8

Kementerian/Lembaga menyusun rancangan Renstra-KL
setelah Kementerian Perencanaan menyampaikan rancangan
awal RPJM Nasional kepada Kementerian/Lembaga yang
memuat visi, misi, dan program prioritas Presiden dan Wakil
Presiden;

Kementerian/Lembaga menyusun rancangan Renstra-KL
dengan menyesuaikan rancangan awal Renstra-KL terhadap
sasaran dan prioritas Pembangunan Nasional pada
rancangan awal RPJM Nasional;

Kementerian/ Lembaga menyusun muatan dokumen tertulis
rancangan Renstra-KL  sesuai  sistematika penulisan
dokumen tertulis Renstra-KL dan kaidah penyusunan
Renstra-KL;

Kementerian/Lembaga melakukan penyvusunan data dan
informasi rancangan Renstra-KL melalui penuangan (input)
data melalui Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL;

Kementerian/Lembaga menyampaikan konsep (draff] atas
dokumen tertulis rancangan Renstra-KL kepada Kementerian
Perencanaan;

Kementerian/Lembaga menvampaikan data dan informasi
rancangan Renstra-KL secara danng pada Sistem Informasi
KRISNA-RENSTRAKL;

Kementerian/Lembaga dan Kementerian Perencanaan
melakukan penelaahan atas dokumen tertulis serta data dan
informasi rancangan Renstra-KL melalui Pertemuan Dua
Pihak;

Kementerian/Lembaga melakukan perbaikan atas dokumen
tertulis serta data dan informasi rancangan Renstra-KL
berdasarkan hasi penclaahan rancangan Renstra-KL;

9) Kementerian . . .
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Kementerian/Lembaga menyampaikan perbaikan atas
dokumen tertulis rancangan Renstra-KL kepada Kementerian
Perencanaan;

Kementerian/Lembaga menyampaikan perbaikan atas data
dan informasi rancangan Renstra-KL secara daring pada
Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL.

Mekanisme — Penvesuaian Hancangan Rencana  Strategis
Kementerian /Lembaga

1]

2]

3]

4]

5]

&)

7)

8]

9

Kementerian/Lembaga melakukan penvesuaian rancangan
Renstra-KL setelah Kementerian Perencanaan menetapkan
Peraturan Presiden mengenai RPJM Nasional;

Kementerian/Lembaga melakukan penyesuaian rancangan
Renstra-KL terhadap sasaran dan prioritas Pembangunan
Nasional pada RPJM Nasional;

Kementerian/Lembaga melakukan penyesuaian atas muatan
dokumen tertulis rancangan Renstra-KL sesuai sistematika
penulisan dokumen tertulis Renstra-KL dan  kaidah
penyusunan Renstra-KL,

Kementerian/Lembaga melakukan penyesualan atas data
dan informasi rancangan Renstra-KL melalui penuangan
{input) data melalui Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL;

Kementerian/Lembaga menyampaikan konsep (drafli atas
penvesuaian dokumen tertulis rancangan Renstra-KL kepada
Kementerian Perencanaan;

Kementerian/Lembaga menyampaikan penyesuaian atas
data dan informasi rancangan Renstra-KL secara daring pada
Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL;

Kementerian/Lembaga dan Kementerian Perencanaan
melakukan penelaahan atas penyesuaian dokumen tertulis
gerta data dan informasi rancangan Renstra-KL melalui
Forum Penyesuaian vang dikoordinasikan oleh Kementerian
Perencanaan,

Kementerian/Lembaga melakukan perbaikan atas
penyesuaian dokumen tertulis serta data dan informasi
rancangan Renstra-KL berdasarkan hasil kesepakatan pada
Forum Penyesuaian;

Kementerian/Lembaga menyampaikan rancangan akhir
dokumen tertulis rancangan Renstra-KL wyang memuat
perbaikan berdasarkan hasil kesepakatan pada Forum
Penyesuaian kepada Kementerian Perencanaan;

10) Biro . . .



FPRESIDEMN
REFLUBLIK INDOMESIA
¥, o

10) Kementerian/Lembaga menyampaikan rancangan akhir data
dan informasi rancangan Renstra-KL yang memuat perbaikan
berdasarkan hasil kesepakatan pada Forum Penyesuaian
secara daring pada Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL.

IV. Kaidah Pelaksanaan Penyusunan Renstra-KL

1.

Ketentuan mengenal proses penyusunan rencana strategis pada
tingkat organisasi dan/atau unit kerja yang lebih rendah dar
Kementerian/Lembaga sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan dapat diatur lebih lanjut oleh masing-masing
Kementerian/Lembaga,

Penyusunan rencana strategis pada tingkat organisasi dan/atau unit
kerja yang lebih rendah wajib mengacu pada Renstra-KL;

Lembaga Tinggi Negara yang telah memiliki Bagian Anggaran (BA)
wajib menyusun Renstira Lembaganya berdasarkan Peraturan
Presiden ini, dengan tetap mengacu kepada target capaian yang
ditetapkan dalam RPJM Nasional;

Penyusunan Renstra-KL dilakukan dengan mempertimbangkan
kebijakan manajemen risiko Pembangunan Nasional; dan

Penyusunan Renstra-KL dilakukan dengan memperhatikan
kesesuaian dengan Bab V RPJM Nasional terkait pendanaan
pembangunan dan Bab VI RPJM Nasional terkait pengendalian,
evaluasi, dan tata kelola data pembangunan dengan memperhatikan
manajemen kinerja dan manajemen risiko.

V. Format . .,
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V. Format dalam Penyusunan Lampiran Renstra-KL

1. Format dalam Penyusunan Lampiran Renstra-KL sebagaimana dimaksud pada Bab im akan digunakan oleh
Kementerian/ Lembaga dalam menyusun bagian Lampiran pada dokumen tertulis Renstra-KL.

2. Format dalam Penyusunan Lampiran Renstra-KL sebagaimana dimaksud pada Bab ini juga akan diterapkan sebagai
format laporan hasil olah data pada Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL.

3. Format dalam Penyusunan Lampiran Renstra-KL sebagaimana dimaksud pada Bab im dapat disesualkan sesual
kebijakan perencanaan jangka menengah sebagaimana ditetapkan oleh Kementenan Perencanaan.

4. Format dalam Penyusunan Lampiran Renstra-KL sebagaimana dimaksud pada Bab ini lerdiri atas:

a. Format 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian/Lembaga

Program/ Sar Program |[Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit
Kegiatan outcome)/Sasaran
tan
output)/Indikator | 2025 [2026 [2027 | 2028 | 2029 2025
KEMENTERIAN/LEMBAGA XXX

Sasaran Eimtugh 1

- Indikator . . .
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- Indikator Kinerja Sasaran
Strategis
- Indikator Kinerjo Sasaran
Strategis

Sasaran Strategis 2
~Indikator Kinerja Sasaran
Strategis

Sasaran Program (Outcome)
1

- Indikator Kinerja Program

- Indikator Kinerja Program
Sasaran Program (Outcome)
2

- Indikator Kinerjua Program XXX | XXX]| XXX | XXX

' Kegiatan 1:
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Sasaran Kegiatan

- Indikator Kinerja Kegiatan

- Indikator Kinerja Kegiatarn

oufput

Sasaran Kegiatan

- Indikator Kinerja Keguatan

output

Kegiatan 2:

Sasaran Kegiatan

- Indikator Kinerja
Kegiatan

- Indikator Kinerja
Kegiatan

output

D&t
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b. Format 2. Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah
terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kementerian/Lembaga
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Kegiatan | Penugasan Alokasi APBN Alokasi Non-APBN Total
Prioritas/ Indikator Target (dalam juta rupiah) (dalam juta rupiah) |dalam juta rupiah)
Proyek Prioritas
202520262027 (2028 20292025 2026 202T 2028 L2029 2025 2026 2027 2028 2029120252026 2027 2028 2029
|
3. Format . . .




PRESIDEN
REPUBLIK INDOMNESIA

-4 -

c. Format 3. Matriks Kerangka Regulasi

V1. PENUTUP. ..
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V. PENUTUP

Sesual amanat Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan  Nasional,
Kementerian/Lembaga menyusun Renstra-KL untuk sektor yang
menjadi tugas dan kewenangannya dengan mengacu pada Peraturan
Presiden mengenai RPJM Nasional. Untuk menjaga pelaksanaan amanat
tersebut, Kementerian/Lembaga berkoordinasi denpgan Kementerian
Perencanaan melakukan penyusunan Renstra-KL sesuai tahapan,
kaidah penyusunan dan mekanisme penyusunan Renstra-KL
scbagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

1 Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukuym,
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PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 80 TAHUN 2025

TENTANG

PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA
KERJA KEMENTERIAN /[LEMBAGA

TATA CARA PENELAAHAN, PENYESUAIAN, DAN PERSETUJUAN
RANCANGAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN/LEMBAGA

I. KAIDAH UMUM PENELAAHAN, PENYESUAIAN, DAN PERSETUJUAN
RANCANGAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN/LEMBAGA

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penvusunan Rencana
Pembangunan Nasional dan Pasal 13 Peraturan Presiden ini, Kementerian
Perencanaan melakukan penelaahan Renstra-KL. Penelaahan bertujuan
untuk memastikan Kebijakan dapat konsisten dengan sasaran Prioritas
Pembangunan dan/atau kerangka ckonomi makro dalam rancangan awal
RPJM Nasional yang dapat terjabarkan ke dalam sasaran tujuan
Kementerian/Lembaga dan sasaran tugas vyang akan dilaksanakan
pemerintah daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya. Penelaahan
Renstra-KL  dilakukan melalui Pertemuan Dua Pihak dan Forum
Penyesuaian yang dapat melibatkan Kementerian/Lembaga yang
berkepentingan. Dalam Pertemuan Dua Pihak dan Forum Penyesuaian,
Kementerian  Perencanaan memberikan persetujuan  atas rancangan
Renstra-KL. Dalam rangka mendukung penelaahan Renstra-KL, perlu diatur
mengenal tata cara penelaahan Renstra-KL yang di dalamnya mengatur
secara lebih rinci mengenai aspek penelaahan, fokus penelaahan,
mekanisme penelaahan, syvarat dan ketentuan penelaah, serta tindak lanjut
atas hasil penelaghan Renstra-KL.

A. Tujuan Tata Cara Penelaghan Rancangan Rensira-KL

Tata cara penelaahan rancangan Renstra-KL melalui Pertemuan Dua
Pihak dan Forum Penyesuaian ini bertujuan untuk:

1. Memberikan penjelasan secara rinci mengenai tata cara penelaahan
rancangan Renstra-KL,

2. Memberikan . . .
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2. Memberikan panduan bagi Kementerian Perencanaan,

Kementerian/Lembaga,

dan pihak terkait dalam melakukan

pembahasan dan penelaahan terhadap rancangan Renstra-KL; dan

Memastikan dalam proses penelaahan rancangan Renstra-KL
konsisten dengan RPJM Nasional.

B. Hal-hal yang Menjadi Fokus Utama Penelaahan dalam Pertemuan Dua
Pihak dan Forum Penyesuaian

Penelaahan oleh Kementerian Perencanaan dilakukan terhadap

semua substansi muatan Renstra-KL beserta dokumen pendukungnya,
namun demikian terdapat penckanan (fokus) baik pada Pertemuan Dua
Pihak dan Forum Penvesuaian.

1.

SK No 257079 A

Penelaahan melalui Pertemuan Dua Pihak dilakukan untuk
memastikan:

a.

Visi dan Misi merupakan penjabaran visi dan misi Presiden dan
Wakil Presiden scbagaimana tertuang dalam rancangan awal
RPJM Nasional yang telah disesuaikan dengan tugas dan fungsi
Kementerian /Lembaga;

Tujuan dan indikator Tujuan selaras dengan  sasaran
Pembangunan Nasional dalam RPJM Nasional;

Sasaran Strategis mendukung pencapaian visi dan misi Presiden
dan Wakil Presiden scrta berdasarkan pada sasaran Prioritas
pembangunan dan/atau kerangka ekonomi makro dalam
rancangan awal RPJM Nasional;

Kebijakan, Program, dan Kegiatan konsisten dengan kebijakan
nasional dalam rancangan awal RPJM Nasional,

Program dan Kegiatan sesual dengan pembagian urusan
kewenangan pusat dan daerah;

Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan mendukung pencapaian
sasaran Prioritas Pembangunan dalam rancangan awal RPJM
Masional;

Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan sesuai dengan
kebijakan pengembangan wilayah dalam rancangan awal RPJM
Nasional, dalam hal Program dan Kegiatan terkait dengan
daerah;

Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program,
dan Indikator Kinerja Kegiatan mendukung pencapaian
Indikator Kinerja pada Prioritas Pembangunan dalam rancangan
awal RPJM Nasional;

i. indikasi . ..
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indikasi Keluaran Kegiatan {owetpu) prioritas
Kementerian/Lembaga beserta indikatornyva mendukung
pencapaian Prionitas Pembangunan pada rancangan awal RPJM
Nasional;

muatan rancangan Renstra-KL sesual dengan tugas dan fungsi
kementerian/Lembaga;

keterkaitan antara;

] Tujuan dengan Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga;
2) Program dengan Sasaran Program;

3] Kegiatan dengan Sasaran Kegilatan; dan

4| Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga dengan Sasaran
Program dan Sasaran Kegiatan.

sumber daya yang diperlukan secara keseluruhan layak menurut
kerangka ekonomi makro vang tertuang dalam rancangan awal
RPJM Nasional,

. kesesuaian materi muatan Renstra-KL dengan materi muatan

RPJM Nasional, termasuk antara lain:

1} kesesuaian materi muatan Renstra-KL dengan Bab V RPJM
Masional terkait pendanaan pembangunan;

2} kesesuaian materi muatan Renstra-KL dengan Bab VI REJM
Nasional terkait pengendalian, evaluasi, dan tata kelola data
pembangunan dengan memperhatikan manajemen kineria
dan manajemen rsiko,

n. materi muatan identifikasi indikasi risiko dalam Renstra-KL.;

kesesuaian Kerangka Regulasi, kerangka kelembagaan,
kerangka pendanaan dengan tugas dan fungsi
Kementerian/Lembaga dalam rangka pencapaian Visi, Misi, dan
Tujuan Kementerian/Lembaga untuk melaksanakan Prioritas
Pembangunan yang terdapat dalam rancangan awal RPJM
Nasional;

kesesuaian Kerangka Regulasi Kementerian/Lembaga pada
rancangan Renstra-KL terhadap Kerangka Regulasi nasional
pada rancangan awal RPJM Nasional;

kesesuaian kerangka kelembagaan Kementerian/Lembaga pada
rancangan Renstra-KL terhadap kerangka kelembagaan
nasional pada rancangan awal RPJM Nasional; dan

r. kesesuaian . . .
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r. kesesuaian kerangka pendanaan Kementerian/Lembaga pada
rancangan Renstra-KL terhadap Arah Kebijakan dan strategi
pendanaan nasional serta kerangka ekonomi makro pada
rancangan awal RPJM Nasional,

2. Penelaahan melalui Forum  Penyesuaian  dilakukan untuk
memastikan:

a. Visi dan Misi merupakan penjabaran visi dan misi Presiden dan
Wakil Presiden sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden
mengenai RPJM Nasional yang telah disesuaikan dengan tugas
dan fungsi Kementerian / Lembaga;

b. Tujuan dan indikator Tujuan selaras dengan sasaran
Pembangunan Nasional dalam RPJM Nasional:

c. Sasaran Strategis mendukung pencapaian visi dan misi Presiden
dan Wakil Presiden serta berdasar pada sasaran Prioritas
pembangunan dan/atau kerangka ekonomi makro dalam
Peraturan Presiden mengenai RPJM Nasional:

d. Kebijakan, Program, dan Kegiatan konsisten dengan kebijakan
nasional dalam Peraturan Presiden mengenai RPJM Nasional;

€. Program dan Kegiatan sesuai dengan pembagian urusan
kewenangan pusat-daerah serta memperhatikan hasil
musyawarah perencanaan pembangunan jangka menengah
nasional;

[. Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan mendukung
pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan dalam Peraturan
Presiden mengenai RPJM Nasional,

g Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan sesuai dengan
kebijakan pengembangan wilayah dalam Peraturan Presiden
mengenai RPJM Nasional, dalam hal Program dan Kegiatan
terkait dengan daerah;

h. Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program,
dan Indikator Kinerja Kegiatan mendukung pencapaian
Indikator Kinerja pada Prioritas Pembangunan dalam Peraturan
Presiden mengenai RPJM Nasional;

1. indikasi Keluaran Kegiatan (output) prioritas
Kementerian/Lembaga beserta  indikatornya mendukung
pencapaian Prioritas Pembangunan pada RPJM Nasional:

J. muatan penycsuaian rancangan Renstra-KL sesual dengan
tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga sebagaimana tertuang
dalam Peraturan Presiden mengenai Kementerian/Lembaga dan
Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga mengenai
struktur organisasi dan tata kerja Kementerian/Lembaga;

k. keterkaitan . . .
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keterkaitan antara:

1} Tujuan dengan Sasaran Strategis Kemente rian / Lembaga;
2] Program dengan Sasaran Program;

3] Kegiatan dengan Sasaran Kegiatan: dan

4] Basaran Strategis Kementerian /Lembaga dengan Sasaran
Program dan Sasaran Kegiatan.

sumber daya yang diperlukan secara keseluruhan layak
menurut kerangka eckonomi makro vang tertuang dalam
Peraturan Presiden mengenai RPJM Nasional:

» kesesuaian materi muatan Renstra-KL dengan materi muatan

RPJM Nasional, termasuk antara lain:

1} kesesuaian materi muatan Renstra-KL dengan Bab V RPJM
Nasional terkait pendanaan pembangunan;

2) kesesuaian materi muatan Renstra-KL dengan Bab VI RPJM
Nasional terkait pengendalian, evatuasi, dan tata kelola data
pembangunan dengan memperhatikan manajemen kinerja
dan manajemen risiko;

- materi muatan identifikasi indikasi risiko dalam Renstra-KL;

kesesualan  Kerangka Regulasi, kerangka kelembagaan,
kerangka pendanaan dengan tLgas dan fungsi
Kementerian/Lembaga dalam rangka pencapaian Visi, Misi, dan
Tujuan Kementerian/Lembaga untuk melaksanakan Prioritas
Pembangunan vang terdapat dalam Peraturan Presiden
mengenai RPJM Nasional;

kesesuaian Kerangka Regulasi Kementerian/Lembaga pada
rancangan Renstra-KL terhadap Kerangka Regulasi nasional
pada Peraturan Presiden mengenai RPJM Nasional;

kesesuaian kerangka kelembagaan Kementerian/Lembaga pada
rancangan Renstra-KL terhadap kerangka kelembagaan
nasional pada Peraturan Presiden mengenai RPJM Nasional: dan

kesesuaian kerangka pendanaan Kementerian/Lembaga pada
rancangan Renstra-KL terhadap Arah Kebijakan dan strategi
pendanaan nasional serta kerangka ekonomi makro pada
Peraturan Presiden mengenai RP.JM Nasional.

C. Aspek . . .
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C. Aspek-aspek Penelaahan dalam Perternuan Dua Pihak dan Forum
Penvesuaian

1. Aspek adrninistratif meliputi:

a.

kelengkapan struktur muatan dokumen rancangan Renstra-KL;

b. kelengkapan data dan informasi rancangan Renstra-KL yang

c:

tertuang dalam Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL:

dokumen pendukung yvang menggambarkan tugas dan fungsi
Kementerian/Lembaga antara lain:

1) Peraturan Presiden mengenai Kementerian/Lembaga!

4) Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga mengenai
struktur organisasi dan tata kerja Kementerian/ Lembaga; dan

3) dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Kementerian
Perencanaan sebagai dasar dalam melakukan penelaahan.

2. Aspek kelayakan usulan antara lain meliputi:

SK No 257075 A
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b.

kesesualan Visi dan Misi vang diusulkan dengan tugas dan
fungsi Kementerian / Lembaga;

kescsualan Visi dan Misi vang diusulkan dengan visi dan misi
Presiden dan Wakil Presiden dan sebagaimana tertuang dalam
rancangan awal RPJM Nasional dan/atau Peraturan Presiden
mengenal RPJM Nasional:

kesesuaian Tujuan dan indikator Tujuan yvang diusulkan dengan
sasaran Pembangunan Nasional dalam RPJM Nasional:

kesesualan Sasaran Strategis yang diusulkan dengan tugas dan
fungsi Kementerian / Lembaga;

kesesuaian Sasaran Strategis beserta indikator dan target
kinerjanya yang diusulkan dengan dukungan terhadap
pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan dan/atau kerangka
ekonomi makro secbagaimana tertuang dalam rancangan awal
RPJM Nasional dan/atau Peraturan Presiden mengenai RPJM
MNasional;

kesesuaian Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian/Lembaga
dengan tugas dan fungsi Kementerian /Lembaga;

kesesuaian Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian/Lembaga
dengan dukungan terhadap Arah Kebijakan strategi nasional
scbagaimana tertuang dalam rancangan awal RPJM Nasional
dan/atau Peraturan Presiden mengenai RPJM Nasional;

h. kesesuaian . . .
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kesesualan Kebijakan, Program, dan Kegiatan dengan tugas dan
fungsi Kementerian/Lembaga;

kesesuaian Kebijakan, Program, dan Kegiatan konsisten dengan
kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam rancangan awal
RPJM Nasional dan/atau Peraturan Presiden mengenai RPJM
MNasional;

kesesuaian Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan beserta
indikator dan Target kinerjanya dengan tugas dan fungsi
Kementerian/Lembaga;

kesesuaian Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan beserta
indikator dan Target kinerjanya dengan dukungan terhadap
pencapaian sasaran Pembangunan Nasional pada rancangan
awal RPJM Nasional dan/atau Peraturan Presiden mengenaj
RP.IM Nasional:

kesesuaian indikasi Keluaran Kegiatan (output) beserta indikasi
Lokasi dan Target yang diusulkan dengan tugas dan fungsi
Kementerian/ Lembaga;

- kesesuaian indikasi Keluaran Kegiatan (outpuf) beserta indikasi

Lokasi dan Target yang diusulkan dengan dukungan terhadap
indikasi Keluaran Kegiatan (output) prioritas pada rancangan
awal RPJM Nasional dan/atau Peraturan Presiden mengenai
RPJM Nasional;

. kesesuaian indikator Keluaran Kegiatan ({outpuf) terhadap

indikator Prioritas Pembangunan;

kesesualan kerangka logis Sasaran Strategis, Sasaran Program,
dan Sasaran Kegiatan beserta indikatornya yang disusun dengan
menggunakan pendekatan top-down (cascading);

keterkaitan antara Program, Kegiatan, dan Keluaran Kegiatan
loutput}, dengan Sasaran Strategis, Sasaran Program, Sasaran
Kegiatan dan Indikator Kinerja;

kesesuaian Program, Kegiatan, dan Keluaran Kegiatan (output)
dengan kaidah penyusunan sebagaimana diatur dalam
Lampiran [ Peraturan Presiden ing;

kelayakan atas usulan kebutuhan sumber dava terhadap
kerangka ekonomi makro yang tertuang dalam rancangan awal
RPJM Nasional dan/atau Peraturan Presiden mengenai RPJM
Nasional,

kesesuaian Kerangka Regulasi Kementerian/Lembaga pada
rancangan Renstra-KL terhadap Kerangka Regulasi nasional
pada Peraturan Presiden mengenai RPJM Nasional;

t. kesesuatan . . .
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. kesesualan kerangka kelembagaan Kementerian/Lembaga pada
rancangan Renstra-KL terhadap kerangka kelembagaan nasional
pada Peraturan Presiden mengenai RPJM Nasional; dan

u. kesesuaian kerangka pendanaan Kementerian/Lembaga pada
rancangan Renstra-KL terhadap Arah Kebijakan dan strateg
pendanaan nasional serta kerangka ekonomi makro pada
Peraturan Presiden mengenal RPJM Nasional.

3. Aspek kesiapan dilakukan dengan mengacu pada dokumen
pendukung kesiapan kegiatan, Hal vang perlu ditelaah antara lain:

a. desain umum pelaksanaan kegiatan;

b. organisasi pelaksana kegiatan dan kapasitas instansi
pelaksanaan;

c. indikasi kebutuhan lahan dan relokasi; dan/atau
d. mekanisme pemantauan dan evaluasi.

4. Aspek Lokasi dengan memastikan agar indikasi Lokasi sesuail
dengan arahan prioritas kebutuhan pembangunan wilayah
sebagaimana tertuang dalam rancangan awal RPJM Nasional
dan/atau Peraturan Presiden mengenai RPJM Nasional.

5. Aspek kemanfaatan mempertimbangkan manfaat langsung dan
manfaat tidak langsung serta dampak bagi peningkatan
perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat,

6. Aspek risiko dengan mempertimbangkan kebijakan manajemen
risiko Pembangunan Nasional.

D. Persetujuan Rancangan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga

1. Persetujuan atas muatan rancangan Renstra-KL diberikan dalam
Perternuan Dua Pihak dan Forum Penvesualan;

2. Persectujuan atas muatan rancangan Renstra-KL dalam Pertemuan
Dua Pihak diberikan melalui Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL
oleh Kementerian Perencanaan;

3. Persetujuan atas muatan rancangan Renstra-KL dalam Forum
Penvesuaian diberikan melalui:

4. Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL oleh Kementerian
Perencanaan; dan

b. Surat persetujuan Menten Perencanaan kepada Menten/Kepala

Lembaga.

1I. MEKANISME . . .
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Il. MEKANISME PENELAAHAN DALAM PERTEMUAN DUA PIHAK DAN FORUM
PENYESUAIAN, SERTA PERSETUJUAN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN/ LEMBAGA

Penelaahan rancangan Renstra-KL merupakan bagian dari rangkaian
proses penyusunan RPJM Nasional dan Renstra-KL. Penelaahan rancangan
Renstra-KL dilakukan secara terus-mencrus dalam satu siklus perencanaan
yang terdiri atas;

1. Pertemuan Dua Pihak antara Kementerian Perencanaan dan
Kementerian/Lembaga dalam rangka membahas kesesuaian ranca ngan
Renstra-KL dengan rancangan awal RPJM Nasional: dan

2. Forum Penyesuaian antara Kementerian Perencanaan,
kementerian/ Lembaga, dan pihak lainnya untuk membahas kesesuaian
rancangan Renstra-KL dengan hasil musyawarah perencanaan
pembangunan jangka menengah nasional dan Peraturan Presiden
mengenal RPJM Nasional pada periode Renstra-KL berkenaan.

A. Waktu Penelaahan Rancangan Renstra-KL:

1. Penelaahan rancangan Renstra-KL dalam Pertemuan Dua Pihak
dimulai sejak disampaikannya rancangan Renstra-KL oleh
Kementerian/Lembaga kepada Kementerian Perencanaan: dan

2. Forum Penyesuaian rancangan Renstra-KL menjadi Renstra-KL
dapat dilaksanakan sejak ditetapkannya Peraturan Presiden
mengenai RPJM Nasional sampai dengan paling lambat minggu
pertama Agustus tahun pertama periode Renstra-KL berkenaan.

Jadwal . . .
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Jadwal secara detail dalam penelaahan melalui Pertemuan Dua Pihak dan Forum Penyesuaian, serta persetujuan rancangan Renstra.
KL dapat dilihat pada Gambar 8 berilkut:

Gambar 8 Jadwal Penyusunan Renstra-KlL
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B. Mekanisme Penelaahan Rancangan Renstra-KL dalam Pertemuan Dua
Pihak

1.

10

11.

12.
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Penelaahan rancangan Renstra-KL dilakukan melaiui Pertemuan
Dua Pihak antara Kementerian Perencanaan dan
Kementerian /Lembaga,

. Penelaahan rancangan Renstra-KL dimulai sejak disampaikannya

rancangan Renstra-KL oleh Kementerian/Lembaga kepada
Kementerian Perencanaan;

. Pertemuan Dua Pihak dalam rangka penclaahan rancangan

Renstra-KL dikoordinasikan Kementerian Perencanaan;

Dalam rangka mengoordinasikan penelaahan rancangan Renstra-
KL, Kementerian Perencanaan mengundang
Kementerian/Lembaga dalam Pertemuan Dua Pihak;

Kementerian  Perencanaan terlebih  dahulu  memastikan
kelengkapan dokumen penelaahan rancangan Renstra-KL
sebelum melakukan pembahasan dengan Kementerian/Lembaga;

Hasil pembahasan rancangan Renstra-KL dalam Pertemuan Dua
Pihak dituangkan dalam berita acara hasil Pertemuan Dua Pihak
penelaahan rancangan Renstra-KL (Format berita acara tercantum
pada Bab Il Lampiran Il Peraturan Presiden ini);

Kementerian Perencanaan mengoordinasikan penuangan berita
acara hasil Perternuan Dua Pihak penelaahan rancangan Renstra-
KL;

Kementerian,/Lembaga dan Kementenan Perencanaan
menuangkan (inpuf) berita acara hasil Pertemuan Dua Pihak
penelaahan rancangan Renstra-KL secara daring dalam Sistem
Informasi KRISNA- RENSTRAKL:

Berita acara hasil Pertemuan Dua Pihak peneclaahan rancangan
Renstra-KL sebagaimana dimaksud memuat hal-hal yang
disepakati dan/atau yang belum dapat disepakati;

. Berita acara hasil Pertemuan Dua Pihak penelaahan rancangan

Renstra-KL disepakati dan ditandatangani oleh pejabat setingkat
Eselon 1l di Kementerian Perencanaan dan
Kementerian/ Lembaga,

Kementerian/Lembaga melakukan perbaikan rancanpan Renstra-
KL sesuai kesepakatan yang tertuang dalam berita acara hasil
Pertemuan Dua Pihak penelaahan rancangan Renstra-KL;
Kementerian/Lembaga mengoordinasikan perbaikan rancangan
Renstra-KL;

13. Kementenan . . .
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13. Kementerian/Lembaga menyampaikan perbaikan atas dokumen

tertulis Rancangan Renstra-KL kepada Kementerian Perencanaan;
dan

14. Kementerian / Lembaga menyampaikan perbaikan atas data dan

informas: Rancangan Renstra-KL secara daring melalui Sistem
Informasi KRISNA-RENSTRAKL.

C. Mekanisme Penelashan Rancangan Renstra-KL dalam Forum
Penyesuaian

SK No 257103 A

Penclaahan dalam rangka penyesuaian Rancangan Renstra-KL
dengan Peraturan Presiden mengenai RPJM Nasional dilakukan
melalui Forum Penyesuaian;

Forum Penyesuaian dapat dimulai sejak ditetapkannya Peraturan
Presiden mengenai RPJM Nasional;

Forum  Penyesuaian  dikoordinasikan oleh  Kementerian
Perencanaan,;

. Kementerian Perencanaan mengundang Kementerian/Lembaga

dalam Forum Penvesuaian,

Kementerian Perencanaan mengundang juga:

a. Kementerian Keuangan untuk memberikan pertimbangan
terkait keselarasan indikasi pendanaan pada Renstra-KL
dengan keranghka anggaran jangka menengah.

b. kementerian yang menyvelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang aparatur negara untuk memberikan pertimbangan
terhadap aspek kelayakan usulan terkait keselarasan,
konsistensi dan keterkaitan antara:

a. Tujuan dengan Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga;

b. Program dengan Sasaran Program;

c. Kematan dengan SBasaran Kegiatan; dan

d. Basaran Sirategis Kementerian/Lembaga dengan Sasaran
Program dan Sasaran Kegiatan;

Kementerian Perencanaan dapat mengundang lembaga yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan
keuangan negara/daerah dan Pembangunan Nasional untuk
memberikan pertimbangan terkait;

a. konsistensi penuangan Keluaran EKegiatan (outputj vang
mendukung pencapaian Prioritas Pembangunan pada Renstra-
KL, telah sesuai dengan Proyck Prioritas vang tercantum pada
Peraturan Presiden mengenai RPJM Nasional:

b. konsistensi . . .
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b. konsistensi penuangan Keluaran Kegiatan (output) lainnya
dengan tugas dan fungsi Kementerian /Lembaga;

Kementerian  Perencanaan  terlebih dahulu  memastikan
kelengkapan dokumen penelaahan sebelum melakukan Forum
Penyvesualan;

Hasil penelaahan dalam rangka penyesuaian rancangan Renstra-
KL melalui Forum Penyesuaian dituangkan dalam berita acara
hasil Forum Penyesuaian rancangan Renstra-KL (Format berita
acara tercantum pada Bab [l Lampiran II Peraturan Presiden ini);

Kementerian Perencanaan mengoordinasikan penuangan berita
acara hasil Forum Penyesualan rancangan Renstra-KL;

Kementerian / Lembaga dan Kementerian Perencanaan
menuangkan (inpurl berita acara hasil Forum Penyesuaian
rancangan Renstra-KL secara daring dalam Sistem Informasi
KRISNA- RENSTRAKL;

Berita acara hasil Forum Penyesuaian rancangan Renstra-KL
sebagaimana dimaksud memuat hal-hal vang disepakati dan/atau
yvang belum dapat disepakati;

Berita acara hasil Forum Penyesuaian rancangan Renstra-KL
disepakat dan ditandatangani oleh pejabat setingkat Eselon I di
Kementerian Perencanaan dan Kementerian/Lembaga;

Kementerian /Lembaga melakukan perbaikan atas penyesuaian
dokumen tertulis serta data dan informasi rancangan Renstra-KL
sesuai kKesepakatan vang tertuang dalam berita acara Forum
Penyesuaian rancangan Renstra-KL;

Kementerian/Lembaga  menyvampaikan rancangan  akhir
dokumen tertulis rancangan Renstra-KL yang memuat perbaikan
berdasarkan hasil kesepakatan pada Forum Penyesuaian kepada
Kementerian Perencanaan; dan

Kementerian / Lembaga menyampaikan rancangan akhir data dan
informasi rancangan Renstra-KL yang memuat perbaikan
berdasarkan hasil kesepakatan pada Forum Penyesuaian secara
daring melalui Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL.

D, Mekanisme . . .
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D. Mekanisme Persetujuan Rancangan Renstra-KL dalam Pertemuan
Dua Pihak dan Forum Penyesualan

1.

Persetujuan atas rancangan Rensira-KL yang telah diperbaiki
dalam Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL sebagaimana
dimaksud dalam angka 14 Bagian B Bab Il Lampiran Il Peraturan
Presiden ini, diberikan melahsi Pertemuan Dua Pihak oleh
Kementerian Perencanaan;

Persetujuan atas Rancangan Renstra-KL dalam Forum
Penyesuaian diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Kementerian Perencanaan memberikan persetujuan atas
penyesuaian rancangan akhir data dan informasi Renstra-KL
yvang telah diperbaiki dalam Sistem Informasi KRISNA-
RENSTRAKL sebagaimana dimaksud dalam angka 15
Bagian C Bab Il Lampiran Il Peraturan Presiden ini; dan

b. Menteri Perencanaan menyampaikan surat persetujuan atas
hasil penelaahan rancangan Renstra-KL sebagai syarat
penelapan rancangan Renstra-KL menjadi Renstra-KL.

IlI. FORMAT DALAM PENELAAHAN, PENYESUAIAN, DAN PERSETUJUAN
RENSTRA-KL

A. Hal-hal Umum terkait Format dalam Penelaahan Renstra-KL pada
Pertermuan Dua Pihak dan Forum Penyesuaian, serta Persetujuan atas
Renstra-KL

SK No 257181 A

Format dalam Penelaahan Renstra-KL sebagaimana dimaksud
pada Bab ini akan digunakan oleh Kementerian/Lembaga dan
Kementerian Perencanaan dalam melaksanakan penelaahan
Renstra-KL pada Perternuan Dua Pihak dan Forum Penyesuaian.

Format dalam Penelaahan Henstra-KL pada Pertemuan Dua
Pihak dan Forum Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada Bab
ini juga akan diterapkan sebagai format catatan hasil penelaahan
pada Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL.

Format dalam Penelaahan Renstra-KL pada Pertemuan Dua
Pihak dan Forum Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada Bab
ini dapat disesuaikan sesual kebijakan perencanaan jangka
menengah  sebagaimana — ditetapkan oleh  Kementerian
Perencanaan.

Format dalam Penelaahan Renstra-KL sebapaimana dimaksud
pada Bab ini terdiri atas:

a. format ., ..
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format Berita Acara Hasil Pertemuan Dua Pihak Penelaahan
Rancangan Renstra-KL beserta lampirannya;

format Berita Acara Hasil Forum Penyesuaian Renstra-KL
beserta lampirannya;

format Tabel Semula Menjadi Hasil Penelaahan Renstra-KL;
dan

B. Format . .
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B. Format Berita Acara Hasil Pertemuan Dua Pihak Penelazhan
Rancangan Renstra-KL

E
' Berita Acara Hasil Pertemuan Dua Pihak
Penelaahan Rancangan Renstra-KL

Kementerian/Lembaga:

1. Tanggal dan Waktu Pelaksanaan
1. Tanggal Pelaksanaan
2 Waktu Pelaksanaan

2., Tempat Pelaksanaan :
3. Pimpinan Rapat
MNama

Jabatan

4. Peserta Pertemuan
1.  Kementerian PPN /Bappenas

[l Nama :
Jabatan

2)  Nama
Jabatan

3)  Dst

2. Kementerian/Lembaga

1} Nama :
Jabatan

] Nama
Jabatan

3}  Dst.

¢ Daftar hadir terlampir

5. Hasil pembahasan terdapat dalam Lampiran yang menjadi
bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Lampiran . . .

SK No 257096 A
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Lampiran Berita Acara Hasil Pertemuan Dua Pihak Penelaahan Rancangan Renstra-KL

—————

NO | POKOK BAHASAN

C-ﬁtata.ll'l Lainnya:
1.

CATATAN

KEMENTERIAN
PERENCANAAN

TINDAK LANJUT

KEMENTERIAN/LEMBAGA ' YANG DISEPAKATI

Pihak vang bersepakat:

Nama biro perencanaan
Kementerian/Lembaga

(Karoren - Es 1)

Nama Direktorat Mitra Kerja Kementerian
Perencanaan |di bawah Deputi yang
membidangl pemblayaan dan investasi )

(Direktur — Es 1)

Nama Direktorat Mitra |
Kerja Kementerian

Perencanaan
(Deputi Mitra)

(Direktur - Es 1)

Keterangan: . . .
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Keterangan:

1. Pokok Bahasan - Program /Kegiatan /KRO /RO dan struktur di dalamnya termasuk sasaran dan indikatornya

2. Catatan + Catatan dari Kementerian PPN/Bappenas, dan/atau kementerian/lembaga

3. Tindak Lanjut : Tindak lanjut untuk diakemodasi dalam perbaikan Renstra-KL, baik berupa tindak lanjut untuk

disepakati {tilakumodaﬁll. diakomodasi dengan perubahan/persyaratan/catatan tertentu, atau belum dapat diakomodasi di
dokumen Renstra-KL

4. Benita Acara ditandatangani oleh pejabat eselon 11 (Kepala biro perencanaan Kementerian/Lembaga dan Direktur di Kementerian
PPN /Bappenas).

5. Apabila !Emplra.n tidak dapat diakomodasi dalam format tersebut, maka dapat dijabarkan dalam format lain (misalnya: diagram,
gambar, uraian, dan sebagainya)

C. Format . ..
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C. Format Berita Acara Hasil Forum Penvesuaian Renstra-KL

Berita Acara Hasil Forum Penyesuaian Renstra-KL

Kementerian/Lembagna:

1. Tanggal dan Waktu Pelaksanaan
a. Tanggal Pelaksanaan -
b.  Waktu Pelaksanaan

2. Tempat Pelaksanaan :
3. Pimpinan Rapat

Nama
Jabatan

4. Peserta Pertemuan
a. Kementerian PPN /Bappenas

1) Nama
Jabatan

2} Nama
Jabatan

3  Dst

b. Kementerian/Lembaga

1) Nama :
Jabatan

2}y  Nama
Jabatan

3) Dst.

* Daftar hadir terlampir

5. Hasil pembahasan terdapat dalam Lampiran yang menjadi
bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Lampiran . .
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Lampiran Berita Acara Hasil Forum Penyesuaian Renstra-KL
g :
' POKOK BAHASAN

_CATATAN TINDAK LANJUT |
YANG DISEPAKATI |

Catatan Lainnya:

| KEMENTERIAN | e |
PERENCANAAN | KEMENTERIAN/LEMBAGA

Pihak vang bersepakat:

Nama biro perencanaan

Nama Direktorat Mitra Kerja Kementerian
Kementerian/Lembaga

Nama Direktorat Mitra Kerja
Perencanaan (di bawah Deputi yang membidangi HKementerian Perencansan
pembiayaan dan investasi) (Deputi Mitra)

(Karoren - Es 1) (Direktur - Es [1) (Direktur — Es II)

Keterangan: . . .
SK No 154017 C
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Keterangan:
1. Pokok Bahasan : Program/Kegiatan /KRO/RO dan struktur di dalamnya termasuk sasaran dan indikatornya
2. Catatan : Catatan dari Kementerian PPN /Bappenas, dan/atau kementerian [lembaga
3. Tindak Lanjut : Tindak lanjut untuk diakomodasi dalam perbaikan Renstra-KL, baik berupa tindak

lanjut untuk disepakati (diakomodasi), diakomodasi dengan perubahan/persyaratan (catatan tertentu, atay
belum dapat diakomodasi di dokumen Renstra-KL
4. Berita Acara ditandatangani oleh pejabat eselon 1l (Kepala biro perencanaan Kementerian / Lembaga dan Direktur di Kementerian

PPN /Bappenas).
2. Apabila lampiran tidak dapat diakomodasi dalam format tersebut, maka dapat dijabarkan dalam format lain (misalnya: diagram,

gambar, uraian, dan scbagainya).

D. Tabel ...
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Tabel Semula-Menjadi Renstra Kementerian /Lembaga

SEMULA MENJADI
Muatan yvang Diubah Muatan yang Diubah
(Program /Kegiatan / Fungsi/Sub (Program / Kegiatan / Fungsi/Sub
UKE ) Sasaran Fungsi UKE 1/ Sasaran Strategis/ Fungsi
L UKE 11 Kode Strategs/Sasaran (Untuk UKE 1i Kode Sasaran (Untuk Ket
Program /Sasaran Perubahan Program /Sasaran Perubahan
Kegiatan / Indikator Kegiatan) Kegatan/ Indikator Kegiatarn)
Kinerja lainnya) Kinerja lainnya)
Darjen 101, Dirjen 101. etan/ Pe
Program ... Program ... [Tetap/ Perubahan,/
Wa & WA e Penambahan /Penghapusan)
. 01. Pelayanan Peningkatan 01. Pelayanan
Biro ... | 1234 | Pelayanan ... 10 ... 234 -
¥ 02 Lembius Biro 12 LFelayanan 02. Lembaga ... Perubahan Nomen klatur
I : Peningkatan 0l1. Pelayanan ...
[ Biro .. OO0 = i
| B Pelayanan ... 02, Lembaga .. Penambahan HKegiatan
% i 01. Pelavanan o
iTo ... 1234 yanan ... T S Penghapusan Kegiatan

SK No 154011 C
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IV. PENUTUP

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah
Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Nasional, Renstra-KL harus selaras dengan Peraturan
Presiden mengenai RPJM Nasional. Untuk menjaga keselarasan tersebut,
Kementerian Perencanaan bersama dengan Kementerian/Lembaga
melakukan penelaahan terhadap muatan rancangan Renstra-KL sesuai
dengan ketentuan mengenai penelashan Renstra-KL dalam Peraturan
Presiden ini.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
bt

PRABOWO SUBIANTO

Salinan sesuail dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

i Bidang Perundang-undangan dan
- fjg% Administrasi Hulkum,
.'__.1 P =

Q5

ia Silvanna Djaman
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LAMPIRAN III

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR BO TAHUN 2025

TENTANG

PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DAN
RENCANA KERJA KEMENTERIAN /LEMBAGA

TATA CARA PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN | LEMBAGA

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 avat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40
Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden ini, Kementerian Lembaga melakukan
penetapan Renstra K/L. Penetapan dilakukan melalui Peraturan
Menteri/Peraturan Kepala Lembaga paling lambat 8 (delapan) bulan setelah
pengundangan Peraturan Presiden tentang RPJM Nasional. Renstra-KL yang
telah  ditetapkan selanjutnya akan menjadi  dasar hukum bag
Kementerian/ Lembaga untuk memutakhirkan dan menyusun Renja-KL. Dalam
rangka mendukung penetapan Renstra-KL, perlu diatur mengenai tata cara
penetapan Renstra-KL yang di dalamnya mengatur secara lebih rinci mengenai
kaidah dan mekanisme penetapan Renstra-KL.

[. KAIDAH UMUM PENETAPAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN/
LEMBAGA

A. Ruang Lingkup Kaidah Penetapan Renstra-KL

Ruang lingkup kaidah penetapan Renstra-KL ini meliputi penjelasan
tentang:

I. syaral substantif atas penetapan Renstra-KL yang memuat hal-hal
vang perlu dipenuhi dalam substansi dokumen serta muatan
Renstra-KL; dan

2. syarat prosedural atas penctapan Renstra-KL yang memuat proses,
tahapan, prosedur yang perlu dilakukan sebelum Renstra-KL
ditetapkan,

B. Syarat Substantif Penetapan Renstra-KL

Penetapan rancangan Renstra-KL menjadi Renstra-KL dilakukan dalam
hal rancangan Renstra-KL telah memenuhi ketentuan substansial
sebagai berikut;

1. Muatarn . . .

SK No 254067 A
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Muatan rancangan Renstra-KL telah sesual dengan tugas dan fungsi
Kementerian/Lembaga sebagaimana diatur dalam Peraturan
Presiden mengenat Kementerian/lLembaga dan  Peraturan
Menteri/Peraturan Kepala Lembaga mengenai struktur organisasi
dan tata kelola;

Muatan rancangan Renstra-KL telah sesual dan selaras dengan
muatan Peraturan Presiden tentang RPJM Nasional,

Muatan rancangan Renstra-KL telah sesuai dengan kaidah
penyusunan sebagaimana tercantum pada Lampiran | Peraturan
Presiden ini; dan

Penyesuaian rancangan Renstra-KL terhadap RPJM Nasional telah
dilakukan untuk memastikan sasaran, indikator dan Target capaian
kinerja Prioritas Pembangunan pada RPJM Nasional dituangkan dan
dijabarkan dalam Renstra-KL.

Svarat Prosedural Penetapan Renstra-KL

Penetapan rancangan Renstra-KL menjadi Renstra-KL dilakukan dalam

hal

rancangan Renstra-KL telah memenuhi ketentuan prosedural sebagai

beriloat:

SK No 257149 A

Penyusunan Renstra-KL telah dilakukan dengan menerapkan
sebagian cakupan manajemen kinerja,

Rancangan Renstra-KL telah ditelaah melalui Pertemuan Dua Pihak
dan Forum Penyesuaian vang kescpakatannya tertuang dalam berita
acara,

Rancangan Renstra-KL telah mendapatkan persetujuan Kementerian
Perencanaan bailk secara daring melalui Sistemn Informasi KRISNA-
RENSTRAKL maupun secara luring dalam bentuk surat persetujuan
Menteri Perencanaan;

Rancangan Renstra-KL ditetapkan melalui Peraturan
Menteri/Peraturan Kepala Lembaga tentang Renstra-KL, yang terdin
dari Batang Tubuh dan Lampiran;

Batang Tubuh Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga
mengacu pada format sebagaimana tertuang pada Bab Ill Lampiran
1l Peraturan Presiden ini;

Lampiran Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga mengacu
pada format sebagaimana tertuang pada Lampiran | Peraturan
Presiden ini;

7. Penetapan . . .
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7. Penetapan Renstra-KL dilakukan sesuai dengan mekanisme dan
Jangka waktu sebagaimana diatur pada Bab Il Lampiran Ul Peraturan
Presiden ini;

8. Penyampaian Renstra-KL dilakukan sesuai dengan mekanisme dan

Jangka waktu sebagaimana diatur pada Bab Il Lampiran 11l Peraturan
Presiden ini; dan

9. Proses penetapan Renstra-KL melibatkan Kementerian /Lembaga dan
Kementerian Perencanaan.

Il. MEKANISME PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN/LEMBAGA

3

Kementerian/Lembaga menctapkan rancangan Renstra K/L menjadi
Renstra-KL  setelah Menteri  Perencanaan menyampaikan  surat
perserujuan atas hasil penelaahan rancangan Renstra-KL;

Penetapan Renstra-KL dilakukan dengan Peraturan Menteri/Peraturan
Kepala Lembaga tentang Renstra-KL:

Kementerian/Lembaga menyusun rancangan Peraturan
Menteri/Peraturan Kepala Lembaga tentang Renstra-KL yang terdiri atas
Batang Tubuh dan Lampiran;

Kementerian/Lembaga menyusun Batang Tubuh rancangan Peraturan
Menteri/Peraturan Kepala Lembaga tentang Renstra-KL berdasarkan
format sebagaimana tertuang dalam Bab [l Lampiran Il Peraturan
Presiden ini;

Rementerian/Lembaga menyusun  Lampiran rancangan  Peraturan
Menteri/Peraturan Kepala Lembaga tentang Renstra-KL berdasarkan

kaidah penyusunan Renstra-KL sebagaimana tertuang dalam Lampiran
I Peraturan Presiden ini;

kementenan/Lembaga mengoordinasikan  proses penyusunan dan
penelapan Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga tentang
Renstra-KL dengan melibatkan Kementerian Perencanaan;

Kementerian/ Lembaga serta Kementerian Perencanaan memastikan agar
Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga tentang Renstra-KL
ditetapkan paling lambat 8 (delapan) bulan setelah RPJM Nasional
ditetapkan;

Kementerian/Lembaga menyampaikan Peraturan Menteri/Peraturan
Kepala Lembaga tentang Renstra-KL vang telah ditetapkan kepada:

a. Kementerian Perencanaan;

b. kementerian . . .
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b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
dalam negeri;

Kementerian Keuangan; dan

d. kementerian vang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
aparatur negara.

9. Kementerian/Lembaga menyvampaikan Peraturan Menteri/Peraturan
Kepala Lembaga mengenai Renstra-KL secara luring melalui surat
Menteri/Kepala Lembaga atau  Sekretaris  Jenderal/Sekretaris
Utama/Sekretaris Kementerian/Lembaga atas nama MenterifKepala
Lembaga,

10, Kementerian/Lembaga menyampaikan Peraturan Menteri/Peraturan
Kepala Lembaga tentang Renstra-KL secara daring dengan mengunggah
(upload) Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga tentang Renstra-
KL dalam Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL; dan

11. Penyampaian Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga tentang
Renstra-KL baik secara luring maupun daring dilakukan paling lambat 5
(ima) hari kerja setelah Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga
diundangkan dalam Berita Negara.

ill. Format . . ,
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lll. Format Peraturan Menteri/Kepala Lembaga mengenai Rencana Strategis
Kementerian/ Lembaga

PERATURAN MENTERI/KEPALA LEMBAGA ...
REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN 20...
TENTANG RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN/LEMBAGA ... TAHUN 20XX—20XX

DENGAN RAHMAT TUHAM YANG MAHA ESA

MENTER|/KEPALA LEMBAGA ..
REPUBLIK INDONESIA,

Memimbang ! bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
FPerencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 avat (3]
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Taca
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal
KX ayat (X) Peraturan Presiden Nomaor [**] Tahun 2025 tentang
Penyusunan Rencana Strategis dan  Rencana Kerja
Kementerian /Lembaga, dipandang perlu  menetapkan
Peraturan Menteri/Kepala Lembaga (... tentang Rencana
Strategis Kementerian/Lembaga {...) Tahun 20XX—20XX;
Mengingat ; 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2 Undang-Undang MNomor 59 Tahun 2024 tentang
Eencana Pembangunan Jangks Panjang Nasional
Tahun 2025—2045 [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan
Lembaran Negara Bepublik Indonesia Nomor 6987};

3, Peraturan . . .

SK Mo 257121 A
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Menetapkan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang
Tata Cars Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20086
Nomor 97, Tambahan Lembaran Negars Republik
Indonesia Nomor 4664);

4. Peraluran Presiden Nomor XXX Tehun 20XX tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 20XX - 20XX [(Lembaran Negars Republik
Indonesia Tahun 208X Nomor XX);

o

Peraturan Presiden Nomor XXX Tahun 2025 tentang
Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja
Eementernan/Lembaga  (Berita Megara  Republik
Indonesia Tahun Nomor XKXX]

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI/KEPALA LEMBAGA (.) TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN /LEMBAGA | ) TAHUN
20X X—20XX,

Paszal 1
Rencana Strategis Kemnenterian,/Lembaga (...) Tahun 20X%—
20XX adalah (.. ).

Pasal 2

Fencana Btrateps Kementerian/Lembaga (..} Tahun 20XX—
205X sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran | vang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri/Kepala Lembaga ini.

SK No 257120 A
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Pasal 3
Data datn  informasm  kinerja  Rencana  Strategis
Kementerian /Lembaga [...] Tahun 20XX—20XX vang termuat
dalam  Sistern Informasi KRISNA-EENSTRAKL merupakan
bagian wvang tidak terpisahkan dan dokumen Rencana
Strategls Kementerian/Lembaga (... Tahun 200X—200X
gebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4
Pada saat Peraturan Menteri/Kepala Lembaga ini mulai
berlaku, Peraturan Menteri/Kepala Lembega (...| Nomor (...}
Tahun {....) tentang Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga
[--.} Tahun 2WEE—-20XX dicabur dan dinvatakan tidak
bertaku.

FPasal 5
Peraturan Menten/Kepala Lembaga ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan
Ditetapkan di Jakarta
Pada tangeal {...}

MENTERI/KEPALA LEMBAGA (..}

REPUBLIE INDONESLA,

trd

[Nama Menteri/Kepala Lembaga)

SK No 257119 A
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V. PENUTUP

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Renstra K/L ditetapkan
dengan Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga, untuk selanjutnva
disampaikan kepada Menteri Perencanaan, menteri vang menyelenggarakén
urusan pemerintahan dalam negeri, Menteri Keuangan, dan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Untuk
menjaga pelaksanaan amanat tersebut, Kementerian/Lembaga melakukan
penietapan Renstra-KL sesuai dengan ketentuan mengenai penetapan dan
penyampaian Renstra-KL yang tercantum dalam Peraturan Presiden ini,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
tid.

FRABOWO SUBIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
i Bidang Perundang-undangan dan
£l Administrasi Hukum,

SK No 257172 A
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LAMPIRAN TV

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 80 TAHUN 2025

TENTANG

PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DAN
RENCANA KERJA KEMENTERIAN / LEMBAGA

TATA CARA PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN/LEMBAGA

Berdasarkan Peraturan Presiden ini, Kementerian/ Lembaga dapat
melakukan perubahan Renstra-KL. Perubahan Renstra-KL merupakan proses
untuk menyesuaikan dan memperbaiki dokumen perencanaan yang memuat
informas: Renstra-KL secara rinci. Perubahan Renstra-KL dilakukan untuk
menjaga konsistensi dengan Peraturan Presiden mengenai RPJM Nasional
dan/atau kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam peraturan perundang-
undangan termasuk perubahan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga,
kebijakan perencanaan penganggaran Pembangunan Nasional, serta hasil
pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra-KL. Dalam rangka menjalankan
amanat tersebut, disusun tata cara perubahan Renstra-KL sebagai acuan bagi
Kementerian Perencanaan dan Kementerian / Lembaga. Pedoman ini diharapkan
dapat mewujudkan dokumen Renstra-KL yang berkualitas, efektif, dan efisien
dalam mendukung pencapaian sasaran Pembangunan Nasional,

. KAIDAH UMUM PERUBAHAN RENSTRA-KL

A. Twuan Tata Cara Perubahan Renstra-KL
Tata cara perubahan Renstra-KL ini bertujuan untuk:

1. memberikan penjelasan secara rinci mengenai tata cara perubahan
Renstra-KL;

2. menjadi acuan di dalam proses perubahan Renstra-KL bagi
kementerian Perencanaan, Kementerian/Lembaga, dan pihak-pihak
terkait;

3. memastikan bahwa perubahan Renstra-KL yang dilakukan telah
sesuai  dengan tugas dan fungsi serta kewenangan
Kementerian/Lembaga schingga Renstra-KL dapat digunakan
sebagai dokumen perencanaan Kementenian /Lembaga  yang
mendukung sasaran Pembangunan Nasional; dan

4. memastikan bahwa proses perubahan Renstra-KL konsisten dengan
Peraturan Presiden mengenai RPJM  Nasional serta kebijakan
perencanaan penganggaran Pembangunan Nasional.

B. Waktu ., ..

SK. No 254066 A
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B. Waktu Perubahan Renstra-KL

Ferubahan Renstra-KL dapat dilakukan setelah Renstra-KL
ditetapkan melalui Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga
mengenai Renstra-KL sampai dengan akhir tahun ketiga pelaksanaan
Renstra-KL berkenaan.

C. Penyebab Perubahan Renstra-KL

l. Terdapat kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam peraturan
perundang-undangan, vakni Undang-Undang, Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,
dan/atau Peraturan Presiden vang mengakibatkan adanya
perubahan Renstra-KL dengan ketentuan;

a. mempengaruhi dan/atau terkait secara signifikan dengan
muatan Renstra-KL; dan

b. berdampak secara signifikan pada perubahan tugas dan fungsi
dan/atau perubahan Sasaran Strategis, Sasaran Program,
Sasaran Kegiatan, dan Indikater Kinerja.

2. Terdapat kebijakan pemerintah lainnva berupa perubahan terhadap
organisasi Kementerian/Lembaga yang ditetapkan melalui Peraturan
Fresiden mengenai perubahan Kementerian/Lembaga, dengan
ketentuan:

a. usulan penambahan, pengurangan, dan/atau penvesuaian Unit
Kerja Eselon I/setara dengan Unit Kerja Eselon I pada
Kementerian/ Lembaga;

b. usulan perubahan berdampak signifikan pada tugas dan fungsi
dan/atau Sasaran Strategis, Sasaran Program, Sasaran
Kegiatan, dan Indikator Kinerja;,

¢. usulan perubahan mempengaruhi secara signifikan muatan pada
dokumen Renstra-KL, termasuk di antaranya Program, Kegiatan,
dan referensi Unit Kerja Eselon [ dan Unit Kerja Eselon 1I;

d. usulan perubahan Renstra-KL harus dilengkapi dengan
dokumen-dokumen pendukung sebagai dasar hukum atas
penetapan perubahan vang dimaksud, antara lain:

1) Peraturan Presiden tentang perubahan Kementerian/
Lembaga;

2] Surat persetujuan yang dikeluarkan oleh kementerian yang
menyclenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur
negara, tentang perubahan Kementerian/Lembaga atau
Struktur Organisasi dan Tata Kerja {SOTR)
Kementerian,/ Lembaga; dan

3) Peraturan . . .

SK No 257114 A
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3) Peraturan Menteri/ Peraturan Kepala Lembaga terkait tentang
Struktur Organisast dan Tata Kerja (SOTK)
Kementerian/Lembaga.

3. Terdapat kebijakan nasional terkait perencanaan dan penganggaran,
dengan ketentuan:

.

kebijakan tersebut ditetapkan setelah penetapan Peraturan
Menteri/Peraturan Kepala Lembaga mengenai Renstra-KL periode
berkenaan;

berdampak signifikan terhadap struktur data perencanaan
penganggaran, dan
berdampak signifikan terhadap perubahan Sasaran Strategis,

Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja
Kementerian/ Lembaga;

Terdapat hasil pengendalian dan evaluasi Renstra-KL yvang dilakukan
cleh Menteri/Kepala Lembaga vang berdampak pada ketercapaian
sasaran Pembangunan Nasional.

D. Hal-hal yang Harus Diperhatikan dalam Perubahan Renstra-KL

1.

h

SK No 257113 A

Perubahan Renstra-KL dilakukan terhadap muatan pada dokumen
tertulis serta data Informasi Henstra-KL pada Sistem Informasi
KRISNA-RENSTRAKL berdasarkan usulan vang disampaikan oleh
kementerian/Lembaga.

Usulan perubahan Renstra-KL harus memuat;

a.

.

pcnjabaran kebijakan pemerintah yang diamanatkan kepada
Kementerian / Lembaga sebagaimana tertuang dalam
Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang, Peraturan Pemerintah, dan/atau Peraturan Presiden,
termasuk penjabaran tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga
sesual Peraturan Presiden tentang perubahan
kKementerian/Lembaga;

penjabaran kebijakan perencanaan penganggaran Pembangunan
Nasional; dan/atau

Penjabaran hasil pengendalian dan evaluas: Renstra-KL.

Usulan perubahan Renstra-kL dapat disampaikan terhadap muatan
scbagai berikut:

.

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis, beserta
Target dan satuannya;

Program, Sasaran Program, dan Indikator Kinerja Program beserta
Target dan satuannya;

c. Kegiatan , . .
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c. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja, Kegiatan
beserta Targetl dan satuannva;
d. Referensi Unit Kerja Eselon | dan Unit Kerja Eselon II;

¢. Unit kerja pelaksana dan/atau koordinator Program dan/atau
Kegiatan; dan/atau

f. Indikasi Keluaran Kegiatan (output).

. Usulan perubahan Renstra-KL dibahas dan disepakati dalam

Pertemuan Dua Pihak.

Pelaksanaan Pertemuan Dua Pihak dalam rangka perubahan
Renstra-KL  dilakukan sesuail kaidah penelaahan Renstra-KL
sebagaimana dimaksud dalam Bab | Bagian B Lampiran Il Peraturan
Presiden ini.

Dalam hal terdapat usulan perubahan muatan Renstra-KL yang
diakibatkan selain ketentuan mengenal penyvebab perubahan
Renstra-KL sebagaimana dimaksud pada Bab 1 Bagian C Lampiran
IV Peraturan Presiden ini, usulan perubahan Renstra-KL tersebut
tidak dapat diterima, Adapun penuangan usulan perubahan
sehagaimana dimaksud hanya dapat dilakukan pada Renja-KL.

Dalam hal usulan perubahan muatan Renstra-KL disampaikan
dalam kaitannya dengan penvesuaian terhadap penilaian kinerja,
usulan perubahan Renstra-KL tersebut tidak dapat diterima. Adapun
penuangan usulan perubahan sebagaimana dimaksud hanva dapat
dilakukan pada Renja-KL.

Perubahan Renstra-KL ditetapkan melalui Peraturan

Menieri/Peraturan Kepala Lembaga mengenai perubahan Renstra-
KL periode berkenaan.

I, MEKANISME PERUBAHAN RENSTRA-KL
A. Penyvampatan Usulan Perubahan Renstra-KL

1.

SK No 257178 A

Kementerian/Lembaga menyampaikan usulan perubahan Renstra-
KL kepada Kementerian Perencanaan melalui surat resmi, dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. Surat usulan perubahan Renstra-KL:

1} ditandatangani oleh Menteri/Kepala Lembaga atau Sekretaris
Menteri/Sekretaris Utama/Sekretaris Jenderal atas nama
Menteri/Kepala Lembaga; dan

2] dityjukan kepada Menter: Perencanaan.
b, Burat ...
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b. Surat usulan perubahan Renstra-KL menjelaskan urgensi dan
penyebab diperlukannya perubahan Renstra-KL sebagaimana
diatur pada Bab | Bagian C Lampiran IV Peraturan Presiden ini
tentang penyebab perubahan Renstra-KL.

c. Surat usulan perubahan Renstra-KL disertai dengan lampiran
yang memuat dokumen pendukung, antara lain:

1} dokumen tabel semula-menjadi yang memuat usulan
perubahan Renstra-KL (format tabel semula-menjadi mengacu
pada format tabel semula-menjadi sebagaimana tercantum
pada Lampiran IT Peraturan Presiden inif, dan

dokumen yang mendasan usulan perubahan Renstra-KL
sesuai dengan penvebab perubahannya, vakni:

2

al

b)

dalam hal usulan perubahan Renstra-KL diakibatkan
adanya alasan pada Bab | Bagian C angka 1 pada
Lampiran IV Peraturan Presiden ini, dokumen berupa
Undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan/atau
Peraturan Presiden yvang memuat kebijakan pemerintah
vang mengharuskan adanya perubahan Renstra-KL;

dalam hal usulan perubahan Renstra-KL diakibatkan
adanyva alasan pada Bab | Bagian C angka 2 pada
Lampiran IV Peraturan Presiden ini, dokumen terdiri atas:

i. Peraturan Presiden tentang perubahan
Kementernian/ Lembaga;

i, surat persetujuan yang dikeluarkan oleh kementerian
vang menyelenggarakan urusan pemenntahan di
bidang aparatur negara tentang perubahan
Kementerian /Lembaga atau Struktur Organisasi dan
Tata Kerja (SOTK) Kementerian/ Lembaga; dan

iti. Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga terkait
tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK]
Kementerian / Lembaga.

2. Kementerian Perencanaan melakukan penelaahan terhadap surat
usulan dan dokumen pendukung yvang disampaikan oleh
Kementerian/ Lembaga;

Dalam hal perubahan Renstra-KL yvang berdampak pada kerangka
pendanaan maka Kementerian Perencanaan mehbatkan Kementerian
Keuangan dan Kementerian/ Lembaga terkait.

SK No 257177 A
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KRementerian Perencanaan menyampaikan hasil penelaahan berupa
menerima atau menolak usulan perubshan Renstra-KL, dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. terhadap usulan perubahan Renstra-KL yang diterima, maka
Kementerian Perencanaan bersama dengan
Kementerian/Lembaga melaksanakan Pertemuan Dua Pihak
perubahan Renstra-KL; atau

b. terhadap usulan perubahan Renstra-KL vang ditolak, maka
Kementerian Perencanaan akan menyampaikan alasan penolakan
kepada Kementerian / Lembaga melalui surat resmi.

B. Pertemuan Dua Pihak dalam rangka Perubahan Renstra-KL

1.

SK No 257176 A

Berdasarkan hasil penelaahan Kementerian Perencanaan terhadap
usulan perubahan Renstra-KL yang diterima, Kementerian
Perencanaan mengoordinasikan pelaksanaan Pertemuan Dua Pihak;

Kementerian Perencanaan mengirimkan surat undangan perihal
pelaksanaan Pertemuan Dua Pihak perubahan Renstra-KL
sebagaimana dimaksud pada Bab Il Bagian B angka 1 Lampiran IV
Peraturan Presiden ini kepada Kementerian/Lembaga;

Dalam hal diperlukan, Kementerian Perencanaan dapat melibatkan
pihak terkait dalam pelaksanaan Pertemuan Dua Pihak;

Pelibatan pihak terkait dilakukan dalam hal, namun tidak terbatas

pada:

a. Rementerian/Lembaga terkait yang terlibat dalam pelaksanaan
Program dan/atau Kegiatan tersebut;

b. berdampak terhadap indikasi sumber pendanaan; dan/atau

c. dibutuhkan keterlibatannya dalam penyusunan Indikator Kinerja
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program, dan Indikator
Kinerja  Kegiatan  dalam rangka pencapaian kinerja
Kementerian/Lembaga.

Kementerian Perencanaan terlebih dahulu memastikan kelengkapan

dokumen Pertemuan Dua Pihak perubahan Renstra-KL sebelum
melakukan pembahasan dengan Kementerian/Lembaga;

Bahan dan dokumen kelengkapan dalam Pertemuan Dua Pihak
perubahan Renstra-KL:

a. Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang, Peraturan Pemerintah, dan/atau Peraturan Presiden
vang memual kebijakan pemerintah yang mengharuskan adanya
perubahan Renstra-KL,

b. Peraturan . . .
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b. Peraturan Presiden mengenai RPJM Nasional pada periode
Renstra-KL berkenaan:

¢. Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga tentang Renstra-
KL periode berkenaan;

d. Peraturan Presiden tentang perubahan Kementerian/Lembaga:

e, surat persetujuan vang dikeluarkan oleh kementerian Yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur
negara tentang perubahan Kementerian/Lembaga atau Struktur
Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kementerian/Lembaga,

[. dokumen tabel matriks semula-menjadi vang memuat usulan
perubahan Renstra-KL;

g evaluasi pelaksanaan Renstra-KL berkenaan; dan/atau
h. dekumen pendukung lainnya.

Dalam hal usulan perubahan diterima, Kementerian Perencanaan
bersama dengan Kementerian/Lembaga melaksanakan Pertemuan
Dua Pihak perubahan Renstra-KL;

Pertemuan Dua Pihak dapat dilaksanakan secara tatap muka
dan fatau daring (online). Pertemuan Dua Pihak secara daring (online)
memanfaatkan  teknologi  telekomunikasi  interaktif  yang
memungkinkan para pihak di lokasi vang berbeda dapat berinteraksi
melalui pengiriman dua arah audio dan video secara bersamaan:

Kementerian Perencanaan melakukan penelaahan dalam Pertemuan
Dua Pihak perubahan Renstra-KL dengan memperhatikan fokus
utama penelaahan Pertemuan Dua Pihak, sebagaimana dimaksud di
dalam Bab | Bagian B Lampiran II Peraturan Presiden ini;

kementerian Perencanaan memberikan tanggapan atas usulan
perubahan Renstra-KL dalam Pertemuan Dua Pihak;

Berdasarkan tanggapan sebagaimana dimaksud pada angka 10,
Kementerian/Lembaga dan Kementerian Perencanaan dapat
menghasilkan kesepakatan berupa:

a, kesepakatan untuk mengubah muatan Renstra-KL; dan/atau
b. kesepakatan untuk tidak mengubah muatan Renstra-KL;

Kesepakatan untuk mengubah dan/atau tidak mengubah muatan
Renstra-KL dituangkan dalam berita acara hasil Pertemuan Dua
Pihak perubahan Renstra-KL (format berita acara hasil Pertemuan Dua
Pihak perubahan Renstra-KL mengacu pada format berita acara hasil
Pertemuan Dua Pihak sebagaimana tercantum pada Lampiran I
Peraturan Presiden ini dengan penyesuaian judul menjadi “Berita
Acara Hasil Pertemuan Dua Pihak Perubaharn Renstra-KL™;

13, Kementerian . . .
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Kementerian Perencanaan mengoordinasikan penuangan berita acara
hasil Pertemuan Dua Pihak perubahan Renstra-KL:

Kementerian/Lembaga  bersama-sama  dengan Kementerian
Perencanaan menuangkan (inpuf] berita acara hasil Pertemuan Dua
Pihak perubahan Renstra-KL secara daring dalam Sistem Informasi
KRISNA-RENSTRAKL;

Berita acara hasil Pertemuan Dua Pihak perubahan Renstra-KL
disepakati dan ditandatangani oleh pejabat setingkat Eselon 11 di
Kementerian Perencanaan dan Kementerian/Lembaga;

Kementerian/Lembaga menyampaikan dokumen berita acara hasil
Pertemuan Dua Pihak perubahan Renstra-KL kepada Kementerian
Perencanaan;

Dalam hal dokumen berita acara memuat kesepakatan sebagaimana
dimaksud pada angka 11 hurufl a, Kementerian/Lembaga
menuangkan perubahan pada dokumen tertulis Renstra-KL;

Kementerian/Lembaga mengoordinasikan penuangan perubahan
pada dokumen tertulis Renstra-KL sebagaimana dimaksud pada
angka 17,

Kementerian/Lembaga menvampaikan hasil penuangan perubahan
dokumen tertulis Renstra-KL berdasarkan kesepakatan pada
Pertemuan Dua Pihak kepada Kementerian Perencanaan;

C., Persetujuan dan Penetapan atas Perubahan Renstra-KL

1.
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Menteri Perencanaan atau Pejabat yang ditunjuk menyampaikan
surat  persetujuan atas  perubahan  Renstra-KL  kepada
Menteri/kepala Lembaga sebagal syarat penetapan Peraturan
Menten /Peraturan Kepala Lembaga mengenai perubahan Renstra-KL
berkenaan;

Kementerian/Lembaga menetapkan perubahan Renstra-KL melalui
Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga mengenai perubahan
Renstra-KL;

Kementerian/Lembaga mengoordinasikan proses penyusunan dan
penetapan Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga mengenai
perubahan Renstra-KL berkenaan dengan melibatkan Kementerian
Perencanaan;

Kementerian/Lembaga menyampaikan Peraturan Menten /Peraturan
Kepala Lembaga mengenai perubahan Renstra-KL berkenaan yang
telah ditetapkan kepada:

a. Kementerian . . .
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a. Kementerian Perencanaan:

b. kementerian yvang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang dalam negeri;

c. Kementerian Keuangan; dan

d. kementerian yang menvelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang aparatur negara.

Kementerian/ Lembaga menyampaikan Peraturan Menteri/Peraturan
Kepala Lembaga mengenai perubahan Renstra-KL  berkenaan
sebagaimana dimaksud secara luring melalui surat Menteri/Kepala
Lembaga atau Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris
Kementerian/Lembaga atas nama Menteri/Kepala Lembaga;

Kementenian / Lembaga menvampaikan Peraturan Menteri/Peraturan
Kepala Lembaga mengenai perubahan Renstra-KL sebagaimana
dimaksud secara daring dengan mengunggah (upload) Peraturan
Menteri/Peraturan Kepala Lembaga mengenai Renstra-KL berkenaan
dalam Sistemn Informasi KRISNA-RENSTRAKL:

Penyampaian Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga
mengenai perubahan Renstra-KL berkenaan baik secara luring
maupun daring dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah
Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga tersebut diundangkan
dalam Berita Negara;

Kementerian/Lembaga menuangkan perubahan data dan informasi
Renstra-KL secara daring pada Sistem Informasi
KRISNA-RENSTRAKL sesuai Peraturan Menteri/Peraturan Kepala
Lembaga mengenai perubahan Renstra-KL berkenaan, dengan
memperhatikan mekanisme perubahan dalam Sistem Informasi
KRISNA-RENSTRAKL sebagaimana diatur dalam peraturan menteri
vang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan
Pembangunan Nasional;

Kementerian/Lembaga menyampaikan perubahan data dan informasi
secara danng pada Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL: dan

Kementenan Perencanaan memberikan persetujuan atas perubahan
Renstra-KL melalui Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL dengan
mengacu pada Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga
mengenai perubahan Renstra-KL berkenaan.

llI. PENUTUP. ..
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[II. PENUTUP

Renstra-KL menggambarkan rencana pelaksanaan kebijakan pemerintah
scrta penugasan yvang mencakup arahan Presiden dan/atau standar
pelaksanaan tugas dan fungsi yang wajib dipenuhi  oleh
Kementerian/Lembaga sebagaimana dimuat dalam RPJM Nasional. Oleh
karena itu, pada pelaksanaannya, Kementerian/Lembaga dapat
mengusulkan perubahan Renstra-KL berkenaan dalam hal terdapat
perubahan terkait kebijakan pemerintah. Untuk menjaga kualitas dokumen
perencanaan jangka menengah pada tingkat Kementerian/Lembaga,
Kementerian Perencanaan dan Kementerian/Lembaga memastikan proses
perubahan Renstra-KL berkenaan sesuai dengan ketentuan mengenai
perubahan Renstra-KL vang tercantum dalam Peraturan Presiden ini.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
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